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KATA PENGANTAR 
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Kami me rasa ama t be rbahagia dengan t e r bi tnya bu­
ku ini . Dengan demi k ian bertambah nya data sebaga i in­
f o r masi t e ntang kebuday aan dae r a h dalam upaya p e rwu -
judan kebudayaan nasional. 

Seperti dimak lumi bahwa buku ini me rupakan sal a h 
satu d i antara lima nas kah l apo ran penelitia n tahun -
1981 /1 982 dari Proyek IDKD Su ma tera Selatan. Mel a l u i 
Proyek IDKD Jakarta s e baga i Koordina t or, mak a para -
Editor t elah merampungkan eval u as i n a ska h ini, sehin g ­
ga memungkinkar. untuk dapat di terbi t kan oleh IDKD Su­
matera Se latan tahun 198 5/1986 ini . 

Ol e h karena i tu kami ama t me ngha rgai dan be rt e ri­
ma kasih sekali pacta semua pihak, seh ingga buku ini ­
berguna pula dalam upaya perwujudan Kebudayaan Nasi -
onal ki t a. 

Palembang,Janua ri 1985 

Kepala Ka ntor Wilayah 
Depdikbud 

t td. 

M.Z.ABI DI N 
NIP 13004 1039 



KATA PENGANTAR 

Dalam rangka menunjang usaha Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisiona1 Ditjen Kebudayaan tahun anggaran 1981/1982, Proyek 
Inventa risasi dan Dokwnentas i Kebudayaan Daerah Sumatera Se la­
tan terus berusaha untuk menambah tersedianya data dan informa­
s i tentang kebudayaan daerah khususnya daerah Swnatera Selatan 
sebagai khasanah dari kebudayaan nasional yang diper1ukan da­
lam kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat • 

Dalam tahun anggaran ini pula pelaksanaan Proyek Inventa­
risasi dan Dokwnentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan me -
1iputi aspek - aspek : 

1. Sejarah Pengaruh Pel ita di Daerah Terhadap Kehidupan 
Masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan. 

2. Upacara Tradisional di Sumatera Selatan 
3 . Permainan Anak - anak di Sumatera Selatan 
4. Arsitektur Tradisional di Swnatera Sel atan 
S . Pemukiman sebagai Kesatuan Ekosistem. 

Terjadinya saling pengertian memupuk kerjasama yang ha r­
mon is anta ra Proyek Invent aris asi dan Dokurnentasi Kebudayaan 
Daerah Sumatera Se1atan dengan masya rakatluas, khususnya de -
ngan Tim penu1is Kanwil Depd ikbud. Propinsi Swnatera Se1atan, 
Universitas Sriwijaya dan akhli lain hingga kelima aspek t er­
scbut dapat berhasil dengan haik·, sungguh me rupakan suatu k~ 
banggaan. 

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar- besarnya kepada : 

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I Swnatera Selatan 
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sum - Sel 
3. Semua pihak yang ikut membantu penyelesaian penulisan 

ini. 

Dengan harapan usaha kerjasama yang sudah terjalin baik i­
ni semoga dapat terpelihara dan di tingkatkan pada masa- masa 
yang akan da tang demi suksesnya pembangunan yang sedang ki ta 
lakukan. 

Pem.impin 
Proyek IDKD Sumatera Selatan 1982 

Drs. Zainal Abidin Hanif. 



PENGANTAR 

Naskah ini merupakan has i l laporan Proyek IDKD Sumatera ­
Selatan yang telah dapat disusun 1 berkat adanya kerj asama yang 

· baik antara berbagai pihak , terutama antara Universitas Sriwi­
jaya dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaya­
an Propinsi Sumatera Selatan . Dengan b erpedoman pada ketentu­
an- ket entuan yang pernah diberikan oleh pj mpinan Pus at Proyek 
Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dal am Penataran 
Pemimpin Proyek -l'royek Daerah b eserta penanggyng j al~abmasing­
mas ing aspek di Cisarua (Bogor) 1 maka h as il laporan i ni secara 
maksimal telah diusahakan sedemikian rupa sesuai dengan Terms 
of Reference. -----

Dalam melaksanakan tugas pen eli ti an dan Pencatatan Kebuda 
yaan Daerah Sumatera Sel atan, berbagai kesulitan harus diha­
dapi karena : 
1. Waktu yang tersedia sangat terbatas dan t erbent ur pula pada 

kesulitan - kesulitan untuk menemui pejabat - pejabat yang 
tidak berada ditempat tugasnya 1 menj_ elang mas a persiapan Pe­
milihan Umum. 

2. Di samping itu para petugas Penelitian sebahagian besa r ter­
ikat pada kesibukan (penatar an) dalam instansinya masing­
masing. 

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam l aporan ini 
terdapat kekurangan di s ana - sini 1 sehingga dal am hubungan ini 
kami sangat bergembira dan berterima kas ih at as kri tik- kri tik 
atau saran- saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak, 
yang mempergunakan laporan ini bagi perbaikan dan penyempurna ­
annya. 

Hasil yang telah dicapai i ni ada l ah berkat kerj asama yang 
baik antara b erbagai pihak , terutama antara anggota Tim Pene ­
li ti sendiri dalam menj alankan tug as dengan penuh kesabaran 

1 
-

dan sudah pada tempa tnyal ah sebagai suatu kepatutan Penanggung 
j awab Aspek ini menyampaikan rasa terima kasih yang tidak J; er­
h i ngga. Demikian pula penghargaan dan rasa t erima kasih 1.n1. 
kami tujukan kepada Yang terhonnat Bapak Guber nur KDH .Tk I Su­
matera Selatan ; Bapak Rektor Universitas Sriwi j aya; Bapak Ke­
pala Kantor Wilayah Departemen Pendid ikan dan Kebudayaan Pro­
pinsi Sumatera Selatan; Bapak Camat dengan seperangkat Kepa la­
kepala Marga/ Dusun dan Pemuka -pemuka masyarakat set empat

1 
-

yang d engan penuh perhatian telah memberikan izin/ bantuan ser­
ta fasilitas - fasili tas dalam merampungkan laporan ini sampai 
terwujudnya suatu naskah. 



Mudah-mudahan naskah laporan i ni akan memberi manfaat se­
besar-besarnya bagi ki ta semua. 

Palembang , Pebruari 1982 

Atas nama anggota Team. 

t t d . 

(Drs.Ma ' moen Abdullah) 
NIP . 130118657 
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BAB I. 

PENDAHULU AN 

1. Rumusan Permasal ahan : 

Peli ta yang telah dilaksanakan dalam dua tahap dan seka -
rang telah memasuki tahap ketiga, sudah barang tentu telah mem 
bawa pengaruh - pengaruh dalam kehidupan ki ta , khususnya t er -
hadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah ini. Pengaruh -
pengaruh yang telah ditimbulkannya itu baik yang bersifat po­
si tif maupun negatif, kiranya perlu ditel iti dan dicatat seca­
ra cermat untuk dij adikary bahanpemikirandalam menyempurnakan 
kemungkinan- kemungkinan l angkah pembangunan yang akan da -
t ang , mengingat akan pengalaman masa l ampau adalah "guru yang 
baik'.' Schubungan dengan itu timbul pertanyaan; sampai sebera­
pa jauh pengaruh PELITA te l ah menjangkau masyarakat pedesaan 
di daerah ini dan baga i rnana akibatnya bagi kehidupan mereka ? 

Tentu saja apa yang disebut pengaruh dalam topik ini mem­
punyai arti yang sangat l uas dan a:\<an rnenjangkau setiap aspek 
kehidupan, sehingga dalam laporan ini perlu dibatasi ruang 
l ingkup penna sal ahannya • Secara khusus pengaruh yang dimak -
sudkan i tu hanya terba tas pad a rna sa l ah - mas a l ah yang menyang­
kut pemerintahan ~1arga/dusun *) saja seperti : struktur peme -
rintahan Marga/ dusun(desa) , cara pemil ihannya , kedudukan dan 
peranan Pemuka rnasyarakat non formal dan keadaan organisasi po 
litik a tau non pol i tik dalam masyarakat pedesaan sejak dilak -
sanak annya PELITA o leh Pemerintah • 

2. TujuanPenulisan : 

Peneli tian/ Pencatatan pengaruh PELITA Daerah terhadap 
kehidupan masyarakat pedesaan bertujuan untuk mengadakan in -
ventarisasi/identifikasi data tentang pengaruh PELITA di da ­
l am kehidupan masy~rakat pedesaan di daerah ini. Dari hasil 
inventarisasi data tersebut , diharapkan Pemerintah dapat me­
ngambil kebijaksanaan dalam rnenyempurnakan l angkah pembangun 
an· yang akan datang • 

Tujuan lain yang tidak kurang pentingnya dalam penulisan 
ini d ianggap sebagai suatu langkah awal penulisan sejarah pe­
l ak~anaan PELITA o leh Pemerintah di daerah ini, yang dapat rnem 
berikan sumbangan a tau dorongan kepada mereka yang berminat 
dalarn usaha penulisan sejarah "kontemporer" Indonesia yang 
berskal a nasional di kemudian hari. 

*)Drs . Bayu Suryaningrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU.No.S I 
1979, Percetakan Offset P.T. Metro, Jakarta,1980,halaman 17 
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3. Ruang lingkup Geografis : 

Sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan peneli tian -
sebagai terurai di atas, maka daerah penelitian /pencatatan 
pengaruh PEL ITA Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan 
meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan,di mana pusat kon­
sentrasi lapangan telah dipilih sembilan ~1arga yang membawahi 
beberapa dusun terletak dalam wilayah kekuasaan Tingkat II . 
Ke-9 Marga t ersebut terletak dalam daerah Kabupaten Lahat ma­
sing- masing ~1a rga Gumai, Marga PS. ~!era pi dan ~Ia rga IV . SN. Agung 
;c.laerah Kabupatcn ~IUBA ma sing - mas i ng. ~larga Menteri ~lelayu, 
~larga Pangkalan Balai dan ~larga Talang Kelapa da n tiga Kelurah­
an yang t er l etak dalam Kota Madya Pa l embang . Bcrdasarkan per -
timbangan- pertimbangan praktis dan ekos i stem, seperti tinggi 
rcndahnya tanah dari permukaan l aut , buruk baiknya komunikasi 
an tara satu dengan yang lainnya dan adanya perkebunan- perke -
hunan rakyat setempat (karet - kopi -tembakau),diharapkan daerah 
c.laerah tersebut dapat me~."ak il i daerah Sumatera Selatan secara 
keseluruhan. 

4. Pertanggung jawaban Penul isan : 

Pelaksanaan pene l i tian ini berdasarkan s urat Perja)1jian 
f..crja antara Penanggung jawab Aspek dengan Pinpro IDKD Sumatera 
Sclatan tanggal ~1edia Agustus No . 27/ I DKD/VI/81/Sumse l yang me­
makan waktu lebih kurang 6 bulan ,yaitu dari masa pers iapan SaJTl­

pa i menj adi s uatu naskah laporan . Sesuai dengan pengarahan dan 
pctunjuk- petunjuk yan g diberikan oleh Pimpinan ProyekiDKD Pu ­
sat , penelitian dilapangan pada sembi lan buah Marga yang kira­
nya dapat me1-1akili se luruh wilayah Suma tera Selata n, mengingat 
sebahagian besar masyarakat pedesaan hidup bercocok tanam, ke­
cual i masyarakat dalam Kota t-ladya Pal embang . 

~larga yang terletak di daerah Kabupaten Lahat merupakan 
daerah pegunungan, yang rata-rata tinggi tanah dari pennukaan 
!aut 80 meter dan memungkin adanya perkebunan kopi/ tembakau rak 
yat di samping sistem perladangan yang berlaku dari zaman ke­
zaman. Demikian pu l a mengena i Kabupaten MUBA yang t erletak pa­
da ketinggian ± 10 meter dari pennukaan laut, merupakan dataran 
a tau rawa- rawa yang banyak memiliki perkebunan karet rakyat , 
di samping sis tern persawahan yang berdasarkan curah hujan . 
Sedangkan masyarakat kota Madya Palembang sendiri hidup dari 
us aha dagang , keraj inan, buruh dan 1 a in- l ain . 

Sebagaimana Ja zim dilakukan oleh peneliti-peneliti di l a ­
pangan , maka dibentuk l ah suatu tim Peneliti dan kemudian dite­
tapkan lokasi - lokasi sebagai sampel dari populasi yang akan 
Ji t e l i ti. 
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Pengolahan dan analisa data berlangsung selama bulan Nopember 
sampai akhir bulan Januari 1982,dan seterusnya dilanjutkan de­
ngan penul isan naskah sebagai laporan terakhir . 

~1etode penelitian yang digunaka n sebagai l andasan kegiat­
an pelaksanaan untuk mendapatkan swnber data adalah"metode pe­
nelitian kualitatif ",di mana perhatian difokuskan pada metode 
"grounded research" yang pernah dikcmbangkan oleh Barney G. 
Gl aser dan Anse l L.Strauss dalam bukunya The Discovery of 
Ground ed theory: Strategies fcir Qualitative Research. **). 
1-!enurut pendapat kami metode tersebut lebih banyak memberikan 
kemungkinan bagi pemakainya untuk mengcmbangkan diri, terutama 
sewaktu melakukan penelitian di lapangan .Peneliti, . di- samping 
melakukan s tudi. kepustakaan, diberi kebebasan yang agak luas 
di l apangnn untuk mencari a tau menemukan bah an - bahan ketera -
ngan yang dibutuhkan, untuk dapat memahamikehidupan masyarakat 
pedesaa n a tau masalah yang dipelajarinya s ejauh mungkin. 
Da l am kai tan ini dapat dilakukan melalui wawancara, obs.ervasi­
dari dekat dan membuat serangkaian daftar pertanyaan.. Meskipun 
penekanannya pada metode kualitatif,peneliti tidak menutup 
mata terhadap cara- cara kuantitatif apabila hal itu memang di­
butuhkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.***)Jadi ,de­
ngan terbukanya segala kemungkinan atau cara yang secara ilmiah 
bisa di terima bagi peneli ti sewaktu berada di lapangan dan da­
lam seluruh proses kegiatannya, diharapkan akan dapat mengha­
si lkan suatu hasi 1 studi yang agak lengkap ,yai tu suatu hasilpe­
nelitian yang akan memberikan pengertian bersifat wnum kepada 
pembaca . 

Peneli tian lapangan yang dimulai dengan peninj auan p .. nda­
huluan selama kurang lebih seminggu, untuk menemui kepala - ke­
pala ~!arga / desa(pesirah) setempat sebaga i pemberi tahuan ke­
pada mereka mengenai maksud dan tuj uan penel i ti, · sambil me­
nyerahkandaftarpertanyaan(questionairc)kepada mas ing-ma­
sing kepala 1-!arga a tau Pemuka masyarakat setempat. Setelah i tu 
peneli ti datang kembali un~uk menemu,i kepala marga,.Uesa.ataupe­
muka-pemuka masyarakat setempat, sambi l berwawancaralangsung 
untuk memperoleh data yang masih diperlukan . Sebagai langkah 
untuk mendapatkan datil yang diperlukan dapat disimpul kan seba­
gai bcrikut : 

**)Barney G .Glaser and Anselm L.Strauss, The Discovery of 
Grounded t heory :Strategies for Qualitative Research, cetakan 
ke-6, Chi cago, Adline : 1974. 

***) Perbedaan an tara metode Kual i tat if dan Kuantitatif 
hanya terletak pada penekanan pemakaiannya saja, karena pene -
1 i ti t idak mungk in kiranya secara mutlak memakai satu rna cam me­
tode sa j a dengan menyampingkan metod e 1 a in . 
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a.Stud i kelayakan dan observasi ke ~1arga - marga sambil menycrah 
kan daftar pertanyaan kepada Pesi rah/Lurah ( Si rah Kampung ) 
dan Pemuka - pemuka masyarakat set empat. 

b . Beberapa minggu kemudian pen eli ti da t ang kemba l i untuk meng­
ambi l j awaban dari daftar pert anyaan tersebut diatas dari pa ­
ra informan , sambil menanyakan sesuatu yang di anggap per lu 
da l am penelitian ini. 

c.Sementara itu studi k epus takaan dilakukan terus menerus se­
bagai unsur penunjang/pelengkap , untuk membandingkan bahan­
bahan yang te lah dipero leh dari lapangan atau bl!.han - bahan 
yang erat hubungannya dengan tujuan penelitian studi kepus -
takaan i ni . 

Suatu pengalaman yang pernah dia l aini oleh penel iti dalam 
memperoleh data, nampaknya kepa l a - kepala marga/desa yang baru 
diangkat dengan usianya yang rel a tif muda, nampaknya kurang ter 
buka da lam memberikan informas i , apabi la pertanyaan - pertanya­
an yang diajukan berhubungan dengan masalah keuangan, masalah 
partai politik dan nomor - nomor surat Keputus an (SK) yang me ­
nyangkut masalah kegiatan pembangunan dusun - dusun dalam ~1ar­
ganya . Ha l ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan dan pe­
nga laman dalam tugasnya , dan mungkin juga merasa dirinya d ikon­
trol yang sedik it banyaknya akan menj atuh kan kedudukan/namanya 
sebagai penguasa setempat. Sedangkan masalah politik dal am ma ­
syarakat pedesaan , penguasa- penguasa tersebut dalam memberi­
kan infonnasi sangat berhati - hati, bahkan boleh dikatakan ti­
dak banyak memberikan komentar, juste ru pusat kegiatan part ai ­
partai politik itu sendiri h a nya terdapat di ibukota Kecamatan. 
Oleh karena i tu, data yang berhubungan dengan masa l ah-masa l ah 
tersebut diatas dal am l aporan ini kurang memuaskan. 

4 



BAB II 
KEADAAN DESA SEBELUM PELITA 

1. Keadaan Lingkungan dan Penduduk : 

Secara administratif wilayah Propinsi Sumatera Sel a tan 
terdi ri dari delapan Kabupaten dan dua Kotamadya dengan luas 
se luruhnya ± 109.254 km 2 • Palembang sebagai ibukota Propinsi 
merupakan kota terbesar di daerah ini, terletak di sebelah -
menyebelah sungai Musi yang dihubungkan oleh -j embatan" Ampe­
ra ", sebagai hasil pembangunan setelah zaman Kemerdekaan In­
donesia. Selain jalan raya dan jalan kereta api yang menghu -
bungkan satu kota dengan kota yang lain, Sungai Musi dengan 
sembi lan anak batangharinya masih dirasakan memegang peranan 
penting s ebagai sarana transportasi sekarang ini . Apabila ki­
ta memperhatikan peta daerah Sumatera Selatan,maka :tkantampak 
o leh kita bahwa daerah ini pun seperti daerah ·- daerah lain di 
s epan jang pulau Sumatera, terbagi atas dua daerah berdasarkan 
tinggi rendahnya dari permukaan laut. Sebelah barat yang men­
jadi hulu Batanghari Sembilan*) sampai ke lereng Bukit Barisan 
merupakan dataran tinggi (pegunungan)dengan hutan yang lebat , 
sedangkan daerah - daerah menyisir pantai timur Sumatera s e­
bagian besar merupakan dataran rendah dan rawa - rawa • Semakin 
dekat dengan pantai a tau kuala sungai. daerahnya terdiri dari 
rawa-rawa penuh rimba kayu bakau(mangrove)seperti ~ kayu . ge­
lam, pohon nipah dan lain- lain. Pohon -pohon itukemudian b er­
sambung denga n hutan-hutan lebat ke pedalaman yang amat sukar 
dimasuki. 01 eh karena 1 etaknya d i daerah tropis, ik limnya yang 
lembab dan curah hujan yang tinggi/ banyak sekali..Meskipun se­
panj ang tahun daerah ini mendapatkan curah huj an yang cukup 
tinggi **), namun mas yarakat masih dapat membedakan ant.ara mu­
sim hujan dan musim kemarau, sebagai . dasar perhi tungan untuk 
menentukan musim tanam di ladang dan di sawah . 

Seperti telah ki ta ketahui di daera.hini sangatdi tentukan 
oleh angin musim, yang pada bulan- bulan Nopember- Desember­
J anuari- Februari dan Maret angin berembus dari arah barat d e ­
ngan membawa hujan, sedangkan dalam bulan -bulan Mei - Juni­
J uli - Agustus dan September angin b erembus dari jurus an Teng­
gara yang membawa udara kering dari benua Australia. 

*)Batang hari Sembilan terdiri dari; sungai Komering, 
sungai Ogan, sungai Lematang , sungai Batanghari Leko, sungai 
Rawas, sungai Rupit, sungai Kelingi, sungai Be li tu, dan sungai 
Leki tan yang me rupakan anak sungai Musi. 

**)R. W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, vol. IA, 
th e Hague ,1946,ha1.6 . 



Oleh karena musim tanam hanyalah berlaku satu kali setahun, ma­
ka tidak menghcrankan pada akhir-akhir ini masyarakat pedesaan 
telah memulai menanam padi pada daerah - daerah lebak yang di­
pengaruh i oleh pasang- surut , terutama daerah- daerah sekitar 
kual a sungai dan daerah pantai timur. Mengenai sungai-sungai di 
daerah ini nampak nya mcmpunyai perbedaan tinggi permukaan air 
pada s epanjang al i ran, tebingnya curam , banyak rintangan ba -
tang kayu yang t idak h anyut, terbenam di pinggir-pinggir sungai 
b anj i r setiap tahun denga n proses pendangkalan dan pembentukan 
rawa- ra1•a berl a ng s ung terus sampai ke mua ra s ungai. Ol eh kare­
na itu sungai - sungai ter sebut tidak dapat dilayario.leh kapa l ­
kapal biasa denga n muatan yang cukup besar . 

Sungai ~Iu s i yang pan j angnya ± 553 KM menj adi induk Batang 
ha ri Sembila n, mulai da r i muara sungai Lematang sudah t erdapa t 
pcmbentukan ra1•a - ra1•a sampai ke kua la Sunsang (da erah Upang) . 
Pad a tiap kal i pasang naik, permukaan tanah d i daerah - daerah 
tersebut selalu digenangi air, t erutama d i musim hu jan hampi r 
scbagian besar ter endam a i r dan penuh dengan lUillpur . Letaknya 
di daerah ~rop is sebe l ah selatan kha t ulistiwa, iklimnya yang 
lembab dan hu j a n yang turun banyak s ekal i, sedangkan hutan su ­
dah ber hent.i pada ketinggian 1000 me t er di dae rah pe gunungan se 
bagai a kibat•pengawa na n yang t ebal d an dingin yang kuat. Dahs at 
nya tantanga n a lam terhadap manu s i a Batanghari Sembilan, per­
juangan mengua sa i atau dikuasai a l am, berjuang melawan hutan 
r imba dan r awa - r awa untuk perkebunan/ladang dan persawahan ,se­
ba liknya hut a n da n rawa - r awa i tu pulal ah yang memberinya ke­
butuhan hidup. Ka yu - kayu yang bermutu tinggi dapat dijadikan 
bahan perumahan dan kapal/ perahu,alat-alat meubel dan lain­
lain. Demikian pu l a sungai- sungai dan lebak lebung,di daerah 
rawa-rawa menghasi l kan·i kanbasah / kering,yang semuanya menj adi 
sumber kekayaan dan sekaligus menjadi alat penukar dengan ba­
rang-barang dari luar . 
Sebagai akibat keadaan 1 i ngkungan a lam,l ebatnya hut an rimbadan 
sukarnya hubungan dari desa yang satu ke desa yang lain -teruta­
ma di musim hujan , ma ka sungailah yang menjadi faktor t erpen­
ting bagi lalu 1 intas perdagangan, pemasukan kebudayaan dari 
l ua r oleh go longan pendatang yang berasal dari daerah sekitar -
nya. 

Mengenai ba tas Propinsi Sumatera Selatan de ngan daerah 
Jambi- Bengkulu da n Lampung, secara mutlak tidak ada ketentu­
an yang dibuat oleh manusia, kecuali ba tas-batas yang telah di 
tetapkan berdasarkan sejarah pertumbuhan daerah .dan kemudian 
diikrarkan ol eh apa isi perj anj ian i tu perj anj ian an tar daerah 
Batas alamyah yang dapat diketengahkan adalah Bukut Barisan 
yang memisahkan'\iengan Propinsi Lampung. 
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Sumatera Selatan yang meliputi delapan Kabupaten (Musi -
Rawas ,Musi Banyuasin, Lematang IlirOgan Tengah, Lahat, Ogan 
Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Bangka, Belitung)dan dua Ko­
tamadya (Palembang dan Pangkal Pinang) didiami oleh berbagai 
suku bangsa dengan dialek bahasa, adat istiadat yang berbeda­
b eda . Menarnbah ragam suku bangs a di daerah ini t erdapat pula­
golongan pendatang ,sehingga timbul i stilah adanya penduduk 
asli yang dikena l dengan nama"suku anak dalam". Suku anak da­
lam ini mendiarni daerah pedalaman Kabupaten Musi Banyuasin , 
seperti : daerah Banyulincir ,daerah Bayat dan daerah sungai 
Lilin . .Di samping itu terdapat pula di daerah pantai pulau Be­
litung suku Sekak atau" Sawang" dan di pulau Bangka terdapat 
suku Mapur yang hidupnya di daratan *). 

Tiap-tiap Kabupaten memiliki logat/ bahasanya masing­
masing yang pada dasarnya dapat dipahami oleh satu sama lain­
nya , kecuali bahasa Komering dan bahasa Kayuagung. Di Kabupa -
ten Ogan Komering Ulu terdapat suku Ranau, Kisam, Komering dan 
Ogan . Di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah ( LIOT) terdapat 
suku Demendo Darat, Lematang dan suku Enim , Di Kabupaten Lahat 
terdapat suku Pasemah, Kimkim, Li ntang dan Lematang .Sel anjut ­
nya di Kabupaten Musi Rawas (MURA) dan Musi Banyuasin (MUBA) 
terdapat suku Rejang, Palembang, Rawas,Kubu dan Saling**). 

Barang siapa yang pernah berlayar menyusursungaiMusi de­
ngan anak- anak sungainya, maka tampak di kiri kanan sungai -
sungai t ersebut penuh dengan hutan belukar dengan diselingi o­
leh dusun- dusun kecil yang merupakan pusat kehidupa n masya­
rakat hukum teritorial yang terkecil dan yang dikelola olehse­
orang Kerio dibantu oleh beberapa orang Punggawa.Pada umumnya 
rumah rakyat didirikan di at as tiang kayu dan besar kecilnya 
rumah t ergantung pada kemampuan sosial-ekonomi pemi lik rumah 
tersebr.t . Model rumah ada lah model " limas " dengan posisi 1 e­
taknya menghadap ke jalan atau membelakangi sungai(perigi)dan 
beratap genteng . Pada beberapa tempat kita temui: rumah rakit 
yang terapung di at as air sebagai tempat tinggal, yang terbuat 
dari kayu dengan kamar mansi/WC t erbuka dipergunakan sebagai 
ternpat mandi dan mencuci pakaian dengan panorama anak- anak na­
kal telanjang bulat bercempl ungan di air menikmati olahraga 
air sehari- hari (daily waters port). sarnpai saat ini s uasana 
seperti tersebut di atas masih nampak dan masih segar sekal i 
di daerah Uku~an, walaupun di kota-kota besar telah banyak me-

*)Team Penyusun Monografi Daerah propinsi Sumsel ,Monografi 
Sumatera Sel atan , Perwakilan Depdikbud Prop . Sumsel, 1974, -
ha l.39. 
**)Adat istiadat Daerah Sumateni Se latan,Proyek IDKD , 1977 I 

197H, hal.36 . 
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ngalami pcrubahan dan pertumbuhan dengan gedung batu yang c ukup 
modern . Betapa besarnya pengaruh alam lingkungant e rhadap pe ri­
l aku kehidupan perorangan a tau kelompok, wa laupun adanya fak­
t or demografis penduduk yang t i pis di daer a h yang amatluas per­
juangan yang berat melawan tantangan a lam yang hebat, tetapi ka ­
rena tanah merupakan unsur penting dalam kehidupannya ,maka po­
l a kehidupan masyarakat pedesaan hampi r se luruhnya bertani. 

Tanah adalah dasar kehidupan dan mempunyai nil ai tertentu 
da lam hubungan dengan penduduk, sehingga unsur pemi likan tanah/ 
kebun sebagai uns ur yang menentukan status seseorang dalam ma­
syarakat pedesaan • . Berdasarkan at as pemilikan tanah i tu, di da ­
erah Uluan dikenal dua macam golongan petani yaitu: golongan pe ­
milik tanah dan golongan penggarap tanah. Di samping kedua go ­
l ongan ini, pada akhir-akhir i ni terdapat sekelompok yang beker 
j a sebagai buruh perkebunan d an pegawai negeri..Strati fikasi so­
sia l yang berdasarkan kelahiran nampaknya semakin lama semakin 
menciut artinya dalam proses perkembangan masyarakat pedesaan, 
namun stratifikasi yang baru yang condong untuk berkembang atas 
dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepega­
waian atau atas dasar pendidikan(sekolah)belum mendapat wujud 
yang mantap . Tidak mengherankan jika dalam masyarakat pedesaan 
sekarang ini, faktor uangdan tinggi rendahnyapangkatda l am sis­
t ern birokrasi kepegawaian berdasarkan pendidikan formal nampak 
nya cenderung merupakan unsur dasar penilaian masyarakat pede­
saan t erhadap seseorang. Dari unsur uang .dan tinggi rendahnya 
pendidikan sekolahan (formal), timbullah penghargaan orang - o­
rang dalam masyarakat , keadaan yang demikian itu nampaknya ada 
persamaa nnya dengan kea.daan di tempat-t empat lain di Asia Teng ­
·gara *), yai tu di negara-negara yang sedang berkembang. 
Di s amping i tu terdapat pula stratifikasi sosial at as dasar ke­
kayaan da l am masyarakat pedesaan seperti: golongan orang kaya, 
golongan cukupan dan golongan miskin yang harus d iterima oleh 
mereka berdasarkan takdir.Pengakuan terhadap struktur sosial 
at as dasar takdir i tu, menun jukkan cukup kuatnya un s ur keagama­
an yang t e l ah mencampuri segala aspek kehidupan mas yarakat tra­
disiona l pada umunmya .Oleh karena itu dalam mas a perturobuhan 
masyarakat pedesaan setelah masa Pengakuan Kedaulatan Republik 
Indonesia,unsur agama telah memberikan warna yang j e l as dalam 
keh idupan sosia l budaya . 

*)Syed Hussein Allatas ,Modernization in South Eas t Asia, 
(London , New York, Melbourne:Oxford Univers ity Press, 1973), 
halaman 161. 
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Dcmikian kuatnya pengaruh agama I s lam dal ammasya rakat agraris 
tradisional yang dapat mcnjadi dasar ikatan pcrkelompokan, me­
rupakan salah satu ukuran untuk menetapkan seseo rang Japat a­
tau tidak disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. 

Berdasarkan has il pengamatan sementara di beberapat-1arga*) 
maka dalam masyarakat pedesaan yang sedang bertumbuh dan ber­
kembang dengan sega l a pemilikan- pemilikan masa lampaunya dan 
pemelukan/penerimaan ha l - hal baru sekarang ini, terdapat tiga 
macam penghargaan, yaitu ; kekayaan,pendidikan 4lan agama. 

Jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat daerah ini 
pada umumnya, di samping padi di sawah dan di lad~ng, hampir se­
luruhnya berupa j enis tanaman untuk diperdagangkan seperti ka­
ret atau kopi,yang menunjukkan suatu kegiatan yang merupakan 
indikasi masyaraka t tani sudah dimasuki unsur IUIIIah tangga J:<e­
uangan. Oleh karena pengaruh ekonomi keuangan yang telah menja­
lar pada masyarakat pedesaan yang relatif terbuka,maka prinsip 
ekonomi dal am kegiatan pertanian/ perkebunan rakyat dapat di ­
lihat pada sistem bagi hasil antara pem,ilik danpenggarap,.Penya­
dap karet . 

Sistem bagi- hasil pada akhir- akhir ini ditentukan oleh 
suatu kontrak/pcrjanj ian yang telah disepakati bersama,seperti 
sawahfiadang yang luas arealnya satu hektar si pemil ik mendapat 
bag ian 200 sampai 300 kaleng padi, sedangkan dalam hal penyadap 
karet berl aku istilah lebih baik diganti dengan lebih tepat se­
paruh-separuh dari hasil bersih . Meskipun adanya pengaruh e­
konomi keuangan dalam masyar akat pedesaan,namun prinsip gotong 
royong yang dikenal dengan istilah "bawe" masih dirasakan oleh 
masyarakat setempat apabila musim tanamjpanen dimul ai."Sebegi ­
tu jauh pengaruh ekonomi keuanganini lebih nampak pada pemakai 
an alat- alat dapur dan barang- barang lux lainnya seperti;kom­
por menggantikan funksi kayu api,periuk aluminium menggantikan 
periuk tanah, sendok aluminium/stenlis menggantikansendokseng 
,piring porselin menggantikan piring seng dan lain-lain.Demi­
ki an pula pemakaian radio transistor dalam bentuk besar dan ke­
cil . Pendek kata semua kegiatan yang berhubungan dengan pertani 
an,.Perkebunan tradisional sekarang ini lebih condong untuk her-*' Istilah "~1arga "hanya dikenal di daerah Sumatera Sela­
t a n, yang dapat disamakan dengan Kampung (Jawa Barat) , Gampong 
(Aceh),Huta/Kuta(Tapanuli)Negor~Maluku),Neger~Minangkabau) 
Wanua (Minahasa), Gaukay (Makasar), dan Dusun(Lampung). Sedang­
kan dalam kota Palembang sendiii tidak dikenal istilah itu , yang 
dipakai hanyalah "Kampung" ,yang dikepala i oleh" Sirah Kampung" 
a tau sekarang ini menjadi "Lurah Kampung" .Adapun Marga dikepa­
lai oleh seorang "Pes irah "yang mengkoordinir beberapa buah 
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dus un, dan tiap-tiap dusun dikepalai olch seo rang Kerio yang 
dibantu ol ch beberapa "Punggawa ". --

kembang at as dasar prinsip ekonomi , sepert i yang berlaku dalam 
sistem upah dan bagi- hasil. Seja lan dengan pertumbuhan dan 
perkembanga n masyarakat pedesaan yang tel ah di penga ruhi ol eh 
ekonomi keuanga n setelah Pengakuan Kedau latan , kes adaran un­
tuk mempcro l eh pendidikan(fonnal)semakin meningkat dari ta­
hun ke tahun dan akan kami uraikan berikut i ni. 
2. Keadaan Pe ndidikan Peme;intah dan Swasta : 

Pada j aman Pendudukan Jepang perkembangan pendidikan di 
daerah ini sangat me nyedihkan, bahkan banyak sekol ah- seko lah 
yang t e l ah dibuka oleh pemerint ah kol onial Belanda di bubarkan 
ataumembubarkandiri. Tidakmengherankan apabila pada awal 
Revolusi Fisik, banyak diantara pemuda/pemudi yangberasal da­
ri da~rah ini melanjutkan sekolahnya ke Jawa .. me ngingat langkah 
nya1sekolah- sekolah Umum dan kej uruan tingkat menengah.Disar.J 
ping itu faktor biaya yan g jauh lebih murah jika dibanding de­
ngan biaya h idup di daerah ini r.1erupakan faktor yang mengun­
tungkan/meringankan bagi orang tua yang mau menyeko lahkan a ­
nak- anaknya . Oleh karena itu pada t ahun l ima puluhan berduyun­
duyun putera/ puteri daerah ini pergi bersekolah ke Jawa . 
Tet api s et e lah tahun enampu luhan dan seterus nya ,mulailahber­
tambah sekolah -sekolah t-1enengah Umum baik yang didirikan o ­
leh Pemerintah maupun a tas usaha Swasta di da l am kota Pa l em­
bang . Dehgan b c rtambahnya seko l ah - seko l ah Lanjut a n Pert ama 
dan La njutan Atas yang mula- :nul a hanya t er batas di dalam ko t a 
Pal embang ,yang pada tahun-tahun berikutnya mulai berkemba ng 
ke seluruh wil ayah Propinsi Sumatera Se l atan , yai tu d engan di 
bukanya Sekolah Lanj u~an Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas di 
setiap i bukota Kabupaten , maka dari tahun ke t ahun semakinber­
kuranglah putera/puteri daerah ini meneruska n pelaja r annya ke 
Jawa. 

Seperti pada jaman pemerintahkolonia l Bclanda sistem per 
sekolahan didasarkan golongan,baik berdasarkan golongan bang 
sa maupun status sos i al, dengan demikian yang dapat di terima 
pada sekolah - sekolah HIS(Ho llandsch lnlan schoo l ) ,HCS( Hol­
landsch Chines~ School), Schakel School, MULU (Meer Uitgebreld 
Lager Onderwi j s) , Kweekschool dan sej enisnya , hanyal ah anak -
anak orang tert c ntu ( anak - anak penguasa set empat yang di ang­
kat oleh Pemerintah Hindia Be l a nda )sepert i : a nal< Demang/Asis ­
ten Demang, anak Pesirah /Pembarap dan anak Ke rio . Sedangkan 
anak - anak rakyat j elata hanya l ah diper kenankan masuk pada Se ­
kolah Des a (Volkschool)ya ng di daerah i n i dik cnal dengan nama 
"Seko l ah Angka Tiga" .Bagi anak - anak ket uruna n Cina did i ri ka n 
s ekol a h khus u s yang dik ena l dengan nama HCS( IIo l lands Chinese-
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School). Tetapi sctel ah jaman Kemerdekaan (sebenarnya telah di­
rintis pada j<-man Jepang1 keadaannya berubah, sistem perseko­
lah di daerah ini seperb juga halnya di daerah lain dilndonesia 
,hanya mengenal tiga tingkatan persekolahan untuk semua golong 
an masyarakat : (1) Pendidikan/ Seko1ah Rendah, (2 ) Pendidikan/ 
Scko lah ~1enengah dan (3) Pendidikan/ Seko lah Tinggi .Sebagai a­
kibat adanya kesempatan bel ajar yang diberikan kepada seti-ap a­
nak (sesuai dengan Pancas ila/UUD'45),maka perkembangan pen­
d id i kan di daerah ini cukup menggembirakan, hal mana dapat di -
lihat dari jumlah murid yang terus bertambah dari tahunke tahun 
untuk ke tiga sekolah ters ebut di atas , terutama pada sekolah -
seko lah Rendah/ Rakyat yang boleh dikatakan t elah merata di bu­
ka di daerah pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 
tabel di baHah ini : 

TABEL I. 

Seko lah Rakyat Negeri di daerah Sumatera Selatan 
tahun 1951 - 1954 

J u M L A H 
T A H U N 

Sekol ah Murid Guru 

1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 

1298 
1333 
1347 

244295 
254671 
265389 

4630 
4695 
4559 

Sumber : Kementerian Penerangan Republ ik Indonesia Prop. Suma­
tera Selatan. 

Berdasarkan laporan Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Prop. 
Sumatera Selatan yang pada waktu itu meliputi wilayah Kereside­
nan Palernbang, Keresidenan Bengkulu dan Keresidenan Lampung, 
jumlah seluruh Sekolah Rakyat Negeri pada akhir tahun 1954 se­
banyak 1347 dengan memi l iki 1357 bangunan sekolah * ) . Di an tara 
1357 ba ngunan seko1 ah tersebut terdapat 519 rumah partikelir , 
636 mi lik ~1arga dan 202 bangunan milik Pemerintah/ Kementerian 
P.P .dan K yang telah dilimpahkan kepada daerah Propinsi Sumate­
ra Se la tan berdasarkan P. P. 65 tahun 1950. Semen tara i tu pad a ta­
hun-tahun berikutnya didirikan 44 buah gedung Sekolah Rakyat , 
sehingga secara keseluruha n jumlah gedung Seko lah Rakyat di­
claerah Sumatera Selatan mcnj adi 1401 buah .Apabila ki ta mel ihat 
gedung-gedung sekolah yang dipergunakan di dalam kota-kota be-

" )Wawancara dengan eks Kepala Inspeksi Seko l ah RakyatPro­
pinsi Sumatera Selatan , Bapak A.Situmorang,Pa l embang. 
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sar,seperti Pa lcmbang, Bengkulu dan Teluk Betung/ Tanjung ka ­
r a ng saja, maka kcsan pcrtama menunjukkan keadaan yang agak Iu­
mayan. Tetapi apabila kita meninjau bangunan/ bilik ke l as yang 
dipergunakan di daerah pedesaan (Uluan ),akannampakkeadaan yang 
sa ngat menyedihkan . Sebagian besar bangunan seko lah Rakyat yang 
pernah didirikan oleh pemerintah kolonial Be l anda - yangpada rna­
sa pendudukan Jepang ada yang dijadikan t empat pengurnpulan ha­
sil bumi/ asrama , s udah l apuk dan hampir roboh karena tidak per­
nah di perbaiki . Jumlah bilik/ lokal bel a j ar j auh lebih sedikit 
dari pada jumlah kela s yang di perlukan , sehingga bangunan yang 
sudah tidak memenuhi syarat tersebut terpaksa dipergunakandad 
pagi hari sampai petang . Gedung- gedung Sekolah Rakyat di dusun­
dusun merupaka n peninggalan gedung Sekolah Desa yang hanya me­
mi liki t iga ruang kelas. Sedangkan dalam perkembangannya seko ­
l ah Desa itu sendiri setelah Pengakuan Kedaulatan , telah tumbuh 
menjadi Sekolah Rakyat enam tahun.O l eh karenai tutidaklah meng­
herankan apabila ketiga bilik/ ruang kelas tersebut diperguna­
kan terus menerus dari pagi sampai petang secara bergiliran. 

Mengingat bahwa Sekolah-sekolah Rakyat Negeridi daerah U­
luan terutama di ibukota Marga, tidak cukup untuk menampung mu­
rid-murid baru yang jumlahnya kian tahun semakin bertambah se­
dangkan loka l yang t ersedia pada wakt u itu sangat terbatas ,maka 
banyak orang tua murid mema sukkan anaknya ke sekolah agama yang 
terdeka t, a t au mengi rimkannya untuk menga j i (membaca a l Qur ' an) 
pada seorang Kyai.Ha l semacam itu memang s esuai dengan pandang­
an h i dup masyarakat pedesaan di daerah ini yang berdasar kan a­
gama Islam, bahwa anak yang ideal bagi orang tua adalah anakyang 
sal eh dan tahun ada t 1 em bag a masyarakatnya . 0 1 eh karena itu ham­
pir semua dusun memi 1 iki tempat mengaj i dan d i s etiap Marga ter­
dapat sebuah Madrasah yang didirikan oleh pemuka-pemuka agama 
(pak Kyai). Yang diutamakan dalam pengajaran mengaj i adalah ke­
fa s ihan membaca huruf-huruf Arab di dalam kitab Al Qur' an , se­
dangkan arti dari bacaan tidak dipelajari. Pada umumnya pe l aja­
ran yang diberikan oleh pak Kyai bersifat elemter s a ja .Jika me­
r eka ingin melanjutkan pelajaran ke t i ngkat yang l ebih t inggi 
mereka dapa t memasuki seko l ah Madrasah yang terdekat. Padaj aman 
dulu sebag ian besar dari masyarakat pedesaan - terutama yang­
tinggal di daerah terpencil ,mempelaj ari pengetahuan agama ha­
nyalah sampai taraf dasar, sehingga kurang memahami aj aran I s­
l am secara lebih menda l am . Pengetahuan agama nampaknyalebihba­
nyak didengar dari orang tuanya atau nenc knya yang bersifat t a k 
li k . 

Meskipun pada umumnya masyarakat pedesaan di daerah Ul uan 
ada lah pemel uk agama Is l am yang taat, t e tapi karena kurangnya 
pengertian , maka kepercayaan kepada takhayul / dukun - duk1:1n ·Se­
tempat belum dapat dibuang . 
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Mengena1 sekolah agama yang setingkat dengan Sekolah Rak­
yat dan disebut"Madrasah Ib tida 1 yah "*),baik yang terdapat di­
ibukota Kabupaten, maupun di Kecamatan danMargatercatatt20 bu­
ah sekolah Agama yang berstatus swasta. Pada umumnya sekolah­
seko l ah tersebut merupakan hasil usaha swadaya masyarakat se -
tempat yang di pimpin oleh pemuka- pemuka Agama/Guru Agama se­
bagai l anjutan dari sistem pengaj ian yang ada di dusun-dusunpa­
da waktu itu dan sebelumnya.di samping pemuka -iJ emuka Agama/Gu­
ru Agarna setempat yang mengelola sekolah- sekolah tersebut,pe­
ranan organisasi Muhammadyah di kota Palembang c:i.an daerah seki ­
tarnya,merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha 
masyarakat Islam untuk memberikan dasar yang kokohkepada anak­
anak mereka, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat pedesaan 
pada umumnya. 

Mengingat biaya dari tahun ke tahun s emakin meningkat,yang 
diperluka n untuk memperbaharui alat- alat dan sis tern pengajar­
an yang tidak sesuai lagi dengan tuntuta~ jaman,makaatas kehen­
dak s endiri sekolah- sekolah agama mengajukan permohonan ke­
pada Depa rtemen Agama RI untuk .dinegerikan.Akhirnya setelah di 
adakan penilaian oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumate­
ra Selata n, sebanyak 14 buah sekolah Agama dengan SuratKeputus­
an (SK) Menteri Agama telah diresmikan s ebagai Madrasah Ibtida 1 -

yah Negeri (MIN) dan yang selebihnya masihtetapberstatus swasta 

Di samping sekolah - sekolah agama (Madrasah Ibtida 1 yah) 
yang terdapat di daerah Uluan,di dalam kota Palembang sendiri 
banyak ter dapat sekolah serupa i tu yang diusahakan oleh organi­
sasi f.iuhamad yah/ perorangan,Perguruan Tamansiswa, Zending(Me­
thodist) ,Miss i (Xav erius)dan lain- lain. Jika dibandingkan de­
ngan keadaan di daerah pedesaan (Uluan) ,sekolah-sekolahRakyat 
di dalam kota jauh lebih baik keadaannya baik mengenaisaranafi­
sik maupun tenaga pengajarnya.Langkahnya sekolah - sekolah 
tingkat menengah di daerah- daerah Uluan,menyebabkan orang tua 
murid mengirimkan anak-anaknya ke kota unt uk melanjutkan pela­
jaran,karen a di kota Palembang telah ba nyak di buka sekolah-se­
kolahMenenga h Umum/ Kejuruan yang diusah akan olehPe~~~erinlJ.ah. a­
taupun oleh badan-badan Swasta. 

Sebaga i hasil pengamatan pennulaan mengenai keadaan masya 
rakat pedesaan di daerah ini,menurut letaknya dapatdigolongkan 
menjadi dua ke lompok:kelompok masyarakat desa/Marga yang ter­
letak di pinggir jalur jalan raya/sungai dimana komunikasinya 
lancar ,yang nampaknya lebih terbuka untuk menerima pembaharuan 
Tetapi sebaliknya desa/Marga yang l etaknya jauh darijalurjalan 

*)B.P3K,Pe~didikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,Dep. P 
danK, Jakarta, 1979,halaman 167. 
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r aya/sungai , namun karena komunika s i kurang 1 a ncar menyebabkan 
kehidupan masyar a ka t teriso lir, mak a adat dan kefanatikan aga­
ma masih t etap bertahan. Oleh karena lalu-1 intas darat didaer ah 
ini be l um semua di rehabilitir, seperti j al an ke/d i daerah MUBA, 
menyebabka n komunikas i ke/d i daerah i ni ku rang 1 ancar , 1 ebih­
lebih di musim penghujan. Tidak/ kurang l ancarnyakomunil-.asi mem 
bawa penga ruh yang cukup besar terhadap s ikap dan tingkah - laku 
masyarakat pedesaan (U luan)mereka suka r mener ima pembaharuan 
a tau t e rk cbel akangj ikadi bandingkandengan ma.s ya r aka t yangti ng­
gal di kot a atau pada jal ur komunikasi yang l ancar . 

3.Struktur Pemerintahan: 

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsungdari tahun 
1942 sampai dengan tahun 1945 - khususnya d i daerah Sumatera Se ­
l atan sejak media Februari 194 2, pada dasarnya tidak mengubah -
s truk tur organisasi pemerintahan sentral dan l oka1 llindia Be­
l anda.llanya jabatan Gubernur Jendera l diganti dengan Guber nur­
gubernur J cpang , di J akart a untuk Jawa- Madura dan Ba l i, di Buki t 
Tinggi untuk seluruh wilayah Sumatera,di Makassar ( Ujung pan­
dang) untuk daerah Sulawesi - Kalimantan-Maluku dan NusaTengga­
ra. ~leskipun s t ruktur organisasi pe111erin tahan setempat tidak 
mengalami perubahan , t etapi badan - badan legislatif t r ad isio­
na l seperti Dewan Kota atauOewan Ma rga/Oesa didaerah ini dibe ­
kukan sama sekali, s ehingga pemerintahan/keku asaan pada waktu 
i t u lebih bcrcorak autoritre .-Suatu ha l yang baru dan yang perlu 
dicatat , bahwa sebahagian dari j abatan- j aba tan pentingyang du­
l u di pegang o l eh orang-orang Belanda , sekarang dipcga ng oleh­
tenaga-tcnaga sipil Jepang dan sebahagian diserahkankepada te ­
naga-tenaga bangs a Indonesia. *) 

Pada masa pemerintahan Hindi a Belanda,Pal embang merupakan 
sebuah Kercs idenan yang dikepalai oleh seo rang Residen dan ter­
bag i a tas tiga 1~ilayah Afdeli ng yang masing - masing Afdeli ng 
dikepa 1 ai o1 eh s eorang As is t en Resid en, yai tu sebagai berikut : 

(a) . Daerah Pa lembang dan Tanah datar dengan ibukotanya 
Palembang yang meliputi Pa l embang Kota, .Talangbe­
tutu-~Komering Ilir, Ogan Ilir , ~1usi Ilir,dan Rawas 

(h ). Daer ah (Afdel i ng) Pegunungan Pa 1 embang dcngan ibu­
kodinya Lahat yang meliputi daerah Lematang I lir , 
Lema tang Ulu, Tanah Pasemah , Tebing Ti nggi dan Mu -
si Ulu . 

(c) . Daerah (Afdeling)Ogan dan Komering Ulu dengan ibu­
kotanya Baturaja yang me l iput i daerah Komering Ulu 
Ogan Ulu dan daerah Muara Dua . 

----~~~~~~~~ * )O rs . G.J .Wo lhoff,Pengantar l1 mu l~kumTatanega ra lndone-

sia , Timun NV, Jakarta ,1955 ,ha l aman 63- 64. 
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Afdeling terbagi atas Onderafdeling, dan setiapOnderafdeling­
dikepalai oleh seorang Controleur yang berkedudukan di ibuko­
ta Onderafdeling dengan dibantu o l eh seorang Jurutulis Contro­
leur(Klerk) .Onde r a fde ling terbagi atas beberapa Di s tric t yang 
masing - masing district dikepalai ol eh seorang Demang,dan Dis­
trict dibagi atas Onderdistrictyang masing- masing di kepalai 
ol eh As is ten Demang dengan dibantu perangkat pemerintah yai tu 
:Menteri Polisi dan Menteri Belasting(Pajak) .Onderdis trict di 
bagi atas beberapa Marga yang dikepalai oleh seorang Pesirah/ 
Depati yang membawahi beberapa buah dusun ;tiap-tiap dus un di 
kepalai oleh seorang Kerio yang dibantu oleh beberapa orang -
Punggawa.Adapun kepala dusun di ibukota Marga disebutPembarap, 
yang sewaktu-waktu dapat mewakil i Pesirah apabila sedang ber­
halangan . Dalam menangani masalah agama, perkawi nan,kematian , 
perceraian dan lain-lain Pesirah d ibantu oleh seorang Penghulu 
, sedangkan di dusun- dusun pekerjaan Penghulu ini di tangani 
ol eh Khotib. 

Pada masa pemerintahan Mil iter Jepang,jabatan-jabatan -
tradisional tersebut di atas tidak mengalami perubahan,kecuali 
jabatan-jabatan Residen, Asisten Residen , Controleur,yang ta­
dinya diduduku oleh orang-orang Belanda digantikan oleh orang­
orang Jepang. 

Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang sekarang ini, pada 
jaman pendudukan Jepang dibagi atas dua buah Keresidenan a tau 
syuu yditu Keresidenan Bangka Belitung.Tiap-tiap syuu terdiri 
dari bun-syuu,dan bun-syuu dibagi atas gun,gun terdiri dari Fu 
ku-gun dan fuku gun terbagi atas son yang membawahi beberapa Ku 
Tiap-tiap syuu dikepalai oleh seorang syu-chokan, Bun-syuu di­
kepalai oleh bunsyu-cho ,Gun oleh Gun-cho, Fuku gun oleh Fuku­
Guncho,son oleh son-cho dan ku dikepalai oleh Ku-cho dengan se­
perangkat Kumi-cho. Di dalam kota Palembang sendiri terdapat 
syii yang dapat disamakan dengan Walikota yang langsung bertang 
gung jawab pada syuu-chokan.Suatu hal yang baru timbul pada 
waktu di dalam kota Palembang,yai tu Rukun tetangga (rt) yang 
dikenal dengan nama tonari kumi atau tonari gumi yang merupakan 
unit t erbawah pada s 1stem pemerintahan di kota.Seperti telah di 
ketahui,dalam kota Palembang sendiri tidak dikenalistilah Mar­
ga , tetapi mengenal Haminte.Jabatan Pesirah dan Kerio tidak ada 
pula,yang dikenal adalah Sirah Kampung yang dibantu oleh Ru­
kun-rukun Tetangga . 

Pada jaman Kemerdekaan-sesudah Pengakuan Kedaulatan,sis­
tem Marga di daerah Uluan(pedesaal}.)diakui sebagai suatu lemba­
ga yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.Gh/53/1951 
yang perlu diatur sedemikian rupa seh i ngga roda pemeri ntahan di 
daerah Uluan akan berjalan l ebi h baik.Seja lan dengan itu pula-
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lah dikeluarkan Surat Keputusan No. Gb/54/1951 tanggal 9 Mc i-
1951 :Bab D .pasal 3mcnycbutkan,bahwa masa jabatan Pamong Mar­
ga *)selama 5 tahun dan setelah itu diadakan pemilihan. Dalam 
melaksanakan tugas Pamong Marga dibantu o l eh Dewan Harian Marga 
dan di samping itu terdapat Dewan Marga sebagai lembaga legis ­
lati f .Ada pun Dewan Harian Marga tersebut terdiri dari Dewan Mar 
ga yang diangkat berdasa rkan pemi I ihan scbanyak tiga sampai de­
ngan 1 ima orang . 

Dalam rangka pembaharuan struktur organisasi pemerintah­
an di daerah ini •. berdasarkan hasil persetujuan Dewan Perwaki I­
an Rakyat Daerah - setelah mendengar laporan dari Pani t ya Pem­
bentukan Kabupaten Otonoom,maka di keluarkanlah SuratKeputus­
an Gubernur Sumatera Selatan No . Gb/3/29/10/22 yang menetap -
kan daerah Propinsi Sumatera Selatan dibagi atas beberapa da -
erahKabupaten,dan scbagai realisasinya bekas Keresidenan Pa­
lembang/Keresidenan Bangka- Belitung dibagi menjadi enam da­
erah Kabupaten , yaitu: Kabupaten Palembang Selatan dengan ibu­
kotanya Sekayu/ Betung, Kabupaten Palembang Barat dengan ibuko ­
tanya Lahat ,Kabupaten Bangka dengan ibukotanya Pangkalpinang, 
dan Kabupaten Belitung dengan ibukotanya Tanjung Pandan **). 
Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka hapuslah daerah 
kekuasaan Keresidenan yang berlaku sejak jaman Hindia Belanda, 
dimana jabatan Residen diperbantukan pada Kantor Gubernur de­
ngan segala kewenangan Residen dilimpahkan kepada Gubernur se­
suai dengan Undang-Undang No . 22/1948. 

Apabila ki ta mempe rhatikan perkembangan struktur orga ni ­
sasi pemerintahan di daerah ini baik di dalam kota Palembang -
sendiri maupun di daerah Uluan(pedesaan), tidak pernah mengena l 
daerah kekuasaan Kabupaten seperti yang terdapat di Jawa . Sc­
cara tradisional masyarakat Uluan hanyalah mengenal daerah ke­
kt.:asaan Wedana/ Camat,Marga/Haminte dan Dusun yang di kepalai 
oleh Kerio.Sementara itu dalam kota Palembang sendiri terdapat 
tiga Xewedanan/J<ecamatan • yai tu: J<ewedanan I 1 ir Barat; Kewedanan 
Ilir Timur dan J<ewedanan Seberang Ulu , yang masing- masing di­
bantu oleh beberapa Sirah J<ampung ,dimana statusnyasama dengan 
Kerio di daerah Uluan(pedesaan). 

*)Yang dimaksud dengan Pamong t>farga adalah seperangkat a­
parat pemerintahan di daerah Uluan seperti : Pesirah,Dewan l!a­
rian Marga, Dewan Marga, Penghulu,Pemmarap/Kerio, Punggawa, Kho 
tib . 
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1\pa yang tclah disebutkan di ata s mt•n•pakan l cmbaga pcmc ­
rintahan di daerah ini yang ikut serta dalam proses pe laksanaan 
administrasi nega ra. Suatu ciri khas l cmlwga pcmerintaha n yang 
mcmbcda kannya dari l cmbaga -lembaga Jain, bahwa lembaga pcme­
ri ntahan merupakan sua tu organisasi yang d i s us un bcrdas arkan 
pranata hukum, sehi ngga memiliki kewibaw~•an dan kckuasaan y:1ng 
dilimpahkan oleh ncgara kepadanya. 

[ I<EOANA /CA M AT J 
PESIRAH 

Dewan Harian 

DEWAN MARG/\ 

I l I I 
KERIO I KERIO l KER IO 

1 
KERIO 

Struktur pcmerintahan Marga/ Des a yang d igambarkan di at as 1 Ill, 

pada dasarnya sampai saat ini masih t etap bcrjalan ,wa laupun di­
sana sini telah t erjadi perubahan yang sangat l amban dan tidak 
drastis. 
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4. Cara Pemilihan dan Peranan P€f!linJ>in Panerintahan Desa : 

Berdasarkan Ketctapan Gubcrnur Propins i Sumatera Sc l u tan 
tanggal 9 ~1ei 1951 No . Gb/54 / 1951 * ) , makamu l ailahberlaku ca r a 
pcmilihan , pengakuan , pengesahan dan pemec atunPamong ~1a rga a t au 
da crah- daer a h yang sctl ngkat dengan i tu d a I arn da c r a h Propi ns i­
Sumatera Selatan. Apa yang di maksud denga n i s t i l ah"Marga" a ta u 
"Jac rah yang setingkat dengan itu"da l am pcraturan i ni, ada l ah 
dacrah-daerah kcsatuan hukum yang bcrhak mcngatur d an mengu r us 
rurnah tangganya s end iri , yang pada mulanya d i hcntuk at as d;tsar 
hu kum a s ll menu rut In 1 a nd sche Gemeente Ordonnant i c Suit c ngci,C ­
tan, Staatsbl ad 1938 o.490 jo St aa t sblad 19 38 No . 68 . Ada oun da ­
e rah-dae rah yang dimaksudkan, baik bernama ~1arga a tau d~ erah -
Haminte memiliki Dewan a t a u Dev.·an ~1arga dari scti a p 1-la rga atau 
dacr ah ya ng s etingkat d engan i tu.Pada Bab JJ pasa l 2 di sebutk:tn 
bahwa scmua Pamong ~la rga di dalam Propins i Suma t cra Selatan ha­
rus di pilih oleh rakyat yang bersangkutan, ya ng t e lah memcnuhi 
syarat -syarat untuk memi l i h. Apabila Kepa I a Ma r ga/Hami nte dan 
Kcpal a Dus un yang s udah terpilih dengan sah,diakui dan d is<~hk an 
o l ch Pcmerint ah Propins i / Kabupaten . Sctclah jabatan Pamong~1ar­
ga habi s waktunya, t e tapi pemilihan baru be l urn diadakan, ma kaPa ­
mong t-1arga yang lama mas ih tetap menjalankan tu&a s nya s ampa i aJa 
pengga ntiannya yang telah terpilih. Pamong t-1a rga yang larna da ­
pa t di pilih kemba l i oleh rakya·t . Oleh karena ca r a pemi lihan Pa ­
mong t-farga berdasarka n s uatu pranata hukum , rnaka apabi la i a me­
l akukan kesa l ahan selama dalam jabatannya ia dapat men j atuhka n 
s eorang Pamong Marga karena : 
a) .Mcmpergunakan kekuasaannya sebagai Pamong Marga dengan cara 

yang tidak sah, seh i ngga merugikan r akyat daerahnya . 
b) . Mclakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan Un­

dang-Undang , atauPeraturan- peraturan Pcmerintah a t au pun 
Peraturan- peraturan dan Ketetapan- ketetapan Pemeri nt ah Pro 
pi ns i / Kabupaten . . 

c) . ~1clakukan sesuatu perbuatan yang nyat a mcrus a kkan keamanan 
dan ketenteraman umum . 

d ) . Ternya ta tidak cakap menj alankan tugas kewaj iban j aba t a nnya 
Jan kenyataan tentang ini ditetapkan oleh Dewan t-larga yang 
bersangkutan , atau oleh Pemerintah Kabupatcn/Propinsi. . 

c ) . Karena tuntutan Dewan Marga yang bersangkut a n dengan ke pu -
tus an yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 darijumlah 
anggota Dewan ters cbut , dan tuntutan terscbut cukup mcmpu­
nyai da s ar - da s ar yang nyata dan sah . 

Di s amping itu Pamong ~larga berhenti dari jabata nnya karc ­
na habi s masa jabata nnya I ima t ahun, at as pc rmi ntaa n s endi ri, -

*)Kemcn t erian Pencrangan,Op ci t,ha l aman 120-133 . 
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meninggal dunia dan Ji bcrhcntikan karena scbab- sebab yangtcr­
scbut di atas .(Lihat Lampiran I). 

Oalam masyarakat pedes a an yang tergabung da 1 am wi 1 ayah ad ­
mi ni s trasi Kabupat e n, seperti yang diuraik an di atas, nampaknya 
terdapat persentuhan anta ra unsur- unsur admi nistrasi Pusat -
yang agak modern dengan unsur-unsur administrasi masyarakat pe­
de s aan yang tradisiona 1. Unsur administrasi Pus at yang terendah 
di tingkat Kecamatan di tentukan dari atas berdasarkanpendid i kan 
dan kecakapan serta pengalaman kerja yang berorientasi pada da ­
crah setempat. Seba l iknya unsur administ rasiPamong Marga dcngan 
s eperangkat perabot dusun (Kerio-Penggawa dan Khotib), lebih ba­
nyak ditentukan oleh kharisma dan pemilihan yang telah melahir­
kan pemimpin-pemimpin fonnal tradisional ,dan kemudian memper­
o1eh 1egimitasi dari administrasi Pusat,yang dipergunakan seba­
gai jalur vertikal untuk memasukkan kekuasaannya ke dalam mas ya­
rakat pedesaan (Uluan). Betapa pentingperanan pemimpin-pemimpin 
foi111al tradisiona1 yang telah dipilih oleh masyarakat pedesaan, 
nampak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri- ia merupakan tum­
puan harapan masyarakat sepanjang waktu,sesuai dengan sifat ke­
tergantungan yang ada dalam masyarakat i tu sendi ri. Biasanya ia 
memiliki kecakapan sebagai jurudamai, mengerti akan adat dusun­
nya,mencintai agama dan dekat dengan masyarakat.Oleh karena itu 
apa yang akan terjadi atau yang akan dikerjakan oleh seluruh war­
ga masyarakat tanpa melalui pemimpin fonnal tradisionalakan si­
a-sia belaka atau tidak akan m_mberi hasil yang memuaskan. Seba­
gai contoh , seperti kapan akan dimulai musim- tanam padi , hari 
apa puasa dimulai dan kapan Hari Rayaidul fi tridan l ain -lain,hi­
asanya infonnasi- i nfonnasi datangnya dari Kepala Marga/ Dus un 
dan semua warga akan mel akukannya dengan patuh. Boleh di katakan 
bahwa konsep kepemimpinan dalam masyarakat p edesaan(Uluan)ada ­
lah konsep peningga lan masa lampau yang masih t erasa pengaruhnya 
pada mas a sekarang ini, dimana bentuk konsent ras i dan pengawas an 
mas yarakat ada dalam tangan sang pemimpin * ). 

Sej alan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pe ­
d esaan pada masa Revolusi Fisik yang dipengaruhi oleh turun- na­
iknya perdagangan ekspor(karet-kopi-kayu) ,persaingan antar -
partai politik untuk merebut pengaruh dalam masyarakat,gejolak­
nya masyarakat yang anti/pro PRRI dan semakin majunya dunia pen­
didikan,nampaknya peranan kepemimpinan mulai ben1bah menjadi le 
bih dinamis dan real is tis . Pemimpin yang dikehendaki tidak hanya 
memi liki pengaruh secara potensial, tetapi secara realist is me-

*)Soedjito Sosrodihardjo , Nilai-nilai sos ial dan Pe TI.Ibah­
an Struktur r.lasyarakat (Pidato pengukuhan Gun1 Besar Sosiografi 
pada Fak . Sospol Gama pada tanggal 19 September 1970), Jogya -
karta . 
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mi I il-.1 J...~:~ aJ... .1pa n meng:1tur Jan berbuat unt 111.. l..cpcnt i ngan umum, 
beJ·tingkah lal..u JUjiiJ" dan mau berkorha n untul.. masyarakatnya. 
5 . Kedudukan dan Pcranan PeniiTJ?in Masyarakat Non Panerintah : 

Oal ammas yaral..at pcdesaan (U luan ) tcrJapatdua tingl..at aJ­
ministrasJ ) <li tu : ~largadanDusun .l\cduapola ini sejak jaman 
llindia Bc landa tclnh bcrl..embang sedemiJ...ian rupa,schingga tcr­
cipta lah apa yang discbut sistemMarga yang mengelola bebcrap:~ 
buah Ousun scbagai unit yang terkecil dalam masyarakat pedesaan 
(daerah Uluan) .Sepcrti telah kita ket ahui Dusun yang dikepalai 
o 1 eh seorang Kcrio/Gi ndo, merupakan mas yaraka t hukum t erkccil 
dengan dasar i kat an teri torial. Dusun yang dikepalai ol eh Kcrio/ 
Gindo dengan dibantu ol eh beberapa orang Penggawa dan seorang 
Khotib, tidak mcmil iki suatu Dewan seperti ha l nya Dewan ~1arga 

yang terdapat di ibukota ~1arga . Biasanya pusat kegiatan ada di­
rumah Kerio scndiri a tau sewaktu-waktu diadakan di"Balai Desa" 
. *)apabila menyangkut kepentingan orang banyak seperti :memba­
yar pajak,tcndcr lcbak lebung/sungai,pencacaran, pemilihan 
Kerio dan lain-lain. 

Sepcrti tel ah disinggung di atas bahwa Marga dikepalai o-
1 eh seorang Pesi rah dengan seperangkat Dewan Marga dan Dewanlla­
rian Marga yang bcrtugas memberikan naschat dan pertimbangan -
kepada Pesirah/Dcpati dalam menjalankan tugasnya. Kemudian da­
lam perkembangannya kedua macam pej abat administrasi masyara­
ka.t pedesaan (U J uan ) di daerah ini mcngalami perubahan, di mana 
Pesirah dan Kerio yang tlisebut pemimpin formal tradisional di ­
angkat bcrdasa rkan hasil pemilihan masyarakat setempat , disah­
ka.n dan diberi honor oleh administrasiPusat meskipun jumlahnya 
t i dak memadai **). Tctapi kepala urusan keagamaan (Penghulu dan 
Khotib)tetap berlaku tradisi masyarakat pcdesaan ,di manapeng­
hasilannya dipcrolch dari orangmati,orang kawin, talak/rujuk, 
sunatan dan zakat-fitrah . 

Rupa-rupanya pcngaruh yang datang dari luar sebagaiakibat 
semakin membaiknya komunikasi an tar kota dan des a di daerahUI u­
an,bukan saja tclah mcmbaKa pengaruh ekonomi keuangan ke dalam 
masyarakat p~desaan ;1kan tetapi dal am masyarakat pedesaan i tu 
sendiri mulai timbul pernik iran - pemiki ran mengenai soal pol i­
t i k , pendidikan dan keagamaan yang berasal dari orang-orangyang 
pcrnah akt if dal am organisasi Serikat Islam , ~1uhammadyah, Par­
tai Nasiona l Indonesia dan lain-lain,dan o l e h karena itu tclah 
mcl a hirkan organi sasi - organisasi sosial baru d a l am masyara -
kat,dimana pcmimpin - pemimpinnya disebut"pemimpininfonnal" . 

*)Salah sa tu ciri khas dusun-dusun di daerahSumsel , memi -
I i ki mesj id/l.anggar dan sebuah Balai Desa yang serupa denganBa -
1 a i Ban j a r d i B 1 i 

**) ·····························•······•·· 
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** ) ln f o mm s i Ja ri b ebcrapa cks Kc ri oa t :nr Pt:~J rah lAhm ..tJ Ba s r·i­
d an Ko r i ) Ji daerah t-1UBA dan beb c r:.~ pa si r a h Kampung tl a I am Ko­
ta ~1aJya Pu l cmbang . 

/>1c rcha a ktifda lam Revo l usi F.i s H. , baH da l a m ~ eg i dah·ah ,lt .ll r­
pun l a ngsung mcmimpi n las y ka r - l a sykar sct empat dal~rt '-t~cmpa t 
da l :.~rnmcmpc rtaha n kan Kemerdck:lankcpuh l ik I nd) l'Sia, '> c pcrtl 
Kyai . lf . ~1oh . t\ocr , f..yal H. Am i r lia:n: ah , BaJAjuri , H.,::J:ah l\uqc i t ,··m 
!ai n-lain +) . \lampaknr a kepcmimrinan 11 r ormal ~ i daera'1 ini tl­
dah b crdas;~rkan kctu runan, harcna nilai- n1 l ai e:'lokrasj tl'l ' 
bcr l aku J1 kalangan masyarakat pcdcsaan (Ulua n dal:un nll'nC'ntu­
kan Kcpala t-.faL·g~ atau Kepa la Dusun, jauh sebcl um pemcnntah ko­
lonial ilcl anda berJ.. ·•asa di daerah ini. "ang leb1h menonJol I agr 
golongan ini tcrmas uk golongan yang pal .i ng dekat Jcngan rak}at 
bias:r at au ma~-sa pctani dan Jalam bcbcntpa scg1 mcm uuyai 'w 
nyak pcrsam:-ran identi tas deng::n m;.ssa pctan1 *"") JHasan)a kegi­
atan pcndltlll an dan keagamaan rrt•rupaknn ternpatpenyalur m a:-;n­
r,ts i -as pi ras i po lit i o< di dala.:11 masy.ua I.LJ t pede~~a!\ ~ cp rtll c1 -
baga - lc111haga pcndidikan Ta.';lansiSI·la Jan sckclah-sekolah agar.w­
scrta rncs jid Oleh karena 1tu tlalam prakteknya , keg1atanscorang 
pewimp1 n 1nformal s u lit di p i sahkan Jengan kedua 1 apang:In t er­
s ebut, Jus t r u yang satu sama 1 a i n <;a 1 i ng hcrk1u t an . 

01 d:r l.11n 1-.ota Pa lemba ng scndi ri Jan beb e•·a , o f:c r..at:u J ·­
dacrah 1-!UB/\, I. I OT, Laha t d an OKI ) ang bcnl:1sarkan pcng ma t '"' pet 
mula<lll , hampir scmua dusun memi 1 iki sckolah- sdo l ah ,lg,nna I ~l. n1 
(S·.,·ast <l) A"*) yang '1ampaknra kt.. ra'1g tcrpc-: 1 i hara. Dengan lend~ j: •1 
j(· Jasl:Jh bahwa pe:nimpin in+o ·mal dari t,"lo 1gan &" lV'UI. n.a m·•••­
punya l pcnga ruh pula di d a lam aspc~ pe1 tlj J i.kan l~ lac I ~hpcd( sa­
an(U lua n ) , mcskipun s eko lah - sekolah Rakya,. Pemerintah lcbih -
bt.1ya 'nl •ny .. ,Ha d i bandir.&'and·ng : l.ol h loloil 
!;J a tcr~chu . Jad .. _da knLn!;l-tcr:nkan :) bilac'i · h 
eral! t rt• ntu da.a. ila]al, rropins · Su atcra c: l· • 
tu Pcmilil.an ll u ta' .n 19-1 ya.1., l .. lu,k kuatar. :>u 
.a ,l>crnaJ .... lanJsl Tmasi'.do inan.i't-r'asa~·~. 1 1.:1 

L~rsif.Jt Ulliwr. <h a:.a::- unt t..:. sc:rn~.•t:JTa \\~ktu dar , di i ;ml' 
~ ... J.w;~ d1 dnl .. 1 mas~a.,;kat J'C'<..t"S-an(Ulu nhll daer:th 'n tcrd<t,. t 

bclJcr.lJ .1 _,a luran yang tel a h mclah i rkan h'-pcmi mpinun , rai t u:, J­
.ninist1 1s i f'11Sat yang lazim d i st"but pemir;pi n forr:1·l,a~lm1ni!'t r 1 

- --*) lUKll ,-SC)irah Revo l us i Kemcrdekaan ( 1945- 19d!JJ Oac r ah­
Sumse l ,Dcpartcmcn Pe ild i d i ka n dan l'cbuda yaan, 1979/ 1980 

*' )Sart ono Kartod i rd jo , Ke emim i nan da l am Sejarah lndonc 
s ia ,dalam Bul let in Yayasan Perp . :\asional No . I 1979 , ha l . 9 ,14. 
--• • * ) Su r vey 1 apangan yang t el ah d i l akukan o 1 eh Team pe nu l j s ­
dalam r a ngka pe ngumpulan "Ceri ta Rak ya t (pada bul anAgus tu s 19-
79 ) dan diu l ang kembali dalam r angka p e ngumpul a n data o l e h Team 
penuli s Scj arah Pengaruh PELlTAdi Oa erah Terhadap Ke hidupan­
Masyara ka t Pedesaan pada bul a n Agus tu s 1981. 
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si masyarakat pcdesaan yang terdiri dari Pamong Marga dengan se­
perangkat perabot dusunnya disebut pemimpin formal tradisional 
dan kegiatan- kegiatan go l ongan/individua l di bidang pcndidikan 
/ keagamaan disebut pemimpin informal. Dengan kata l ai n masyara­
kat pedesaan (Uluan)secara historis telah mengenal tiga macam ke 
pemimpinan : pemimpin formal, pemimpin formal tradi s i onal dan pe­
mimpin informal. 
6. Organisasi Poli tik dan Non Poli tik 

Sete lah Pengakuan Kedaul atan dan bubarnya Negara Suma t era 
Se la t an pada tanggal 18 Maret tahun 195 0 *) , mekani sme pemerin­
tahan di dacrah ini mulai berjalan dengan l ancar scperti apa yang 
kita lihat di Pusat , dan mulai pula partai-partai politik hidup 
subur di kalangan masyaraka t di daerah i ni , seperti :partai 1-la­
s ywni, PSSI ,NU, PNI , Parindra, Part indo, Partai Kr eint cn Indonesia 
dan lain-lain di dalam kota Pa l embang sebagai pusat pemerintah­
an Daerah . ?-!ereka berlomba - lomba untuk mendapatkan pengaruhda-
1 am masyarakat , dan dalam pel aksanaannya sering terjadi per sa­
ingan yang tidak sehat (saling mencaci maki satu sama lain) , se­
hingga menimbulkan pertentangan yang menjurus kepada sifat-si ­
fat pribadi maupun sosial. Sebagai akibat adanya interaks i anta­
ra sckelompok masya rakat kota dengan masyarakat pedesaan , secara 
tidak l angsung telah melihatkan masyaraka t pedesaa n yang cukup 
tenang dan tenteram untuk ikut ser ta berpart isipasi da l am orga ­
nisas i pol it ik via pemimpin informal setempat, yang pada dasar­
nya masyar akat pedesaan itu sendiri tidak memiliki pengetahuan/ 
pengerti mengenai soal-soal politik. yang pentingbagimereka cu­
kup pangan- sandang dan papan. Tetapi bagaimanapun juga dalam­
persainga n tersebut sangat di tentukan oleh tingkat integritas ­
sos ial dari Marga/Dusun yang bersangkutan. 

Pada 1-farga /Dusun yang rel at if terisol i r , tingginya ti ngka t 
buta huruf ikatan tradisi yang l ebih kuat,nampaknya pemimpin in­
formal yang berasal dari golongan agama/Ulama/Guru ngaj i yang ­
bcroricntasi pada partai-partai yang bernapaskan Islam,jauh l e ­
bih berhasil dari pada pemimpin-pemimpin informal l ainnya, se­
perti apa yang kita lihat di dalam Marga/Dus un yangte risolir se­
perti di daerah t-fUBA dan lain - lain . Sebaliknya pada Marga/Du -
sun yang relatif terbuka, menurut pengamat dalam penelitian ini, 
rendah tingkat buta hurufnya - longgar ikatan tradi sinya,sebagai 
akibat komunikasi yang lancar -pengaruh pendidikan umum,nampak­
nya pemimpin informal yang berorientasi kepada nasionalisme l e ­
bih berhasil mengembangkan pengaruh kekuasaannya pada tempat­
tempat tertentu saj a,seperti di kota- kota Kabupat en (Lahat , Ba­
turaja dan lain-lain) dan di kota Palembang . 

*)Kementerian Penerangan , Opci t, hal aman 67. 
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Sebelwn peris tiwa PRRI meletus, wakil-wakil rakyat dalam 
l embaga legislatif Daerah menunjukkan jumlah golonganagama de­
ngan golongan nasionalis berimbang sebagai hasi 1 Pemil ihan U­
mwn pertama (1955) *), tetapi setelah mel etusnya peristiwa PRRI, 
maka keadaan organisasi politik di daerah ini cukup unik untuk 
dipelajari sampai sejauh mana peranan pemimpin informal dalam 
masyarakat pedesaan, yang sebenarnya secara resmi di dalam ~1ar­
ga/Dusun t idak ada organisasi politik **) .Kemudian setelah -
pcristiwa PRRI dapat ditindak me l a lui jasa - jasa baikJende ral 
Dr .Abdul llari s Nasution-yang pada waktu i tu bel iau langs ung be r 
tatap muka dengan pemuka- pemuka/ tokoh-tokoh PRRI di daerah i­
ni,maka mul ai lah merosotnya kekuasaan serta pengaruh pemimpin 
i nforma l dan pemimpin formal tradis ional yang terl ibat da lam 
pengaruh kekuasaan pemimpin informa l da lam masyarakatpedesaan 
(Uluan) .Merosotnya kekua.saan dan pengaruh suatu organisasi po­
litik set e l ah peristiwa PRRI, yang tidak hanya ditentukan oleh 
satu faktor sa ja, tetapi di lain pihak seperti pengaruh ekonomi 
keuangan- politik yang tidak menentu serta tidak sesuai dengan 
kenyataan-dan munculnya cerdi k cendekiawan yang berasal dari 
lingkungan petani pedesaan(Uluan) ,nampaknya mempengaruhi pe­
ranan pemimpin informa l ( agama}dan type pemimpin formal tradi­
siona l yang d imaksudkan di atas, yang mulai mengalami erosi. 
Ketidak mantap::m pem impin forma l tradisiona l da lam mengemban­
tugas yang d i berikan oleh administrasi Pusat kepadanya, dalam 
arti ke atas ia melayani keinginan pemimpin formal dan ke sam­
ping ia melayani pemimpin forma l dan ke samping ia melayani pe­
mimpin informal dalam daerah kekuasaannya, j angan di harapkan 
setiap instruksi dari Pusat dapat berjalan semestinya.Oleh ka­
rena itu dalam beberapa hal yang berasal dari pemimpin formal , 
tidak dapat diteruskan ke dalam masyarakat . seperti yang per­
nah t erjadi dalam kegiat an kampanye Go lkar menj e lang Pemilihan 
Umum tahun 1977 di Kecamatan Sekayu (t-1UBA) ***). Pemimpin formal 
tradisiona l tidak sanggup untuk menerima tugas meneruskan kam­
panye Golkar d i Marga - marga/Dusun, mengingat tempat - t empat -
tersebut sangat rawan dalam arti rakyat masih mencurigai Gol ­
kar ****) . Tetapi rencana itu di teruskan oleh pemuka - pemuka-

*)llasil prngamatan penulis ketika bertugas sebagai guru 
SMA . Neg . I Pal embang dan bandingkan dengan Kementerian Penerang 
an,halaman 83-86 

**)Wawancara dengan Kepala-kepala Marga yang d•ij.adikan 
sampe l penel i t i an i ni, yang diadak an da Jam bulan Agustus s I d­
bulan Nopember 1981. 

***)Penu l is sendiri yang berasal dari daerah t er sebut,ber­
sama-sama dengan kawan lainnya i kut sert a mendampingi pemuka -
pemuka Golkar yang berasal dari Prop insi/Pusat untuk berkampa­
nye . 
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**** )Beberapa orang pet ani yang cukup bcrada di dusun- dusun 1 -

pernah ngomonP- ngomong se lama penuli s me l akukan pcnclitian -
IDKD Aspek Sejarah Daerah Sumse l 1 dalam bulan Agustus 1980. 
Golkar yang berdomisili di kota.Palembang dengan mernbawa bebe­
rapa orang t ertentu yang berasal dari lingkungan masyarakat i­
tu sendiri yang statusnya sebagai pegawai negeri.Dalam hal 1n1 

secara tidak langsung fungsi pemimpin fonna l tradisional sudah 
mengurangi pengaruh dan kekuasaan pemimpin forma 1 (Camat ) dalam 
masyarakat pedesaan (U lua n). 

Merosotnya kedudukan dan kekuasaan pemimpin forma l tradi­
sional dan infonnal yang tergolong dalam kelompok agama(Islam) 
di daerah Uluan pada masa menjelang G.30.S/PKI 1 rupa· - rupanya­
te l ah memberi peluang kepada go longan tertentu untuk mengambil 
kesempatan yang baik dalam menggantikan peranan kaum Ul ama yang 
sudah lebih dahulu ada di tempat tersebut.Keraguan - keraguan­
yang di alami oleh masyarakat pedesaan -terutama pekerja kasar/ 
buruh perkebunan (Teebenan 1 Melani,Musilandas dll) dan rakyat 
pedusunan yang mendambakan per baikan sosia 1-ekonomi, memberi 
kesempatan kepada organisasi sosial - poli tik yang baru timbul 
i tu untuk mendapat tempat / menarik perhatian kaum tani / buruh -
perkebunan yang dihimpun ke dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) , 
dan Pemuda Raky at sebagai wadah bagi para pemuda/pcmudi . Tetapi 
setelah G.30.S/PKI ditumpas oleh Pemerintah(Onle Baru) 1 maka 
rakyat pedesaan mulai sadar akan dirinya sebagai o rang yangber­
agama dalam memberikan penilaian terhadap apa yang disebut pe­
mimpin fonnal, fo1mal tradisiona l dan infonnal scbagai tempat 
tumpuan harapan. 

Sehubungan dengan peristiwa- peristiwa yang pcrnah melan­
da mas yarakat pedesaan di daerah ini sebelum lahi rnya Orde -Baru 
, maka kebiasaan yang ada dalam masyaraka t pedusunan resmi a tau­
pun tidak resmi seperti "kelompok pengaj ian " yang diadakan dua 
kali sebul an a tau sekal i seminggu di langgar/mesj id semakin .di­
pergiat.Nampaknya kelompok- kelompok itu tumbuh danberkembang 
at as dasar teritorial dan kekerabatan dan biasanya membicara­
kan soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan scperti ke -i­
manan , perkawinan 1 sunatan, pemel iharaan tempat ibadah ,mendi ri­
kan nunah 1 menanam padi dan panenan/ ngetam padi. Kegiatan - ke­
g i atan lain yang tidak kurang pentingnya -walaupunsifatnyatem­
porer adalah bidang olah raga di kalangan para remaja (Sepak bo­
l a, bulu t angkis 1 bola volly, bola kasti dan l ain-lain)dan ·ba ­
ris-berbaris bagi murid-murid sekolah apabila me njelang pera­
yaan 17 Agustus. Kesemuanya ini dapat dianggap sebagai suatu ke­
giatan masyarakat yang bersifat non politik 1 yang perlu di kem­
bangkan dan diarahkan oleh pemerintah setempat dengan sarana -
sarana yang memadai sesuai dengan apa yang termaktub dalam Ga-
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ris-garis Bcsar lla luan Negara (TAP ~1PH -No. IV/ 1978 *) . 

7. Perekonomian Masyaraka t Pede sa an : 

Sembi lan desa/ ~1arga yang menjadi sampcl penelitian 1n1 , 

ternyat a sebuah desa/Marga (~1argaV I. SN . AGUNG i\ecama t an Merapi ­
Kabupatcn Lahat) yang menyatakan bah1va keadaan e konomi mercka 
kurang ba ik j i ka d i bandingkan dengan mas a - masa sebelumnya -
(jaman Hindi a Belanda) .Mar ga VI SN . Agung Keca matan Merapi ( Ka­
bupaten Lahat ) t ersebut di at as ,merupakan daerah yang cukup su­
bu r untuk di tanami padi, kopi dan t embakau . Tetapi seba l iknya ­
dcsa-desa lain kurang subur bersifat mono-kul tur, lebih- l ebih 
petani di daerah i n i mengolah sawahnya sccara tradisiona l ya ng 
sangat tergantung pada curah hu jan (s a v.•ah alam) dan panen se­
tahun s ekali . 

Sebe l urn penulis men j e l askan ten t ang keadaan perekonomian 
dae rah ini, ter l ebih dahulu perl u dikemuka kan me ngenailingkung 
an daerah Sumatera Selatan secara kesel ur uha n. Pada Bab I t elah 
diurai kan mengenai l etak geografis daerah ini dan merupakan 
da erah yang cukup luas, yang meliputi dataran tinggi (berbukit­
buki t) ,dataran r endah (lebak) dan daerah r awa-rawa d.i sepanj ang 
pantai Ti mur a tau sebelah menyebelah kuala s ungai. Keadaan al am 
lingkungan(ekosistem)seper ti ini t elah mempengaruhi peril aku 
kehidupan perorangan a tau kelompok, yang sebahagian besar . ma­
syarakat pedesaan hidupnya bercocok tanam (bert ani) , karena ta­
nah merupakan unsur t erpenting dalam kehidupannya Meskipunfak­
tor demografis -penduduk yang tipis di daerah yang cukup l uas -
perjuangan yang berat melawan tantangan al am yang hebat , namun 
bercocok tanam merupakan pol a hidup masyarakat pedesaan di da ­
erah ini dari masa ke masa dalam memenuh i kebutuhan hidup_ kclu­
arganya.Sebaliknya masyarakat pedesaan yang tingga l di. kot a­
kota besar a tau kecil, kegiatannya be rki sar pada duni a perdaga­
ngan atau perburuhan atau pekerja kasar. Oleh karena sebahagian 
besar masyarakat di daerah inibertani atau berkebun, makafaktor 
t anah adalah dasar kehi dupan yang mempunyai nilai t ert entu da­
l am hubungannya d enga n masyarakat. 

Di samping menanam padi (sawah/ l adang yang tergantung pa­
da curah huj an) mereka j uga berkebun buah - buahan, kopi , t emba ­
kau ha nya t e rdapat di dataran tinggi seperti di daerah Kabupa­
t en Lahat. Sedangkan tanaman kar et sebahagian b esar terdapat di 
dataran rendah yang dikena l dengan nama " pe rkebunan kar et r a k­
ya t". Banyak dian tara masyaraka t pedes a an memil iki kebun karet 
yang s ecara turun menurun te l ah dimili ki o l eh ke luarganya ber­
dasarkan wa risan /peningga lan dari orang tua mereka. Car a kerj a 
yang berlangsung se lama ini dalam ma sya r a kat pedesaan,t idak ba­
nyak meme rlukan pengetahuan baik mengenai ca ra penanaman mau-
*) Be rbuoyi : Liha t Lampi ran d s t .. ........... .......... . 
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*)L ihat l.ampiran Pidato Kenegaraan Rcpublik Indo ne s ia di dcpan 
DPR tongga l 16 Agus tu s 1980, Pe1aksanaan T:~h un l'crtama REPELI TA 
I I I , Depart em en Pcncrangan Rl, 1980 , hal amanXV /'3-XV / 14. 
pun ca ra pemel iha raan tanaman i tu sendi ri (t ida k mcmpcrgunakan 
pupuk ) . Kebun-k cbun tcrscbut baru dipcrhati kan kc t i ka rneno nam 
dan apo bi J o a ka n mcngambi 1 has i 1 nya, s chi ngga kcmungk i nan un tuk 
mcmpcro 1 ch has il yang memuaskan keci 1 scka 1 i. Semen tara i tu d i­
bcbcrapa daerah (HUBA,~1URA clan LIOT) bc lum narnpak adanya u s<1 ha 
kc arah pcrcmaja an kcbun-kebun karct yang tclah cukup tua u s ia­
nya,sch ingga produktivitas dari tahun kc t ahun tcrus mcnurun. 
Kctcr l i bat an mod a 1 dad pet ani karet- kurangnya bimbingan dan 
pcnyu l uhan-dan t idak mantapnya harga di pas a ran, merupakan r ang 
kaian pcnyebab kcgclisahan petani- pctani karct/kopid i dacrah 
Uluan . Olch karcna i tu sifa t ketergantungan pada sa tu macam ta­
naman keras dari dacrah in i, telah memba,,a akibat fatal pada ak­
hir-akhir ini apabi la pemerintah tidak turun tangan untuk me­
ngatasinya da 1am mencari alternatif lain. 

Dalam kontcks i ni pcrlu dipikirkan o l eh pcmerint ah set em­
pat bcrsama - sama dcngan masyarakat un tuk mcngganti kan J... ebia­
saan menanam satu macam tanaman (mono kul tur )dengan kebiasaan 
untuk menanam t anaman yang beraneka ragam (mult i kul tur ) yang 
harus di sesuaikan dcngan keadaan set empat dan i rama pembangun­
an yang semakin pesat . Dcngan usaha ke a rah multi kul tur, di ha ­
rapkan masyarakat pcdesaan akan memperol eh hasi l ganda yang da­
pat mcningkatkan tarap hidup mereka d an sekal igus akan menun -
jang pcmbangunan yang sedang berjalan .Di sampi ng peningkat a n 
produksi beras d engan penyempurnaan cara pcnanam maupun penam­
bahan/per1uasan areal (eks t ens i f) , peng aneka ragaman t anaman­
(mu1 ti kul tur) di daerah ini hendaknya dilakukan secara berta -
hap , schingga d engan demi kian sifat ketergantungan padasatu.ma ­
cam t anaman ekspor saja , l ama kel amaan aka n hilang . 

~lasyarakat pcdesaan pada umumnya menggarap"Revo lusi Indo­
nesia" akan merubah hari kemarin dengan hari esok yang l ebih ba 
ik , terutama mcmpcrbaiki keadaan sosia1- ekonomi mereka yang se 
lama ini dirasakan sangat pahit sebagai akibat penjajahan.Oleh 
karcna itu ada yang mcngatakan bahwa r evolusi yang mengandung -
a tau bersifat '.'multi kompl eks" * ) ,ia tidak hanya s uatu proses" 
dckolonisasi", perjuangan diplomatik a nt a r a El ite Politik de­
ngan Be1anda , akan t e t api suatu revolusi yang didambakan da l am 
kcr angka pe rbaikan nasi b sosial ekonomi . Ka r cna nya tidak meng­
hcranJ...an r evo lusi itu scndiri tel ah menciptakan ra sa sepontani 
t as masyarakat pedes a an untuk i kut serta scca ra akt if dalarn mem 
pcrtahankan kemcrd ckaa n , seperti apa ya ng t c l ah tcrjadi dacrah 

*) l.ihat revi cw Taufi f Abdullah t e rhada p karangan Benedic t 
Andcrson,Java in a Time of Revo l ution; Occupation a nd Res i s tan­
ce 194 4 - 1946 (New Yo rk Cornell Univ . Prcss, l972),da lam PRH!J\­
No. 2 . April 1973 ,ha laman71. 
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ini pada masa Aksi Mi liter l dan kc D ,d i mana masyarakatpedusun­
an ikut berparti pasi akti f dalam perang geri l ya melawan tent era 
penduduk Belanda. Tetapi setelah revplusi Fisik selesai (menuru t 
kaca mata masyarakat pada waktu itu ) , timbullah konflik-konflik 
sos ial dan pol it i k yang mcrupakan s uatu proses interaksi po l i tik 
antara kelompok- kelompik sosial da l am masyarakat. Proses i ntcr­
aksi mana telah membawa ketegangan politik antara partai-pa rtai 
pol itik dan Elite Pemeri ntahan, baik pada tingkat nasiona l mau­
pun regional, yang scca r a tidak langsung telah mempengaruhi kea­
daan masyarakat pedcsaan di daerah ini. 

Tumpuan harapan ma syarakat kepada pemimpin-pemimpinforrnal 
a tau pun pemimpin forma I tradisional - terutama perbaikan sos ial­
ckonomi rakyat pedesaan ,jauh panggang dari api.Timbulnya kon­
flik-konflik sosial yang t e lah membawa ketegangan politik anta­
ra partai- partai ya ng duduk dalam pemerintahan , yang dari tahun 
ke tahun satu sama lain s aling menghambat (dalam satu tahun saja­
beberapa kali pergantian kabinet), menyebabkan banyak masalah­
ya ng urgen atau kepentingan- k~pent i ngan masyarakat yang ter­
bengkalai .Hal ini pulalah yang menyebabkan kekecewaan, gel isah­
an, keresahan dan semakin kaburnya mas a depan masyarakat ki ta *), 
sehingga sadar a tau tidak sadar sebahagian dari masyarakat pede­
saan di daerah ini mendambakan kejayaan pemimpin-pemimpin pada 
masa lampaunya .J adi tidaklah mengherankan apab i la ada sekelom­
pok masyarakat pedesaan yang terisol asi -j auh dari hubunga n ko­
ta yang penuh dengan pembangunan fisik, cenderung menjauhkan di­
ri dari kekuasaan pemimpin formal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan,baik struktur 
geografis daerah ini ,maupun ketegangan poli tik antara partai -
partai dan Elite Pemerintahan pada tingkat nasional ataupun re­
gional ,merupakan unsur yang men entukan da l am kehidupan sosial -
ekonomi masyarakat pedesaan di daerah ini. Bol eh dikatakan bahwa 
keadaan sosial- ekonomi rakyat pedesaan di daerah ini tidak jauh 
berbeda d engan daerah - daerah di Indonesia lainnya yang mengala­
mi beberapa kesulitan.Us aha pemerintah untuk memperbaiki pere­
konomian rakyat secara keseluruhan sebagai sarana penunj a ng ke­
butuhan pokok, tidak dapat berjalan d engan baik dan tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Rakyat hanya memenuhi kebutuhannya­
dengan apa adanya dari tahun ke tahun **) .Untuk me l aksanakan isi 
Undang-undang Oasar 1945 pasal 33,pemerintah setempat belum da­
pat berbuat ban yak mengi ngat adanya instabil i tas pemerintaha n -

*)Alfian,Sediki t ten tang Masalah Pembangunan Masyarakat 
Dcsa ,LEKNAS,Jakarta,l970,hal aman 8-9 . 
-- **) Interviu dengan Moh. Yani BA. Kepala Inspeksi Sek .Dasar 
Kecamatan Banyuasi n T 11, Pangkal an Balai , pad a tanggal 25 Des em­
be r 1981. 

27 



pada wakt.u itu,lllalaupun sudah ada usah<t pemcrintah setcmpat un­
tuk mcnjual barang-barang ckspor (karct ,kopi dan lain-lain ) yg 
Jihasilkan oleh rakyat pcJesaanmelalui seribumacam jalan s c­
lundupan ke luar negeri (S ingapura), namun usaha i tu sangat j auh 
dari apa ya ng diharapka n. 

Sua tu masyarakat p cdesaan dengan da sar i kat an t eri t o ri a I 
dan keagamaan y ang mendapat pengaruh kota -t e rutama penga ruh e ­
konomi keuangan, pcndid ika n dan politik,agaknya cenderung kc­
arah pergescran nil a i -ni l ai a t au sedang mcngalami masa transi­
s i ,dimana unsur trad isi belum banyak d i lepaskan dan unsur-unsur 
ba ru yang relatif rasiona l mu l ai dianut *) . Dalam kaitan ini dan 
da lam waktu yang rcl atif singkat setel ah Pcngakuan Kedaulat.an 
Rcpublik Indonesia, mul ai tumbuh dan berkemba ng idealismc da­
lam bentuk " koperasi " scbagai usaha bersama atas asas kckcluar­
gaa n.Berkat penerangan dan bimbingan ya ng datang dari Kantor -
Inspeksi Koperasi Sumatera Sel atan , secara berangsur - angsur 
timbu l keinsyafa n dari masyarakat Uluan(pedesaan)meskipun bc­
lum merata, terhadap kegunaan koperasi dan mulai mendirikan ma­
cam-macam Koperasi, seperti : Koperasi Kaum Tani ,Koperasi Peng­
hasi 1 Keraj inan/Pertukangan , Koperasi Penjualan Hasil Produk­
si,Koper asi Penggilingan Padi,Koperasi Penggerg aj ian Kayu dan 
sebagainya. 

Da l am proses perkembangannya di daerah - daerah Uluan,kope­
rasi - koperasi t ersebut diawasi oleh 10 Kantor Koperas i Daerah 
ya ng d i pusatkan : 
a. Kantor Koperasi Dacrah Kota Besar Pa lemb ang di Palembang. 
b. Kanto r Koperasi Daerah Kabupaten Pal cmb;mg/Banyuasin di-

Palembang 
c . Kantor Koperasi Daerah Ogan dan Komeri ng T I i r di Kayu i\gung. 
d . Kanto r Kop erasi Daerah Muara Enim/Lahat tli Muara Enim . 
e. Kanto r Koperasi Daerah Ogan dan Komer in g Ul u di Baturaj a. 
f. Kantor Koperasi Daerah Bangka di Bel i tung 
g . Kanto r Koperasi Daerah Be li tung di Tanjun g Pandan 
h. Ka ntor Kopera s i Daerah Lampung Utara d i Kotabumi 
i . Kantor Koperasi Daerah Lampung Tengah di Me tro 
j . Kantor Koperasi Daerah Lampung Sela tan di Telukbetung . 
Oleh karena di sebahagian besar daerah Kabu paten telah t e rbc n ­
tuk kantor-kantor Kopcrasi Daerah,maka gerakan idealisme dan 
s emangat berjuang untuk kepentingan bersama langsung mendapa t­
kan bimbingan dan pengarahan dari kantor - kantor Kope r asiDa e rah 
yang bersangkutan. Untuk menjaga kelangsunga n hidup kopera si 
yang sedang berkembang seperti cendawan di musim hujan itu, J a -

*)Tim Peneliti Sumatera Selatan, Orientasi Sosial Budaya­
dalam 3 Komunitas di Sumatera Selatan, LTPI dengan UNSRI ,Pal cm­
b ang 20-23 Januari 1982. 
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~>:Jtan f-.opl'r; JS I Su m:Jt v ra Sc l atan lll\'IIgaJa ":tn ~,· JJ~: h:I Ill ~ursu::; k. l­
tkt· yangJi s <' l l.'nggara kanpaJ;I ti ratcmpat yang m:J~ ing- ma~ing 

dipusat J.. an d1 'la nj<~ngJ..nrang ba gJ d;J v t·ah Kabup:tlcnL.unpung Ut.I­
r a -Tengah- SC' I<Jt: tn dan Komert ng lJI 1t , di l.ota l'a l emllang b :tgi d :.t ­
c t·ah Kahup;t1l' ll 11:1 1 c mhang /B:l nyu;J s i n -llangl-.:1 - 1\c I i tlln g Jan Og;tn 
1\omcring II i 1· , dan tli ~1uara 1:ni m b:1 gi tl ac rah "- :dlup:It cn Lcm:l t :ln g 
I I i r Ogan Tc ngah-L<~h at -Mus i Ulll d :tn 1\ubupatcn - ka l>~qwt cn d i Kc­
J'csi d enr~n Bcngkll lll . Pcndek kat:t pad:t akhi r t:dlUn 195 1 jumlahKo­
pct·asi di Sum:t tct·a Se latan tcl:1h terc atat scbanyak 235 buah dc­
ng:l nmodal kC'rj :I SC'besarRp 4 . 651 . 5311 ,-danpadaaJ..hir t ril¥ul a n 
k c - ti ga t<~hun 195 2 meni ngkat mcnj ac..l i 326 buah c..lcngnn moda l ker­
j:t s cbanyaJ.. Rp . R. 328 . 236 . 48 . lln t uk jcl as nya l i hat Tabc l Ji ba-
lvah ini. 

T /\ B I; I. III 

M A S A 
.Jumlah Jumla h Jumlah Kctcranga n 
Koperasi Ang got <l Mod <1 1 

/\J..hi r th . 195l 235 4 0 . 7.~4 Rp4 . 651 . 5 34 t aJTibah 
Triwulanl 1952 295 47 . 95 2 6.750 Rp 709911 9 
Trivmlanll 1952 302 65 . 298 7 . 602 . 20S , 851552 , 
Triwul anllll 9S2 326 65 . 091 8 . 382 . 236 , 780031, 

SU~1BER : Kcmcntcrian Pen e r:-tngan Rl Sumatcra Sc l atan. 

Adapun nama- nama Kope r asi yang pernah bcrk cmbang d i Ja­
erah ini antara lain :Kopcra si Scntt·a ! " Sejahtera 11yang merupa ­
kan koperasi karet di Palembang , Kope r as i Buruh ~1 inyak di Plaju , 
Koperas i Pengcndara Betja " SAUUi\R/\ "d i Palemba ng , Koperas i /\­
mal Gandus di Pa l embang, Kope r:1 s i Us ::t ha Pegawai Kopera s i Suma­
tcra Sel atan (U PKOSS) di Pa l embang, Ko pe ras i " KJTA " d1 Ngulak­
yang merupa kan koperasi kon s urnsi, Ko perasi 11 Pcrsa tuan Tani In ­
dones ia "di Lumpatan yang b e rg c r ak da l am perumahan dan pengang 
kutan,Kope ra s i " Pcr satuan Andil Dagang Islam Indonesia" ya n g 
bcrgerakdal a.m soal produk s ial at - a l at pcrt anian , Bank 1\opera ­
s] Pendopo di Pendopo yang b e r gcrak da 1 am soal s il'lpan - pinj run , 
1\operasi Usaha Pcmbangunan Ra kya t di Talang Ubi bcrgera k dal am 
soa l penggi l i ngan padi , Kopera s i Sed kat Tani lsl:-tm Indonesi a­
di Kota Baru yang be rgerak da l am pe rka retan r akynt,KoperasiSi m­
pan-Pin jam Pcgawai Neger i d1 Mu <tra Enim yang b e rgera kd a l am pen­
jualan barang - barang kebutuha n schari - hari , Kopc ras i Kowari 
di Tjempak a(O KU) yang bergcrak c.lal am kera jinan b:1t ik, Kopera si 
Peg a~-o• ai Negcri di Baturaja b c r gcr a k da l am kebutuh an bahan po­
kok,Koperasi Pc ngangkutanOgan llirdi Tanjungraja , Kopera s i 11 

SEDERIIANA 11 di Ka yuagung yang mcnjua I barang-ha r ang perabot r u ­
ma h tangga , Kopcras i Keramik di dusun l'erigi, Kopera s i Tabun gan 
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Buruh Mentok di Mentok, Koperasi Rakyat Indonesia di Mentok, Ko­
perasi Perak di Koba (Bangka) ,dan Koperasi Produksi Kopra d i ­
pulau Sel iau (Bel i tung)* ) . 

Beberapa tahun kemud ian koperasi - koperasi ters ebut me ­
ngalami kemunduran, karena koperasi s ebagai usaha be r sama nom­
paknya b e l urn mampu mengemban mi s inya s ebagai suatu sistem eko­
nomi dalam masyarakat pedes a a n. Kegiatannya masih terbatas pa­
da us aha - us aha mempertahankan kehidupan organisas i yang be 1 urn 
s tabil,ka r ena masyarakat p etl esaan pada umumnya da n masyarakat 
koperas i pad a khus us nya hanyal ah memi 1 iki fa ham dan kesanggup­
an t anpa dibekali dengan penget ahuan t entang koperasi i tu sen­
diri. Bermacam-ma cam kesul i t an da n hambatan d ih adapi oleh kope ­
r a s i pada wa kt u itu , mes kipun pemer i ntah (J awatan Koperas i Su ­
matera Sel atan) telah banya k membe r i ka n bi mbingan danpenyu l uh­
a n kepada anggo t a-anggota pengurus koperasi , namun hasi 1 nya bc ­
l umdapa t diandalkan oleh s e luruh anggotanya . Untuk memajukan 
sistem ekonomi da l am bentuk koperasi sebagai usaha ber sama a tas 
asas kekeluargaan bagi masyaraka t ped esaan masih memerluk an -
waktu. Atau barangkali diper lukan suatu al ternatif yanglain ba ­
gi pembinaan koprasi untuk mas a-masa mendatang . Daerah Sumat e ­
ra Se l atan yang secara pot e nsial memiliki sumber- sumberproduk­
s i bahan baku ek s por (kopi , karet, kayu, t embakau dan lain- l ain) 
di mana sumber yang potens i a l itu memerlukan pengelo l aan yang 
ras i ona 1 berdasarkan manaj em en yang baik. Semu a anggota masya­
rakat dan aparat Pemerintahan yang berhubungan dengan gerak s o­
s ial-ekonomi d i daerah ini, d i harapkan turut membantu pelakso­
naan mana j emen koperasi yang seba i k-baiknya termas uk moda l ker­
j a . 

Apa yang pe rnah dikatakan oleh Ed i Swasono ** ) dal am Panel 
d i s kusi ya ng d i se l enggarakan o l eh DPH Angkatan 1 45di Gedung Ju­
a ng Jakarta pada tanggal 18- 20 Februari 1982, menyusun s ua tu 
pemikiran untuk mengindentifikas i prakondisi atau syara t-sya­
r at yang perlu dipenuhi agar kope r as i benar-benar dapat menj adi 
t ulang punggung perekonomian, adal ah bagian tersulit da l am ma ­
s alah pemba ngunan koperas i.Apa lagi mengingat panjang dan luas ­
nya penga l am an kegagalan s erta ter ba tasnya aneka ke be r has i 1 an 
koperasi di masa lampau. Jadi tidak mengheranka n apabila adase­
bagian ke lompok masyarakat ped esaan pada akh i r - akhi r i n i cen ­
derung mencurigai s etiap kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD) , ka­
rena masyarakat J1llda umumnya s el a lu melihat pada pengal aman rna­
s a lampaunya. Tetapi dengan adanya tekad poli tik yang konsekucn 
dari seluruh pelaku ekonomi untuk me l aksanakan pes an kons ti tu-

*)Keme nt e rian Penerangan , Op cit ,halaman 376-382 
**)~1akala yang disusun oleh Edi Swasono dengan judul "~1em­

bangun Koperasi s ebagai Soko guru Perekonomian Indones ia", pacta 
Panel Diskus i Si s t em Ekonomi berdasarkan Pancasila, 18-20 Feb-
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ru<~ri 1982 1 Jakarta . 
siona l untuk menyus u n perekonomian b<~ngsa Indones i a 1maka ya ng 
s angat penting da l am hal ini sampai scjauh mana masya rakat ki t a 
memi I iki kcsadara n akan makna kopera si a tau kcsadaran untuk b er 
kopc rasi) Kalau tiJak sa l ah hingga saa t in i banyak kopcr as i di­
dirikan a't as perintah pejaba t Jan objeknya mcncari fasilitas . 
JiJ..a pcngamatan ini mcndeka t i kebenaranjanga n Jiharapkan sis­
tern pcrckonomian yang t e rdapat da l am U. U. Dasar 1945 akan ber -
hasi l dengan baik.Oleh sebab itu da l am u saha mcn ingkatka n pe­
ngcrnba ngan kopcra s i 1 pemerintah harus turun tangan dalam hal 
inl Dcpdikbud atau Dcpartemen Agarna 1untuk rncmasukkan mata pc­
lajaran koperasi dalam kurikulum sekolah sampai seko lah t i ngkat 
atas/scderaj a t. 

Tnhap meningkat kan kesadaran tidak hanya mela lui jalur -
pcmimpin formal trodisiona l setcmpat untuk rncnycbar l uaskan ci­
tra positip mengcnai koperasi yang berazaskan kcbcrsamaan dan 
keJ..eluargaan . Citra kegagalan kopcrasi pada masa lampau yang 
menjerakan masyaraJ..at pedesaan h arus segera dihapuskan dcngan 
mcmamcrk an koperasi- koper asi yang telah berhasi I de1·;asa ini. 
~fasyarakat haru s di sadar.kan o l eh Pemerintah dengan bantuan ma­
syarakat1disamping me l a lui pena l aran akan kcbcnaran kopcrasi 
di dalam s is tern pcndidika n Nasional 1 sehingga di harapkan gcne­
rasi yang akan datang dapat beroricntasi kepatla s.i.stem ckonomi 1 

dimana koperasi mcmpcro leh pembenaran dan kct c rikatan Na s ional 
Di samping memupuk kesadaran masyarak a t untuk bc rkoperasi 1 pe­
mcr i ntah harus mcmbi mbing/memba n tu secara pcnuh sepert i; pcm­
be r ian izin yang dipcr luka n 1 bantuan penyusunan program bim­
bi nga n penge l olaan1 pembiayaan 1bantua n kredit 1 pemasaran dan 
l ain-Iain .Dengan kata lain se l arna koperas i-kope rasi itu masih 
lemah 1pemerintah hendaknya t etap memberikan hantuan sampai ko­
perasi tersebut mencapai kemandirian . Tetapi apabila i a te l ah 
mencapai tahap kcmandi rian1 carnpur tangan pcmcrintah harus di ­
ba tas i dan hanya dal am t ingkat monitor i ng (pcngamanan) mel a l ui 
kebijaksanaan yang terp adu . Mes k ipun Pemerinta h sudah mul a i me­
ngurangi berbagai bantuannya 1namun pemerintah hend aknya masih 
t e ta p menj aga kemungki nan- kemungki nan kegaga I an koperas i da­
lammcncapai kemandirian.Campur tangan Pemerintah hcndak nya 
bers i fat taktis - s tra t egis 1yaitu campur tangan yang bersifat -
paedagogis dan diarahkan kepada peningkatan kcs adaran berkope­
rasi .Koperasi adalah pcrsatuan orang banyak dan bukan persatu­
an moda l . Ol eh karcna itu target pembina a nnya d itujukan kcpada 
manusia-manusianya 1agar supaya dapat berswaJ aya 1 berswakarya 
dan swascmbada me l a lui s waka r sanya. Akhirnya da l am usahamcning 
ka t kan pemerataan usaha me l a l ui ja lur kopcras i 1 orientasi pcm­
bangunan yang dimu l ai dari pedesaan ha rus tetap pada meme nti ng-
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l...tn "haj :11 l•idu p lll ' :.tllg b:t n ~· al,. ", ~· :• ng mo.· ngttl.l lltdk :tn 1 tncl.t nt:.t t. 
kes ejahtcra:tn t·ak):tt scn t eri s . IJl'ngan kata l a in Sl'lllll: l k .. :p t ntin~: 
a n ( konsunwn , produ s cn dan progra m Pemertnt:tlt) harus sama- s.uu;1 
di I inJungi mela lui kacamat:J yang mcngut:tmakanlwjnthidup o 1·an~ 
h:tnynk tersl'latt. 
8 . Sosial Buday a : 

~1 asyaraLtt Sumater:1 ScI :t tan mcnut·ut J o.: takn) a dap.tt dig o ­
longkan atas <.lua kclompo!.. , yaitu desa yang t er l ctak J i pinggir ­
jalur ja lan nya darat at:w s ungai yang mcnurtjukkan aJanya \..o ­
muni!..asi yang (;Ukup baik, sehingga lebih tc rl>uka untuh rncncrima 
peru bah an da I am m:tsyarakatnya . Sedang!..:ln he! ompo!.. Jain yn i tu -
des a yang terl C'ta\.. j a uh dari jalur terscbut, s c kal i pun j arak de ­
ngan \..ota r ei at if de!..at tct;1pi o l eh karcna homunika ~ i t i d:th I an ­
car-mcngingat Jocnth ra1<a-rn1<a yang terbcntang Jua s d i s i s i ti­
mur daerah i n i , maha kehidup:tn masyarakat mcnjadi terisol ; s i dan 
ccnderung stat i s t rad is ion a I . Pengaruh 1 eta!.. d i rna na mas y.t raka t 
tcrscbut bcrtcmpnt t i nggal, nampaknya tc I ah mcmberi pcnga ruh 
pada sikapdan ti ngkah laku masya rakat itu scndiri . Pad a m:ls ya ­
rakat terbuha ad:n t elah mulai longgar dan poda masyarah:1t tcr­
isolasi adat masih tetap bertahan .Sedangkan kelompok desa yang 
t c ri solasi j auh lcbih besar jumlahnya,schi ngga tingkah l a\..u ke 
lompok ini nampaknya l ebih dominan pad:1 ma syn rakat Sum~ttcra Sc ­
lotan sccar n kcsduruhan. Tctapi pad a akh ir- nkhir ini poda ma­
syarakat ped esn:-t n sudah t erdapat pergescr:1n n i I al -:1 i I a i ,di ma­
na unsur tradi s i ona l bclum scluruhnya di I cp;tsk:ln dan unsur baru 
yang relatif l cbi h rasiona l mulai dian;Jt . 

Pada umurnnya -kecuali masyarakat pcdcsaan di dalam kota ­
kota bcsar, masya •·akat d i dacrah ini adal ah pctani sepcrti pen­
duduk dari l ain-l ain daerah di Indonesia. Oj bcrbagai t cmpat di 
l e ren g- lereng huhi t / dataran tinggi dan tcmp:1t - tempat t c rpen­
ci I la innya , pcnduduk masih banyak me l ahukan bcrcocok tanam -
dcngan teknik perladangan . Di samping i tu ada j uga yang hcrtem­
pat t inggal di dacrah lebak,kecuali daerah transmigrasidiUpang 
bcrcocok ta nam dcngan teknik persa~>•ah an ya ng tcrgantung pada 
curah hujan . Bai k sistem per i adangan maupun pc!·sa lvahandidaerah 
ini dilakukan sccara trad isional dan belum mau mcmpergun:1ka n pu 
puk a tau bibi t unggul yang dianjurkan oleh Di nas Pert ani :1n se­
t empa t . Di sampi ng bercocok t anam di ladang/ smvah d e ngan padi 
scbagai t anaman pokok , mereka juga memiliki kehun-kebun karet, 
kopi, t cmbakau dan l ain sebagai nya . Kebun kopi , t embakau dan ke­
bun karet Rakyat di daer ah ini sete l ah Pengakuan Kedaulatan t e ­
lah menunjukkan prospek yang baik ,bahkan p::tda masa-masa rcvo­
lusi r:isik peranannya s a ngat membantu Pcmcri ntah setcmpat da­
Iam menanggu lang i kcsulitan keuangan . Tct::tpi pada akh ir- akhir 
ini rakyat buruh tani dan pemi Iik kebun i tu scndiri mcngal ami -
keresahan,karcna harga ka ret a t au kopi di pas:1 ran t i dak mcngem-
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biraka n,wal aupun Pemerintah tel ah turun tangan. 

Ke lompok kekerabatan terkecil di daerah ini adalah kc luar­
ga-batih,yang terdiri dari ayah- ibu da n anak - anak yang belum 
kawi n.Anak-anak yang telah kawin memb cntuk l agi kc luarga- batih 
dan seterusnya. Tetapi oleh karena keadaan belum mcmungkinkan, 
maka kadang -kadang di dalarn sebuah rumah tcrdapat dua atau l ebih 
keluarga - batih,yang masing- masing merupakan kesatuan ekonomis 
dalarn hal mengerjakan ladang/sawah a t au kebun. Kemudian set elah 
mereka mampu untuk berdiri sendiri dal arn arti mendapatkan rurnah 
pemberia n dari orang tua a tau membel i sendi r i, mul ai 1 ah memisah­
kan diri dan terbentuklah keluarga-batih yang baru menurut gari s 
keturunan ayah (patrilinial) .Kedudukan suarni memegang peranan­
penting sebagai kepala keluarga, s edangkan s i istri masuk kelu­
arga s uarni dan bersarna-sarna ikut bertanggung jawab dalarn pendi ­
dikan dan masa depan anak- anak mereka.Sistem matri- lokal mung­
kin bisa terj adi apabila orang tua tidak memiliki anak lelaki , a­
tau d i beberapa daerah tertentu berlaku pula adatkebiasaan tung­
gu tuban,suatu adat yang turun temurun menetapkan anak per empuan 
tertua sebagai pewaris utama dan langsung bertanggung jawab ter­
hadap orang tua sebelum meninggal dunia. 

Lazimnya masyarakat tradisional di negeri !rita ini, masra­
r akat d i daerah Sumatera Se l atan terdiri dari ke l ompok - ke l om­
pok,yaitu kelompok menurut suku, k eper cayaan,pekerj aan, status 
kelahiran dan sebagainya.Dalam hal ini kita dapat memb edakan an­
tara masyarakat Palembang asli dengan masyarakat pedesaan di da ­
erah Uluan yang belwn banyak mendapat pengaruh dari luar. Palem­
bang sebaga i bekas pusat kerajaan trad isional, masyarakat l ebih 
banyak seluk beluknya daripada masyarakat modern sekarang ini. 
Tetapi ba i k masyarakat di pusat kerajaan maupun di daerah Uluan, 
secara umum dapat dibagi atas dua golongan besar,yaitu:gol ongan 
penguasa dan golongan rakyat jelata.Pada masyaraka t Pa l embang 
asli dikenal bermacam-macam gelar yangbcrdasarkan kelahi ran se­
perti: Raden,Mas Agus, Ki Agus dan sebagainya . Akhir-akhir 1 n1 

gelar-gel ar t ersebut masih juga dipakai, t etapi sudah tidak lagi 
mempunyai arti seperti dulu . Stratifikasi sosia l yang berdasar­
kan kelahiran ini na.mpaknya mengalarni erosi sebagai akibat per­
kembangan di bidang pendidikan sete lah berakhir Revol usi Fisik 
di daerah ini. Sementara itu stratifikasi sosial yang baru yang 
condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat da-
larn sistem birokrasi kepegawaian, atau a ta s dasa r pendidikan sc ­
kolah b e lum lagi mendapat wujud yang mantap. · 

Apa yang kita lihat di daerah-daerahindonesia lainnya,per­
kembangan pendidikan di daerah ini dari tahun ke- tahun semakin 
berkembang dan maju pesat. Sarnpai sejauh mana peranan pendidika n 
formal di daerah ini,nampaknya sangat membantu dalam proses pen-
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demokra s i a n masyarakat dalam arti pencapur bauran anak-anak da­
ri berbagai asa l kelahiran :anak- anak yang berasal dari petani, 
anak - anak yang berasaldaripenguasa tradisionalanak-anak ICyayi / 
Ulama,anak-anak pedagang dan entah dari mana lagi,yang kini me­
masuki si s tern pendidikan umwn yang sama dari tingkat Sekolah Da­
sar s ampai ke-tingkat Akademi/Perguruan Tinggi.Semua me reka itu 
berasal tlari berbagai macam latar belakang, yang muncul secara 
berangs ur - angsur sebagai kelompok cendekiawan baru,yang kini 
menempati pos i s i penting dalam sektor pemerintahan. angkatan 
ber s enj a t a da n perusahaan-perusahaan s was ta. 

Oengan s emakin derasnya arus perubaha n yangterj ad i dikota­
kota besar yang telah menyentuh masyarakat pedesaan,sebagai aki­
bat perkernb angan t eknologi dan pendidikan dengan segala efek­
e feknya I angsung menyentuh kehidupan generasi mud a, yang telah 
mulai mcmberika n reaksi yang beraneka ragam terhadap rangsangan 
perubahan-perubahan i tu, nampaknya an tara generasi muda dan tua 
terda pat pe rbedaan persepsi .Permasalahannya bagaimana cara ki 
ta menghatla pi dan menangani perubahan-perubahan itu, agar kehi­
dupa n dapat terus berjalan secara wajar dan berkesinambungan ber 
dasarkan Pancasi l a . Generasi tua khususnya generasi 45 tela.h i ­
ku t menga l ami dan berjuang mati -matian untuk memerdekakanbang­
sa dengan kerj a keras . Sedangkan generasi muda tidak mengalami 
perjuangan me rebut kemerdekaan.Mereka mendengar dari orang tua 
a tau membaca buku-buku perjuangan bangsa di masa lampau tentang 
bagaimana perjua ngan mengusir penjaj ahan di bumi Indonesia. 

Walaupun antara generasi tua dan generasi muda terdapat !a­
tar belakang yang berlawanan, tetapi yang diharapkan ialah agar 
nilai -nilai perjuangan bangsa Indonesia itu dapat terus di wari­
si dan dikembangka n o l el_l generasi berikutnya. 
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BAB III. 

PELAK.SANAAN PELITA DI DAmAR Ill B!DAN} PElofmiNTAHAN DESA 

1. Landasan-landasan Pelaksanaannya : 

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi amanat penderi­
taan rakyat seperti yang terkandung dalam Pembukaan Undang-un­
dang Dasar 1945,oleh Pemerintah Republik Indonesia padatanggal 
18 Agustus 1945 telah dikeluarkan suatu Maklumat mengenai " Pcm­
bangunan Negara Indonesia",dan isi Maklumat Pembangunan Negara 
Indonesia Merdeka i tu antara lain: 

a) Pembangunan Negara Indonesia Merdeka ya ng d i kehenda ki 
o l eh rakyat sekalian diwaktu ini sedang dij a l a nkan de­
ngan seksama; 

b)Segala hal- hal yang perlu untuk Pembangunan Negara Rc ­
publik Indonesia sedang diselenggarakan dan a kan sel c­
sai di waktu yang pendek. 

Demikianlah sejak ProklamasiKemerdekaan hingga ki niPembangun­
an Negara Ind onesia berj a lan terus dengan menga 1 ami pasang su­
rut . Untuk melaksanakan Pembangunan Negara per lu t erl ebih dahu-
1u disusun rencana (pola) Pembangunan.Aga r renca na Pembangunan 
dapat berhasil baik mencapai sasarannya,maka Pembangunan ha rus 
dilakukan secara bertahap dan berencana,dan oleh karenanya ha­
rus didasarkan pada kenya taan-kenyataan kemampuan yang ada 
serta 1andasan perjuangan Bangsa dan harapan Rakyat secara ke­
se1uruhan. Tanpa r encana yang konkrit, realist is dan berlandas ­
kan pada a s pirasi - a spirasi Rakyat itu,kiranya tidak mungkin da­
pat dilaksanakan pembangunan dengan berhasil dan terarah. 

Pada tahun 1969 Pemerintah telah menyusun satu Rencana 
Pembangunan Lima Tahun ke- I (1969-1973)yang disingkat REPELI ­
TA.Adapun yang menjadi dasarHukum bagi Pemerintah Republik In­
donesia untuk menyusun . REPELITA tersebut adalah Ketetapan MPRS 
NO.XLI/1968 tentang tugas Pokok Kabinet Pembangunan.Dalam Kon­
sideran Ketetapan MPRS NO.XLI/1968di tegaskansebagai berikut: 

a)Dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Ne­
gara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu segera di ­
bentuk Kabinet Pembangunan; 

b) Poli tik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan ke hendak 
Rakyat menuju ke arah stabilisasi dan Pembangunan Nasi-
anal. · 

Dalam pasal 1 Ketetapan MPRS tersebut dikatakan, bahwa Tugas Po­
kok Kabinet Pembangunan antara lain ialah : 

l.menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai sya­
rat untuk berhasilnya pe1aksanaan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun dan Pemilihan Umum; 



2. menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(ke- I) .Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Ketetapan 
MPRS NO. XLI/1968 ini Pemerintah atau melalui BAPPENAS , 

tclah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-I yang telah 
di tu a ngkan dalam Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1968 tentang 
Rc ncana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973yang mulaiberlaku tang­
gal 30 Oescmber 1968, yang isinya sebagai berikut : 
Pasal 1: Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973 sebagaimana 

tennuat da1am Buku I, ll dan ID,Lampiran Keputusan Pre­
siden ini merupakan 1andasan dan pedoman bagi Pemerin­
tah da1am melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti 
yang ditugaskan oleh MPRS. 

Pasal 2: Kebijaksanaan-kebij aksanaan pelaksanaan dari pada RE­
PELITA akan dituangkan dalam Rencana Tahunan yang ter­
cennin dalamAnggaranPendapatan dan BelanjaNegaraser­
ta kebijaksanaan- kebijaksanaan lainnya. 

Pasal 3: Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat 
dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, di1aksanakan de­
ngan memperhatikan kemungkinan - kemungkinan perubah­
an-perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan 
penyesuaian terhadap REPELITA. 

Bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun ll , tidak l agi disusun oleh 
Pcmerintah tetapi ditetapkan oleh Maje1is Permusyawaratan Rak­
ya t hasi 1 Pemi lihan Umum. 

Ketetapan Maj elis Permusyawaratan Rakyat NO. IV /1973 ( TAP­
MPR NO. I V/ MP R/1973)tentang Garis -garis Besar HaluanNegara yang 
memuat REPELITA n,pelaksanaannyaolehPemerintah dituangkan cia­
lam Keputus an Presiden No. 11 tahun 1974,yang mulaiberlakutang ­
ga l H Maret 1974 berisi sebagai berikut : 
Pa sal 1 ; Rencana Pembangunan Lima Tahun ll 1974/1975 - 1978/1979 
seba gaimana tennuat dalam lampiran Keputus an Presiden ini meru­
pa J...an bagian daripada Pol a Dasar Pembangunan Nasional, Pol a Umum 
REPE LITA n sesuai dengan Garis-garis Besar Ha1uan Negara yang 
t e lah diteta pkan oleh Majeli s Permusyawaratan Rakyat . 
Pas al 2 ; Re nca na Pembangunan Lima Tahun IT tersebut dalam pasal 
1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Peme­
ri ntah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun ll . 

Ket:e tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/1978(TAP­
MPR No. IV/ MPR/1978) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 
ya ng memuat REPELITA m,yang memuat prinsip-prinsip kesinambu­
nga n,korektif,regenarasi,survival(ke1estarianhidup),pelaksa­
naannya oleh Pemerintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 
7 tahun 1979 yang mulai ber1aku tangga1 11 Maret 1979berbunyi se­
baga i berikut : 
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MeniiOOang : a . bahwa pel aksanaan Pembanguna n Li rna Tahun ke - dua 
telah menunjukan hasil-hasil yang cukup memada i 
s ehingga dapat d ijadikan landasan yang kuat untuk 
tahap pembangunan selanjutnya; 

b.bahwa dengan memperhatikan has il-hasil yangtelah 
dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah da­
pat dikembangkan dalam REPELITA ll dianggap p~r­
lu untuk menetapkan REPELITA ill yang merupakan ke 
lanjutan dan peningkatan dari RE~ELITA IT; 

c .bahwaberdas a rkanpertimbangan-pertimbanganter­
sebut diatas. s erta dengan mendengar dan memper -
hatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari 
Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat,organi­
s asi-organisasi serta masyarakat pada umumnya,ma 
ka sesuai dengan tugas yang diberikan olehMaj elis 
Permusyawaratan Rakyat seperti t e rcantum dalam 
Ketetapan MPR No. IV / MPR/ 1978 ten tang Garis-garis 
Besar Haluan Negara,dipand.ang perlu untuk menge­
luarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Ren­
cana Pembangunan Lima Tahun ke-ill (1979/ 180-1983/ 
'84); 

Mengingat: l.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Maj el is Permusyawaratan Rakyat No. IV I 

MPR/1978; 
3. Ketetapan Maj elis Permusyawaratan Rakyat No . Vill / 

MPR/1978; . 
4. Keputusan Pres i den RepubliklndonesiaNo. 59 /~1 . Ta­

hun 1978; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REN -
CANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (1979/ 80-1983/ 84 ) 

Pasal 1. 
Rencana Pembangunan Lima Tahun ill 1979/ 80 - 1983/ 84 
sebagaimana t ermuat dalam lampiran Keputusan Pre ­
d en ini merupakan bagian daripada Po l a Dasar Per:~­

bangunan Nasional, Pol a Umum Pembangunan Jangka Pan 
jang ,dan Pola Umum Pelita Ketiga sesuai dengan Ga­
ris - garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan 
ol eh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Pasal 2. 
Rencana Pembangunan Lima Tahun illtersebut Pasal 1 
Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman 
bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Li­
ma Tahun ill 
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Pasal 3. 
Keb i jaksanaan-kebijaksanaan pe laksanaan dari pada -
Rencana Pembangunan Lima Tahun ill, di tuangkan dalarn 
Rencana Tahunan yang tercermin dalam anggaran Penda­
patan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijak 
s a naan Pemerintah lainnya. 

Pasal 4. 
Penuangan da lam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat 
da l am Pasa l 3 Keputusan Presiden inipilaksanakan de ­
nga n mcmperhatikan kemungkinan-kemungkinan perobah­
an dan perkembangan keadaa n yang memerlukan langkah -
l a ngkah penyesuaian terhadap Rencana PembangunanLima 
Tahun ill. 

Pasal 5. 
Keputus an Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di ­
tetapkan. 

Di t etapkan di Jakarta pada 
tanggal 11 Maret 1979 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

2 . Pelaksanaan Peli ta di Daerah di bidang Pe:oerintahan De sa : 

Secara f o rmal, s e jak tahun 1950 Pemerintah Republik I ndo­
nesia menyadari pentingnya membangun Desa,d imana tingga l 82% 
dari s e l uruh penduduk Indonesi a . Desa diakui sebaga i l andasan 
Negara dan hari depan . Hampi r semua Departemen mengamb i l bagian 
untuk men gurus i dan mengembangkan Des a . Dal am s e j arahnya , des a 
yang merupakan t empat t i nggal dan me rupakan lembaga pemerintah­
an ter enda h menda pa t s entuhan hukum s ej ak Pemerintah Hindia Be ­
landa. Adapun pedoman si:;t em Pemerint.ahan Desa s ekarang ini ber­
asa l dari Regl ement op het bel'eid der Regering van Nederlandsch­
Indie (Regeri ngsregl ement =R . R. ) Dal arn pasal 71 R. R. , pemerintah 
Belanda menggunakan InlandScli.e Gemeente untuk semua organisasi 
pemer intahan terendah yang ada d i I ndonesia.R. R.tersebut k emu­
d i an d i rubah denga n Wet op·de Staats inr ichting van Nederl ands ch­
I ndie(Indische Staats r egel ing =LS .) 
Sebagai pe l a ksanaan pasal 128 dan 129 sebagai ma na t ercant um da­
lam pasal 71 RR ., maka pada tahun 1906 d i ke1uarkan suatu or donan ­
si yang di sebut In l andsche Gemeente Ordonnantie J ava en Madoera 
disingka t I . G .0 .St b l. no. 83/1906, yang mengaturpemerintah Des a , 
yaitu Reg l ement op de Verkiering de Schor sing en Madoera ( Ordo ­
nans i t entang Pemi lihan dan Pemberhentian untuk seme ntara da n 
Pemberhcnt ian d e ngan tidak hormat Kepa la Desa d i Jawada n Madura) 
Stbl.No . 212/1907 . Untuk wilayah di luar Jawa dan Madura di kelu­
arkan l. G. O ma s i ng-mas ing diantaranya : 
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l.Ordonasi S tbl.no.677/1918 untuk Swnatera Barat; 
2.0rdonasi S tbl.no.453/1919 untuk Bangka dan bawaha nnya; 
3.0rdonasi S tbl.no.814/ 1919 untuk Pa1 embang ; 
4.0rdonasi S tbl.no . 564/ 1922 untuk distrik-distrik Lampung ; 
S . Ordonasi S tbl.no.469/ 1923 untuk Tapanuli; 
6.0rdonasi S tbl,no .471/1923 untuk Ambon; 
7 . Ordonasi S tbl.no. 75/ 1924 untuk Belitung; 
S.Ordonasi S tbl.no .275 / 1924 untuk Kalimantan Timur; 
9.0rdonasi S tbl.no.6/1931 untuk Bengkulu; 
10.0rdonasi S tbl.no.138/ 1931 untuk Minahasa (Menado ) . 
I .G . O,.I.G .O l uar Jawa-Madura kemudian dicabut dengan satui . G.O 
yang terkena1 dengan nama I.G.O. B ( Inlandsthe Gemeent e Ordon -
nantie Buite·ngewest en = Ordonasi Pribumi luar Jawa-Madura). 

Undang-undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hi dup Desa 
dan daer ah yang setingkat. Hal i tu tertuang dalam Pasal 18 UUD-
1945 .Sejumlah Undang-undang telah dikeluarkan sej ak tahun1945 
sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 diatas ,yang kesemua­
nya mengenai pemer i ntahan daer3.h : 

l.UU.no. l/1945 tentang Komite Nasional Daerah 
2.UU.no. 22/1948 tentang P.emerintahan Daerah 
3.UU. no.l/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 
4.Penetapan Presiden Republ ik Indonesia no. 6/1954 t en-

tang Pemerintahan Daerah (disempurnakan) 
S . UU,no.18/1965 t entang Pokok-pok.ok Pemerintahan Daerah 

Undang-undang yang mengat ur Desa s ebagai pengganti I.G.O dan 
I . G .0. B maupun ordonasi lainnya yang bersangkutan dengan Desa 
tidak kunjung datang.Baru pada tahun 1965 lahir Undang- undang 
no.1 9/1 965 tentang Desa praja. Meskipun UU ini tidak mengatur 
Desa,melainkan menghapus Desa,sempat mencabut semua I . G.O dan 
peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Desa . Undang-undang 
no.l9/1965 belum sempat dilaksanakan, karena UU tersebut harus 
ditinjau kembali sesuai dengan TAP.MPRS Nomor XX I /MPRS/1966 
ten tang pemberian Otonomi seluas-1uasnya kepada Daerah . Pada ta 
hun 1974 d i keluarkan UU . no. S/1974 tentang Pemerintah diDa erah. 
Undang-undang i ni tidak saj a mengatur Pemerintahandan sebagai­
nya.Mengenai Desa disinggung dal am bagian V pasal 88sebagai be­
rikut : "Pengaturan t entang Pemer intahan Desad itetapkan deng an 
Undang-undang ."Ba ru pada tahun 1979, Undang- undang yang dinan­
ti-nantikan itu lahir,yaitu Undang-undang No . S/1979 t entang 
Pemerintahan Desa. Di dalam UU ini diatur pula Kelurahan yaitu 
bagian yang bersifat administrasi dari wilayah Kecamat an, yang 
setingkat dengan Desa sebagai organisasi pemerintahanyang ter­
endah . Dari u raian d ia tas dapat di tarik kesimpul an bahwa h ingga 
sekarang hanya dua Undang-undang yang mengatur hal-hal pokok 
mengenaipemerintahanDesa, yaitu: 
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1. I.G.O dan I .G.O.B. (lnlandsche Gemcente OrdonnantieStbl . 
no.R3/1906 dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buite nge 
westen Stbl . no.490/1938). 

2.Undang-undang no. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Us i a I.G.Odan I.G.O.B cukup lama, melampaui usiaHindi a Be­
landa sendiri yang berakhir pada tahun 1942,menembus masa pendu­
dukan Jepang tahun 1942-194S,bahkan jauh memasuki jaman Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan secara tidak langsung sampai ta­
hun 1979.Dengan adanya satu Undal)g-und ang berarti adanya Desa 
yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan pe­
merintahan Des a, administrasi, unsur-unsur ,pembentukan, organi­
sasi Pemerintah Desa,hak dan kewajibannya,pada hakekatnya ada­
lah sama. Kesamaan ini mengakibatkan perlunya diadakan pemben­
tukan kembali a tau penyesuaian Desa yang ada, terutama diluar Ja­
wa dan l>iadura,seperti yang terkandung dalam Undang-undang no.S / 
1979 ten tang Pemerintahan Des a. Pasal 1, kalimat pertama membe­
rikan perumusan Des a sebagai berikut : 

"Dalam Undang- undang ini yang dimaksud dengan: 
a.Desa adal ah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalam­
nya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 
Pemerintahan terendah 1angsung dibawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan IUillah tangganya sendiri dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia • " 

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan adanya empat unsur 
Desa: 

l.Wilayah 
2.Penduduk 
3.Pemerintah 
4.0tonomi 

Khususnya di bidang Pemerintah Desa yang merupakan pilihan sen­
diri,oleh,dari dan untuk rakyat Desa sendiri membedakan Desa de­
ngan j enis lain bagian dari wilayah Kecamatan yang dinamakan"Ke­
lurahan"di dalam UU.no.S/1979 tentang Pemerintahan Desa. Bagian 
wilayah Kecamatan ini mempunyai Pemerintah yang terdiri dari pe­
gawai Negeri, diangkat dan digaj i oleh Pemerintah yang lebih a­
tas biasanya oleh Pemerintah Daerah.Jadi ada dua macam bagian da 
ri wilayah Kecamatan di daerah Sumatera Se latan sekarang ini: Per 
tama,yang lengkap memiliki 4 unsur diatas, dan bagian ini di na­
makan Desa, Kedua,yang tidak memiliki otonomi tetapi ber sifat 
administratif,penduduknya tidak merupakan masyarakat hukum dan 
pemerintahnya tidak dipilih oleh penduduk,melainkan ter diri da­
ri pegawai Negeri yang diangkat oleh Pemerintah. 
Lebih jelasnya bahwa yang disebut d engan Kelurahan adalah bagian 
administratif dari wilayah Kecamatan yang tidak memiliki otono­
mi dan bukan Des a. Dengan demil<ian pada penj enisan Des a a tau pe-
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ngelompokan organi s asi pemerintah terendah da pat di s us un bagan 
sebaga j berikut : 

l.Dari segi Wilayah : 

Bagian yang Admi nistra t if - Ke 1 u -
. / rahan. 

W1l ayah Kecama tan : ......._ 

Bag1an yang mem- 0 G 1 . . "- . {Perdikan 
. . --1 esa enea og1s 

punya1 Otonom1 Te ri torial 

II. Dari segi Organisasi Pemerintahan : 

Pemerin­
tahan Ke-­
camatan. 

Yang Adminis-
tratif 

Organisasi j 
Pemerintaha~ 
terendah \ 

--+ Kelurahan 

Yang mempuny.ai 
Otonomi -- • 

Perdikan 
Des~Genealogis 

Teritorial 

3. Hasil-hasil yang diperoleh : 

Dalam mengemukakan hasil-has il yang diperoleh oleh Desa se 
l ama PEL ITA, bahwa Kota Madya Palembang yang terbagi a tas 6 Keca­
matan yai tu: 
l.Kecamatan IlirTimur I yang terdiri atas 12 kelurahan 
2. Kecamatan Ilir Timur n yang terdiri atas 11 keluraha n 
3.Kecamatan Ilir Barat I yang terdiri atas 9 ke lurahan 
4.Kecamatan Ilir Barat n yang terdiri atas 10 kelurahan 
S.Kecamatan Seberang Ulu I yang terdiriatas 11 kelurahan 
6.Kecamatan Seb erang Ulu n yang terdiri atas 9 kelurahan 
h i ngga sel unlhnya berjumlah 62 Ke lurahan. Sebagai pusat kons en­
trasi penelitian di pilih 3 Kelurahan dengan masing-masing Si­
rah Kampung (Lurah)berstatus pegawai Negeri ,diangkat / di tunjuk 
dalam tahun 1976 yaitu : Ke lurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I 
;Kelurahan 9 Ilir Kecamatan -Ilir Timur n dan Ke 1urahan 26 Ilir Ke 
camatan Ilir Barat I dengan pertimbangan-pert imbangan l etak a ­
t au l okasi , komunikasi, demografi,sosial-ekonomi dan lain- l a in. 
Untuk daerah Uluan sampai sekarang ini masih terdapat bentuk De­
sa yang mempunyai otonomi, kecua li pada setiap ibukota Kabupaten 
t e lah dibentuk Kelurahan sebagai wilayah admin istra tifsejak ta­
hun 1981. 

Dalam melaksanakan program Pembanguna n Des a , Lembaga Sosi ­
a l (LSD) yang sejak t a nggal 31 Maret 1980 dengan keputusan Pre s i­
den nomor 28 tahun 1980 LSD dij adikan LKMD ( Lembaga Ketahanan Ma­
syarakat Desa) ,yang merupakan penunjang dari Pemerintah Desa, 
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dan mempunyai l<ewaj iban untuk mensul<sesl<an pembangunan , teruta­
ma dalam rangl<a membangun Desa dari Desa Swadata menj adi Desa Swa 
l<arya dan selanjutnya menjadi Desa Swasembada. LKMD yang merupa ­
l<an waha na partipasi mas yaral<at d a lam pembangunan Des a/l< e l urah ­
an,merencanakan dan melal<sanal<an pembangunan di segala bidang. 
Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut diatas,mal<a LKMD bertu­
juan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dal am meni ngl<at­
kan pe layaran Pemerintah dan pemerataan hasi l Pembangunan de­
ngan menumbuhkan praka r sa atau swaka rsa masyarakat pedesaan da­
lam pembangunan. Kemudian daripada itu diharapkan pula, d engan 
melalui LKMD kemampuan masyarakat di tingkatkan untuk memi 1 iki 
keuletan serta·ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembang 
kan ketahanan di d alam menghadapi dan mengatasi segala tantang­
an dan hambatan da l am pembinaan wi ! ayah. LKMD yang merupakan pe­
nunjang Pemerintahan Desa/Marga/kelurahan da l am menj a l ankan 
funksinya terdiri dari Pesirah/Lurah sebagai Ketua Umum, Pemul<a 
masyarakat setempat sebagai Ketua I d a n Ketua II bersama dengan 
Sekr etaris dan Bendahara serta Ketua -ketua Seksi : 
A. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 
B. Pendid'ikan dan Pembudayaan Penghayatan dan Pengamal an Panca-

sila 
C.Penerangan 
D.Perekonornian 
E. Pembangunan prasarana dan Lingl<ungan hidup 
F.Agama 
G.Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) 
H. Kesehatan , Kependudukan dan Keluarga Berencana 
I. Pemuda ,Olahraga da n Kesenian 
J . Kesej ahteraan Sosial, 
mengancah dan merencanakan proyek-proyek apa yang mendapat pe­
rioritas untuk dibangun.Hasil musyawarah LKMD diusulkan kepada 
Camat,dan kemudian d iteruskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 
IT ( Bupa ti/Walikota) .Akhirnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat J­
diteruskan kepada Pemerintah Pusat sebagai DUP,yang selanj utnya 
dipakai dasar oleh Pemerintah untuk menyusun RAPBN. Kemudian se­
telah itu DUP ini dikembal ikan ke dae rah berbe ntuk DIPdiserahkan 
oleh Menteri Dalam Negeri a tau yang mewakilinya kepada Kepala 
Oaerah Tingkat I. 

Pembangunan Marga/Desa atau Kelurahan dilaksanakan mela­
lui bantuan PMD, tet:api sejak tahun 1981/1982 bantuan i tu disebut 
dengan BANDES . Sasaran yang dibangun selalu memperiori taskan­
pr asarana dan lingkungan hidup masyarakat pedesaan setempat . 
Swadaya masyarakat yang b erwujud dana ataukah berupa tenaga me­
rupaka n pel engkap dalam usaha pembangunan,yang pengaruhnya me­
mi l iki d ampak positip,bahkan sering kali besa rnya melebihi dari 
bantuan PMD/BANDES . 
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SUSUNAN OfliANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA 

KE11JA UMUM 
Ketua I 
Ketua II 

Sekretaris 

Bendahara 

Data yang dibawah ini merupakan has il-hasil yangdiperoleh s ·ejak 
dimulai nya PELITA tahun 1969,yaitu sejak tahun 1976/77 dan se­
terus nya pada 3 Kelurahan dalam Kota Madya Palembang, sedangk"an 
data untuk daerah Uluan tak dapat kami peroleh karena lain- Jain 
hal. 
1) .Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I : 

Kepal a Kelurahan : Soedjoko bin R.Soenar NIP.440008503 

Tahun Prolek Bantuan PMD Swadala Maslarakat 

1976/77 Rehab 2 langgar Rp.l.l13.000,- Rp. 900.000,-
1 Mesin TS 60 

1977/78 Balai Oesa 1.113.000, - 1. 175 . 000.-

1978/79 Langgar Baru 350.000,- 2.200.000,-
Rt . 22 Rehab 
Langgar Rt.l 
(Juara ill Lomba 300.000, - 600 . 000,-
Des a) 

1979/80 2 J embatan ke- 450 . 000,- 400 . 000,-
SO Rehab Balai 
Desa(Juara ill- 300. 000,- 500.000,-
Lomba Desa) 

1980/81 Proyek bersama 650.000,-
Fondasi Mesjid 500.000, - 900 . 000, -
(Juara ill Lomba 

Des a) 2 Mesin 80.000,- 10.000,-
Jahit PKK. 

1981/82 Mes j id Al Ij tihad 750.000,- 1. 750.000,-
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SO lnpres yang menjad1 SO Negeri adalah sebagai berikut: 

1973/74 SO NegeriNo .1 35 Rt.20 
1977/78 SO Negeri No . 209 Rt .19 ;SONegeri No . 210 Rt.2 

dan SO Negeri No . 213 Rt. 24 
1978/79 SO . Negeri No . 24 2 Rt. 20 

Pe r1u diberitakan bahwa sebe1um PELITA di Ke lurahan 15 Ul u be l urn 
ada SO satupun , dan sekarang s udah ada 4 buah SD yang dipe rgunal..a n 
pagi-sore. 
2) . Ke1urahan 9 Il ir Kecamatan Ilir Timur ll : 

Kepala Ke1u r ahan :M, Amin As yaari BA. NlP . 440012064 

Tahun Proyek Bantuan P~10 Swadaya Masyara kat 

1976/77 LorongK .H. Abdul Rp1.922 . 100,- Rp256 . 207 .50,-
lah Rt . 11 Jemba-
tan 

197 7/ 78 Jemba tan Rt.8 1.922.100,- 361. 6051 -
dan J emba t a n Rt. 
20 A. serta Lo -
rong Rt . 20 A 

1978/79 Rehab J embat a n 350 . 000 .- 6 2. 000 ,-
Rt. 6 & 9 . 

19 79/80 Gang Sawi Rt 21 8 2 . 280, - 82 . 000 , -
1980/8 1 Proyek Bersama 

TK.di 2 Ilir. 
1981/82 J emba t<:n Kayu 750.000 , -

di Rt 9 & 11 

3) . K~l urahar. 26 Il ir Kecamatan Il i r Barat I 

Kepala Kelurahan: Is.A.Akil BA. NIP.440012086 

1976/77 ; 

1977/78 

1978/79 

1979/80 
1980/81 

1981/82 
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Balai Oesa dan Kantor 
Des a 
Balai Bersama Ke camatan 
Lorong Tembusan 
Lorong Bakti 
Lrg . Lp.Cempaka 
Lrg. Cempaka Oal am 
Pa ga r, Lis trik,air 
Balai Oesa 
Lorong Bal a i Oesa 
Pos KB. 
A1at-a l at PKK 
Rehab Balai Bersama Kec • 
Ba lai Keterampilan PKK 
Alat-alat PKK 

1.557.000, - 55 7 . 000,-

1.557 . 000,-
1.467 .494,- 392.826, -
1.167 . 816, - 310 . 275, -

476 . 971, - 116 . 286, -
300 . 000,- 185 . 721 ,-

350.000,- 169 .950,-
450 . 000,- 145.000,-
250.000,- 79.587,-
100 . 000 , -
400.000,-
800 . 000,- 263.512, -
200.000, -



Selama PELITA ll Jan ill telah didirikan 3 buah SO Inpres yang s c ­
karang menjadi SO Negeri No .153;SO Negeri No . 65 dan SO Negeri No 
llO.Apa yang kita lihat di daerah Uluan sebagai hasi l yang me­
nonj ol selama PELITA Berl angsung adal ah Perkembangan di bidang 
pendidikan, terutama sekali di tingkat Sekolah Oasar . Secara 
menyeluruh dapat kita laporkan sebagai berikut : Pada 3 Marga di 
daerah Kabupaten MURA terdapat 39 Sekolah Dasar sebelwn adanya 
PELITA dan sesuadah PELITA menjadi 85 buah SO Negeri . Oemikian 
pula pada 3 Marga/Desa di Kabupaten Lahat sebanyak 8 SO menjadi 
15 SO Negeri setelah adanya PELITA. Kemajuan di bidang ini nam­
paknya telah menyentuh hati nurani masyarakat pedesaanDari se­
gi kwantitasnya dapat dibanggakan, t etapi masihbanyak lagiyang 
perlu diharapkan dalam segi kwali tasnya. 

Pembangunan Oesa/Marga yang mempriori taskan pembangunan 
prasarana dan Lingkungan Hidup, LKMD dengan Seksi-seksinya i­
kut berperan dan mendapat bimbingan dari Pesirah/Lurah berusa­
ha meningkatkan usaha pembangunan di bidangnya masing- masing 
seperti : 
A.Sesuai dengan Struktur pemerintahan Marga/Kelurahan yang mem 
bidang Keamanan, maka Keamanan,· Ketenteraman dan Ketertiban di 
wilayah 3 Kelurahan tersebut dapat ditingkatkan. Nampak dari 
tahun ke -tahun tindak pidana relatif menurun.Tetapi sebaliknya 
di daerah Uluan(marga),masalah·Keamanan selalu didambakan oleh 
masyarakat,namun pelaksanaannya kurang menyentuh harapan o­
rang banyak. 
B. Pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar mulai twnbuh dan 
berkembang dengan adanya SO Inpres. Pembudayaan, Pengkhayatan , 
dan Pengamalan Pancasila diusahakan dengan menggunakan sarana 
pengajian,Kyai-kyai/Guru ngaji dan lembaga- lembaga dakwah un­
tuk rilencapai tujuan tersebut. 
C.Penerangan tidak mengalami kesulitan, karena wilayah ke-tiga 

Kelurahan dan enam Marga di da erah Uluan dapat dijangkau olch 
RRI,Radio Swasta dan TV .RI serta surat - surat kabar merupakan 
media massa yang sangat membantu dalam menyampaikan pesan­
pesan Pemerintah kepada Rakyat. 

D.Koperasi yang diharapakan sebagai landasan perekonomian Na­
siona l,nampaknya belum lagi menjadi Rakyat ,dan kalau toh se­
andainya ada hidupnya tersendat-sendat, karena kurangnya te­
naga yang berpengalaman meskipunditunjang olchsalah satu pro 
gram pokok PKK. 

E. Pembaf!gunan prasarana dan Lingkungan hidup mendapat priori­
tas seperti telah dikemukakan diatas . 

F.Agama, idem 
G. Pembinaan Kesej ahteraan Keluarga (PKK)perkembangan dan mot i ­

vasinya cukup menggairahkan,karena sebagai Ketua Pembina PKK 



Kelurahan/~larga dipimpin oleh isteri Lurah/Pesirah sendiri. Ke­

giatannya diperoleh dari BANDES, misalnya BANDES tahun 1981/82-
sebesar Rpl . OOO.OOO,-bagi masing-masing Kelurahan/Marga yang 
diperinci Rp750.000 + RpSO.OOO.-sebagai bantuan untuk memba­
ngun proyek Prasarana,Rp200.000 sebagai bantuan untuk PKK. 
Sebagai sasarannya adalah 10 Program pokok PKK : 

l. Pengkhayatan dan Pengamalan Pancasila. 2 .Go tong Royong. 3. Pa­
ngan.4.Sandang.S.Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.6.Pen­
didikan dan Keterampi lan. 7. Kes ehatan. 8 J.iengembangkan kehidupan 
berkoperasi. 9. Kelestarian Lingkungan Hidup.lO . Perencanaan Se­
hat.Sejauh mana hasilnya, terutama di daerah Uluan belum semua 
sa saran tersebut dapat dikembangkan dengan baik, karena da 1 amPKK 
s endiri membutuhkan pembinaan yang terlat ih dan berpenga1aman. 
Hanya sebagian sasaran itu sudah mulai dikembangkan mi s alnya;ke­
terampilan wan i ta dengan j ahit menjahit,masak memasak dan seba­
gainya yang sifatnya ringan dan praktis. 
H.Karang Balita, Taman Gizi, Pos KB pada umumnya telah terbentuk 

pada setiap Kelurahan sebagai sasaran dari SeksiKesehatan, Ke­
pendud"ukan dan Keluarga Berencana, kecuali pada beberapa Mar­
ga di daerah Uluan bel urn dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam 
hal ini PPPKBD ( Petugas Pembantu Pembina KeluargaBerencana De­
sa)yang diketahui oleh isteri Pesirah/Lurah bersama PUSKESMAS 
Keliling bergerak dari rumah ke-rumah dalam melaksanakan tu­
gas KB. Seminggu sekali atau sebelum sekali Balai Desa dikun­
jungi petugas-petugas PUSKESMAS untuk memberikan penyuluhan 
kepada i bu-ibu dalam usaha menanggulangidan membina anak-anak 
yang berusia dibawah lima tahun. 

I .Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian telah melahirkan grup Ro­
hana dan grup pemuda dan muda-mudi yang g e raknya di bidang so­
sial. Tetapi sebegi tu j auh seksi ini bel urn dapat membentuk sua­
tu grup Kaum Muda yang sasarannya terarah pada sumber tenaga 
manusia untuk pembangunan Desa/Kelurahan. 

J . Kesej ahteraan Sosial. Seksi ini lebih banyak dibebankan kepa­
da petugas PSM(Pembimbing Sosiallvlasyarakat)yang t erdapat da­
lam struktu r organisasi Desa/Kelurahan~Dengan biaya):>imbing ­
an dan kerjasama dengan Kanwil Departemen Sosial, di tiap-tiap 
Kelurahan dalam Kotamadya Palembang dibentuk: BPAT (Badan Pem­
bina Anak Terl antar); BPLU(Badan Pembina Lanjut Usia) ;dan PA­
CA(Pembina Anak Cacat). Usaha ke arah ini sudah dimulai sejak 
tahun 1979 setelah terbentuk IKPSM(Ikatan Keluarga PembinaSo­
sial Masyarakat) di tingkat Kecamatan.Dalam meningkatkan pem­
binaan Organisasi-organisasi Sosial yang pada umumnya di ta­
ngani oleh organisasi swasta keagamaan,di tingkat Kotamadya 
dan Propinsi dibentuk BAKORORSOS (Badan Koordinasi Organisas i 
-organisasi Sos ial). 
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4. Harrbatan dan Penunjang Pelaksanaan PELITA : 

Ruang lingkup pembicaraan ini adalah Marga atau Desa/Kelu­
rahan,dan apabila kita meneliti mana yang lebih banyak hambatan­
nya dan penunjangnya,maka secara sepintas lalu sudah dapat mene­
bak yang pertamalah yang lebih menonjol. 
a . llambatan pelaksanaan PELITA : 

l)heteroginitas penduduk dan pendidikan yang tidak sama dian­
tara sesama warga Kelurahan. 

2)status sosial-ekonomi yang tidak sama dan kurangnyakesadar­
an masyarakat untuk menjaga/memelihara sega la proyek yang 
sudah dibangun. 

3)kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan dana swadaya masya­
rakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

4)semakin banyaknya pengangguran dari tahun ke-tahun yangcen­
derung ke arah bertambahnya gangguan keamanan dan ketertib­
an umum. 

S)urbanisasi yang belum dapat menyesuaikan diri dengan kehi ­
dupan kota, dan suatu hal yang tidak lagi menjadi rahasia u­
mum adalah kebocoran-kebocoran yang timbul pada setiap pro­
yek pembangunan fisik,yang dilakukan oleh petugas-petugas 
yang tidak manusiawi. 

6)tidak disertakannya i nfonnal leader dalam pembangunan, dan 
sarana kantor pemerintah Marga/Kelurahan yang jauh memadai 
dengan fungsinya sebagai pusat penggerak pembangunan. * ) 

b.Penunjang pelaksanaan PELITA: 

Bahwa PELITA yang tel ah dan sedang dilaksanakan sekarang i­
ni, telah sama-sama disadari meskipun hasinya secara langsung a­
tau tidak langsung tclah dinikmati oleh seluruhrakyatlndonesia. 
Kesadaran ini lah merupakan fak tor utama penunj ang pembangunan 
sehingga swadaya masyarakat meskipun b elum secara optimal dapat 
dihimpun dan dikerahkan untuk berpartisipasi. 

5. Hal lain-lain : 

Beberapa pendapat dan saran-saran positip,bagaimana seyog 
yanya pelaksanaan PELITA di wilayah Kota Madya atau di daerah U­
luan,agar dapat dijalankan dengan intensif dan lancar, menurut 
p endapat para Lurah di 3 Kecamatan dalam Kota MadyaPalembang dan 
para Pesirah di daerah Uluan antara lain sebagai berikut: 
Mengingat luasnya wilayah Kotamadya Palembang kiranyas ud ah wak­
tunya di pecah menjadi dua wilayah yang masing- masing di pimpin 
oleh seorang Walikota,dan demikian pula daerah kekuasaanPesirah 
yang membawahi beberapa buah Dusun dengan warganya , sudah tidak 

*)Nampaknya infonnasi yang berasal dari pemimpinformal tra 
disional dan informal leader setempat memberikan keteranganyang 
sama. 
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sesuai lagi dengan kcadaan sekarang ini meng1 ngat juml ah pcndudul-. 
dari tahun ke-tahun bertambah t erus .Kiranya pcrlu dipikirkan pe­
mekarannya dengan membentuk Desa/Kelurahan Pcrsiapandalam r:lng­
ka me rea 1 is ir UU. No.5/ 1979. Hal yang serupa mengenai Kel urahan 
yang lokasinya di pusat kota besar/kecil , dimana penduduknya ter­
lalu padat perlu juga dipikirkan pemekarannya untuk masa -~1asa men 
datang.t-lenurut pendapat kami perlu disetujui prakarsa berdi rinya 
RT di kompleks Perumahan Baru atau di asrama-asrama Angkatan Ber­
senjata,dan RT. yang ideal terdiri dari 40 hubungan atap rumah de­
ngan penduduk mak simum 10.000 jiwa.Akhirnya pendapat dan gagas­
an yang tersebut diatas ini,kiranya dapat menunjang kelancaran 
pembangunan dan pembinaan Desa/Kelurahan di daerah ini secara ke 
seluruhan. 

Kebocoran-kebocoran yang timbul pada setiap proyek pemba­
ngunan fisik terletak pada manusia-manusia yang menangani proyek 
itu sendiri. Seperti tel ah kit a sepakati bersama , bangs a Indone­
sia membangun masyarakatnya,bangsa dan negaranya diatas ideologi 
yang dimi liki secara Nasiona l yai tu Pancasi la. Sebenarnya induk 
daripada Pancasi 1 a i tu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang memer­
lukan manifestasi dalam seluruh nafas Pembangunan.Oleh karena i­
tu manusia-manusia yang melaksanakan pembangunan tersebut harus 
manusia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang betul-betul memi­
liki j iwa tauhid yang berdiri diatas tonggak keseimbangan rohani 
dan materi. Barangkal i, Garis - garis Besar Haluan Negara (GBI!N) pun 
menganut azas ini dalam pembangunan bangsa dan Negara .Ol eh kare­
na Pancasila menganut s ila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sikap da­
lam · pembangunan tidak terlepas dari nilai-nilai yang di aj arkan 
o l eh P.ancaran Ketuhanan , dan dalam hal ini akh l ak l Pengkhianatan 
terhadap akhlak pcmbangunan dapat diartikan sebagai amoral. Amo ­
ral yang dilakukan secara beruntun baik secara halus maupun seca­
ra terang-terangan terutama anak-anak SD yang menempati ba ngun­
an SO Inpres sudah bisa menilai bangunan tersebut dengan biaya 
yang disediakan oleh Pemerintah , bukan saja akan merugikan rak­
yat, tetapi hal tersebut adalah suatu usaha demoralisasi untuk 
menghancurkan mas a depan bangs a dan Negara. Bahaya yang akan me­
nimpa dalam pembangunan, tidak hanya disebabkan adanya kegagal an 
dalam pembangunan itu sendiri , tetapi juga mungkin terjadi karena 
keberhasi lan di bidang fisik (jasmaniah)tanpa diimbangioleh pem­
bangunan di bidang rohani, yang tennas uk pembangunan moral dan 
karakter/watak rakyat beserta para Pemimpin yang mel akukan ko­
rupsi dan nepotisme di segala bidang kegiatan Pembangunan. Pen­
jungkir balikan ni lai-nilai moral yang ditindih oleh kepentingan 
politik acapkali menjurus pada usaha mengha l alkan segala cara. 
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BAB IV. 
PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDA!'l:i PEMERINI'AH DESA 

1 . Struktur Pemerintahan : 

Apa yang tel ah disinggung diatas bahwa keseragaman Desa ti­
dak berhasil dicapai o l eh Pemerintah Hindia BelandaJ.fcskipun Pe­
merintah Republik Indonesia secara resmi t elah mencabu t I .G.O/ 
I .G.O. B pada tahun 1965 dengan Undang-undang No.19/1965 tentang 
Desa praja, namun demikian karena keadaan dan suasana Desa dan 
daerah yang setingkat di lua r Jawa dan Madura masih berbentuk pe­
warisan dari per a turan perundang-undangan 1 ama. Karenanya per­
aturan perundang-undangan yang beraneka ragam pula . 

Dengan lahirnya UU No.S/1979 tentang Pemerintahan Desa se­
bagai satu-satunya Undang -undang yang mengatur pokok-pokok Pe ­
merintahan Desa yang bercorak Nas ional serta menjamin terwujud­
nya Dcmokrasi Pancasi l a , dengan menyalurkan pendapat / aspi rasi­
masyarakat dalam suatu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah De ­
sa(LMO) .Sebelum menget engahkan sampai dimana pengaruh PELITAdi 
<Iaerah di bidang Pemerintahan Desa- khus us mengenai struktur pe­
merintahan,perlu lebih dahulu dib edakan antar a Pemerintah dan 
Pemerintahan . Pemerintah, adalah perangkat (organ)Negara yang 

menjalankan pemerintahan. 
Pemeri ntahan,adalah kegiatan yang di selenggara­

kan oleh perangkat Negara yai tu oleh 
Pemerintah. 

Bertitik tolak da r i pengerti an ini ,maka pemerintahan Oesa dapat 
d iartikan sebagai kegiatan(aktifitas)dalam rangka penyel engga­
raan pemerintahan yang dilaksanakan oleh p erangkat atau . organi­
sasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat..raitu De­
sa/Marga . 

Sedangkan Pemerintahan Des a terdiri dari Kepala Desa dan 
Lembaga Musyawarah Desa(LMD) . Sebagai alat Pemerintah yang me­
nyelenggarakan urusan Pemerintahan unrum dan sebagai alat Desa , 
Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota Madya Ke­
pala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkati 

Mcngenai urusan rumah tangga, Kepala Oesa berhubungan ke­
pada Pemerintah Oaerah Tingkat II , misalnya dalam hal pengesahan 
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pengesahan 
jumlah Pamong Desa dan sebagainya. 

Lembaga Musyawarah Des a merupakan wadah unt uk menyalurkan 
pendapat masyarakat, sehingga bentuk dan susunan Desa/Marga mem 
punyai cora k Nasiona l yang me njamin hidupnyademokrasi Pancasila 

·oi Dalammelaksanakan tugasnya Pemerintah Oesa dibantu oleh Pe-
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Perangkat Desa yang terdiri dari: A.Sekretaris Desa 
B.Kepala-kepala Dusun (Ke -

rio). 
Unsur-unsur pembantu i tu di sebut "Staf". karena tugasnya ada­
lah membantu Pimpinan.Selain itu Pimpinan memerlukan perang­
kat lain sebagai unsurpelaksana yang terdi ri dari Kepala - ke­
pa l a Dusun a t au Kerio-kerio, sehingga dalam organisasi Peme­
rintahan Desa terdapat tiga Unsur : 
l) .Pimpinan 2).Pemba ntu/Staf 3).Pelaksana. 
Dengan demikian pol a organi sasi Des a dapa t di lukiskan - sebaga i 
berikut : 

PHiPINAN 

PEMBANTU/STAF 

Peng embangan lebih banyak terletak pada unsur pi;npi nan, 
adalah"Pemeri ntah Desa yang terdiri dari Kepala Des a dan Lem­
baga Musyawarah Des a (LMD). Pengembangan pada unsur Pembant u/ 
Staf ialah dengan mengangkat seorang Sekretarisdan Kepa la-ke ­
pala Urusan . Oleh karena itu struktur organisas i Pemer intahan 
Des a dapat digambarkan sebagai berikut: 

KEPALA DESA/ 
LEMBAGA MASYARAKAT OESA 

Sekr e taris Desa merupakan perangkat Des a yang fungs inya mem­
bantu Pi mpinan Desa (Kepala Desa), khususnya dalam melaksanakan 
tugas administrasi atau tulis menulis.Sekretaris Desa terdiri 
dari Sekret aris Desa dan Kepala-kepala Urusan, dipimpin oleh 
Sekretaris Desa. Apabila jabatan Sekretaris Desa itu lowong, Ke 
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pal a Desa mengaj ukan ca lon kepada Bupati/Walikota Kepa1 a Da­
erah Tingkat D me l a lui Camat . Kepala Desa terlebih dahu1u ha­
rus min t a pertimbangan dari Lembaga Mu syawarah Desa, sebel um 
ca l on t e r sebut di ajukan ke pihak a tasan. Camat memberikan per 
timbangan terhadap usul Kepa 1 a Des a ,dan yang be1~enang meng­
angkat/memberhent i kan Sekret a ris Des a ada 1 ah Bupati/Wa 1 iko­
ta ~lady a Kepal a Daerah Tingkat ll. Kepa 1 a- kepal a Urusan d iang­
kat dan diberh ent ikan oleh Camat ata s nama Bupati/Waliko t a ~Ia 
dya Kepala Oaerah Tingkat ll . Apabil a Kepa l aDcsa berhalangan, 
maka Sekretaris Ocsa dapat menjalankan tugas dan wewena ng se­
hari-hari Kepal a Des a . Sebagai bah an pe rbandingan s truktur or 
ganisasi Pemerintaha n Des a ,dibawah ini tertera bagan daripa­
da struktur organisasi Pemerintahan Ke lurahan 15 UluKecamat­
an Seber ang Ulu I Kota Madya Palembang , Sumat e ra Selatan. 

PEMERINTAHAN KELURAHAN 

SEKRETARIS 

Kesra 

Keamanan 

~R-.T~~ ~~ _R_.T~~ ~~-R-.T~~ ~~ _R_.T~~ ~~--R. T __ 

2. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa 

Sebagai kesimpulan uraian sebe lumnya Kepala Oesa meli­
puti sebagai Administrator Pemerintahan, Administrator Pem­
bangunan ,Administrator Kemasyarakatan, alat Oesa, Pemimpin 
fonna l dan i nfonnal, Penyelenggara tugas-tugas eksekutif dan 
legi s 1ati f dan lain sebagainya . Sehubungan denganperanan Ke­
pala Oesa tersebut diatas, karenanya tidak seti a p orang dapat 
mampu menye l engga rakannya . Itulah sebabnya p emi 1 ihan Kepala 
Desa be rtujuan mencari dan memperoleh tenaga· yang merupakan 
"the right man" yang me l alui proses penyaringan dan pemi 1 iha n 
yang cukup ket a t. Calon Kepa la Oes a yang nantinya terpilih hen 
daknya bukan sekedar mampu mengumpulkan suara terbanyak, te-
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tapi juga menu liki J cJ ikas1 Jan tckad yang bulat untuk mcm­
bangun Desa dan masyaraka tnya di sega l a bidang . 

Mengcna i pemi 1 ihan Kepal a Des a diadaka n apabi 1 a terj ad i 
lowongan Kepala Oesa ,karena Kepala Desa berhe nti a tau diber­
hentikan ol eh Penj a bat yang berwenang mengangkatnya. Pember­
hentian atau diberhentikannya di sebabkan : 
a.meninggal dunia 
b.atas permintaan sendiri 
c .berakhir masa jabatannya 
d . tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud d a lam pa s a l 4 Un­

dang-undang No. 5/1979 ten tang Pemerintahan Des a 
e.melanggar sumpah/ janj i yang dimaksud dalam pa sal 8 ayat(2) 

Undang-undang No.S/1979 
f.melanggar la rangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam pa­

sal 13 UU No . S/1979 
g.sebab-sebab lain (pasal 9 UU No.S/1979) 

Segera setelah terjadi lowongan Kepa l a Desa, Camat yang 
bersangkutan melaporkan kepada Bupa ti/Wa l ikota Madya Kepala 
Oaerah Tingkat ll ,dengan permohonan agar dapat diadakan pe­
milihan Kepala Desa.Pemi lihan tersebut h a rus di lakukan se­
lambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan . Jika keadaan 
t i dak mengij inkan maka pemil ihan Kepala Des a dapat d i tangguh 
kan,dan Bupati/Walikota Madya Kepa la Daerah Tingkatllatas na 
rna Gubernur Kepa l a Daerah Tingkat I, kemud ian dapa t menunj uk­
salah seorang d a ri Pamong Desa sebagai Pej abat Kepa l a Desa a­
t as usul Camat set empat. Adapun jabatan Pejabat Kepala Desa 
tersebut paling lama satu tahun. 

Setelah menerima l a poran dan permohonan dari Camat un­
tuk mengadakan pemilihan,maka Bupati/Walikota Madya Kepala 
Daerah Tingkat n membentuk suatu Pani tya Pemilihan yang ang­
gota-anggotanya terdiri dari: 
a.Camat s ebagai Ketua merangkap anggota 
b.Kepa l a Kantor Kecamatan sebagai Sekretaris mer angkap ang­

gota 
c.2(dua)ora ng pejabat dari instansi Milite r dan Kepolisian 
d. 2 (dua)orang tokoh masyarakat Kecamatan yang bersangkutan 

yang dipa ndang berpengaruh sebagai anggota (pasal 3 Peratu­
ran Men.Oalam Negeri No.l/19 78 ) . 

Sebelum pemilihan Kepala Desa dilangsungk an,Pa nitya Pemi lih­
an terlebih dulu harus mempersiapkan rencana biaya dan di mu­
syawarahkan dalam rapat LMD. Camat selaku Ket ua Pemilihan Ke­
pala Des a harus menghadiri rapat LMD ters ebut,da n pada rapat 
LMD dibicarakan pula tentang penghasi l an Kepala Oesa dan Pa­
mong Desa l ainnya.Has i l rapat tersebut dimua t dalam Keputus-
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;.til llcsa dan ha n1 s di s ahkan o l ch llup;1ti / I'I ;.J! ikota ~1 aJy; t 1\cpa la 
lla c rah Tingkilt IJ. Besa rnya biaya pemi I ihan Kcpa l a lk's ;t terse ­
bu t k cmudia n tl it ct a pkan o 1 c h Bupa t i /I·Ja I i ko t a 1-!adya Kcpa 1 a Da­
crah Tingka t IJ , tl imana biaya tersebut harus di tanggung b e r sa ­
ma o l e h Pemeri ntah Daerah Kabupaten/Kot a ~lad ya dan lles a . Bi a ­
ya yang menjatli tanggungan Ocsa dapat d ibebankan k cpatl a par;t 
ca Jon Kepal a Desa atau ke p ada masyarakat Desa yang bcrsangkut­
an sete l ah dimusyawarahka n terl ebih dulu dengan LMD . 

Tugas dan k ewa jiban Panitya Pemi li.han Kepa1a !Jesa adalah 
scbaga i berkut :~lcngadakan p enda ftaran Pemi lih; memcriksa dan 
mcngesah ka n dafta r Pemil ih;men e rima dan me n e lit i syarat - sya ­
rat baka l calon-calon Kepa l a De s a;meny iapk a n r encanabiaya pe ­
mi lihan ; menyiapkan ka rtu suara atau scjenisnya sesuai d e ngan 
daftar pemi li h yang telah di s ahkan;menetapkan tempat dan l~ak­

tu pelaksanaan pemungutan suara pemiliha n Kepa l a Desa; membc­
d kan daftar jum1ah pemilih yang sudah disahkan k epada masing­
mas ing ca l on; mengumumkan di papan p e ngumuman yang t e rbuka na­
ma-nama ca l on dan nama-nama penduduk yang b e r h ak memi 1 i h sesu ­
ai d engan daftar yang telah disahkan ; mengadakan persiapan­
pers iapan untuk menj amin supaya pemilih a n b e rj a l and eng a n ter­
t i b , 1ancar dan baik ; me l aksanakan pemungutan suara;membua t be­
rita acara pemilihan; membuat l apor a n seca r a t ert u li s mengenai 
pe laksanaan pemi l ihan kepada Bupati/1Va1 ikota MadyaKepa l a Da­
erah Tingkat IT termasuk l aporan pertanggungan jawab keuangan. 

Syarat- sya r a t yang dapat dipilih menjadi Kepala Des a a­
da lah mer eka yang mempunyai h ak dipil ih dan hak memi lih Kepala 
Desa sebagai berikut : 
a. Bertaq1~a kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 
b.Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
c.Berkelakuan baik, jujur,adil,cerdas dan berwibawa; 
d. Tidak pernah terlibat l angsung atau tidak l angsung dalam su ­

atu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatu an Republ i k I n­
don es ia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945 ,sepert i G. 30.S/PKI atau kegiatan-keg iatan organi sasi 
terlar ang lainnya; 

e. Tidak dicabut ha k pilihnya berdasarkan keputusan Pengadi l an 
ya ng mempunyai k ekuata n past i ; 

f . Tidak sedang menjalani pidana pen j ara a tau kurun gan berda ­
sarkan keputusan Pengadilan yang t e l a h mempunyai kekuatan 
pas t i,karena t indak pidana yang dikenakan ancama npid ana sc­
kurang-kurangnya 2 (dua)t a hun terakhir dengan tidak putus 
k ecua li bagi put e ra Desa yang berada di luar Desa yang ber­
sang kutan; 

h . Sekurang-kurangn ya telah be rumur 25 (dua pul uh l ima) t a h un 
da n set ingginya 60 ( enam pu luh )tahun; 
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j . Schat p s manJ da n rokha ni 
j . Sekurang-kurangny<• bcdjazal1 Scko lah Lanjutan Pertama atau 

yang be rpc ngctahuan/bcr penga I a man yang sederaj at dengan i ­
t u (pasa l 4 UU. No . 5/ l 979 ) 

Se la i n sy;•rat - syarat yang tersebut uiat as , dihHru s kan pul a me ­
lampirkan bcrhagai pernyataan dan kcterangan scperti : 

I.Surat pernyataan bersama(ditanda tangani o l eh semua calon 
sebelum pcmilihan dimul ai); 

2 . Surat Panggilan; 
3 . Surat pernyataan se t i a kepada UUD 1945, Panca s i I a dan TAP-

~IPR/1978; 

4 . Surat pe rnyataan setia dan taat kepada Pemerintah R.I .; 
S .Surat keterangan kesehatan badan ; 
6 . Surat ketcrangan tidak dicabut hak pi l i h dan d ipilih; 
7 . Surat kcterangan tidak menjalani pidana kurungan; 
8 .Surat keterangan berkelakuan baik ; 
9. Sura t ket erangan tidak t e rl ibat G. 30 . S/PK I; 
lO .Daftar riwayat Hidup; 
11. Daftar Riwayat Pekc rj a an 
12.Surat ta nda kenal (kelahiran) . 

Jika ada pegawai Negeri Sipil a t au ABRI yang ingin turut 
serta me ncalonkan diri untuk menjadi Kepala Oesa-selain haru s 
memenuhi syarat - s yar at diatas , diharuskan pula mempunya i su ­
rat r ekomendasi dari atasannya, yang berwenang menyatakan bah 
wa dinas nya tidak berkeberatan j ika ia terpilih dan menjadi Ke 
pala Desa • 

Selanjutnya berdasa rkan peraturan Menteri. Oalam Nege ri 
No.l/1978 pasa l 9 mengenai tentang pemi l ihan,pcngesahan, pe ­
ngangkatan , pcroberhen~ian sementara dan pemberhcntian Kepal a 
Des a di tentukan sebagai berikut : 
I nSyara t-syarat bagi yang berhak mcmilih Kepala Oesa sebagai­

mana tercantum dalam pasal 6 : 

5 4 

a .Terdaftar sebagai pcnduduk Desa yang bersangkutan secara 
sah sck urang-kura ngnya 6(enam)bulan dengan tidak t e r pu ­
tu s -putus ; 

b. Sudah mc ncapai us ia 18 t a hun ata u s ud ah pcrnah kawin; 
c.Tidak kehi l angan hak pilih dan hak dipilih atas dasar Kc ­

putusan Pengadilan yang tak dapat diubah l agi; 
d. Tidak pernah t erl iba t baik l angsung maupun tidak l angsung 

dalam set iap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan 
Republi k I ndonesia yang berdasarkan Pancasi l a dan UU . 0::~­

sar 194 5 , scpe rti C.e rakan G. 30 . S . /PK1a t au organisasi t er­
larnng lainnya . 



2. 11ak mcmi lih dan ha k dipilih scperti c.limak s ud pasal 6 tidak 
boleh diwaki lk an kepada siapapun dan a l a s an apapun . 

~tengenai t at<• cara Pemilihan , sekurang- kurangnya 3 hari 
s ebe lurn pcmi 1 i ha n d i I akukan, Pani t ya Pcm i I i ha n mcmbcri tahu ­
kan kepada segena p penduduk Des a yang bc rhak mcmi 1 i h dengan 
mengad a kan pengumuman-pengumuman dit empa t t e rbuka a tau d e ­
ngan cara lain seperti :melalui Kepala-kepala Dusu n, RT a t au 
RK set empat. Semen tara itu t empat pemi 1 i han disiapkan , kamar 
putih dan tanda pemi lihan tiap calon. Dianjurkan t anda pcmi­
lihan h cndaknya sederhana agar s upaya mudah d i mcngcrti ol ch 
pemi lih scperti :bendera berwarna a t au d aun yang menyo lok per 
bedaannya . Apabila saatnya telah tiba, sebe lum pemiliha n Pa­
nitya mcmbe rikan pcnj elasan-pen j e lasan mengenai tata car a pc 
mi lihan,tanda pi lih, ruang pilih, tanda pemi lihan yang sah 
dan sekali gus mengumumkan s iapa-s i apa ya ng men jadi calon . 
Syarat - syarat ca l o n, berapa jumlah yang berhak memi l ih, sya ­
rat-s yarat pemi l ih /calon,juml ah (dua pe rtiga x juml ah yang 
berhak mcmilih) ,syahnya pemil i han, syah nya ca l on tcrpilih -
dan sebagainya . Segenap Pamong Des a harus hadi r dan turut ser 
ta menjaga kelancaran pemilihan, karena pa da dasarnya mereka 
lah yang mengenal siapa penduduk Desa dan s i apa yang bukan , 
terutama pada waktu pemberian surat pilih atau tanda pilih. 
Sement ara itu semua ca lon yang akan dipiUh harus hadir dan 
menyaksikan pemilihan, sedang kan Panitya Pemi l ihan harus : 
menjamin agar mekanisme demokrasi Pancas il a berjalan dengan 
lancar, t e rtib dan teratur. Pemilihan di I akukan secara lang­
sung ,~, bebas dan rahasia. 

Segcra sete lah semua pemilih mel akuka n pemilihan, Pani­
tya Pemi 1 ihan menghi tung surat suara a tau t anda pi lih yang a­
da pada tiap kotak pemungutan suara , d engan memperhatikan ka­
l au ada s uara yang tidak sah .Seluruh suar a dari sc l u ruh kotak 
dihitung dengan cerma t,dan jika t e rnyata j uml a h terscbut me­
l ebihi 2/3(dua pertiga) jumlah se luruh pemi lih, maka pemilih 
an dianggap tidak sah dan harus diulang kembali s e s udah 3 ha ­
ri berikutnya a t au sel ambat-l ambatn ya 7(tu juh ) har i s etel a h 
pemi l iha n pe r t ama. Pada pemil ihan ke- dua kali kor um tidak l a ­
gi 2/3 melainkan }(setengah)dari jumlah se luruh pcmilih . 
Apabi la pemi l ihan i tu dianggap sah,da l am a r ti yang tu rut me­
milih berjuml a h l ebih dari 1/3 jumlah pemilih,maka dari kotak 
s ua ra dihitung banyaknya s uara yang dipc roleh setiap ca lon. 
Ca l on t e rpilih ialah yang mempe roleh suara l ebih dari 1/ 5 (se ­
perlima) jumlah se luruh pemi lih. Bilama na t erdapa t dua orang 
yang mernpcroleh l ebih dari 1/5 juml ah s elur uh pemilih dan s u ­
ara ya ng d i pc rol eh masing- masing sama b::myaknya,maka pemi­
lihan diul ang i hanya untuk ca l on-ca l on yang mendapat suara 
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t<'rbanya" yang sam;•. Tct a pi ada kcrnungk i nan ha s i 1 nya akan sa ­
ma,sehint.: l!a .:a ion tcrscbut ditcntukan cnra undian. 

3. Kedudukan dan Peranan Panimpin Ma.syarak.at Non Panerintah : 

Salah satu sasa ran pokok pcrnbanguna n Ocsa ialah mcmberan 
ta s a tau set idak-tidaknya mengurangi kemi ski nan,mcn ingkatkan 
t a raf hidup ya ng l ebih layak . Pembangunan IJcsa harus mel ibat­
kan sebagi;m besar penduduk , yang hasi lnya dapat dinikmati o­
leh seluruh masyarakat . Kiranya cukup disadari bahwa tidak ja­
r ang tcrj adi, hasi 1 pembangunan Oesa hanya dinikmati oleh seke 
lompok e l i tc Desa a tau bahkan o l eh orang-orang di luar 1 ingku­
ngan Des a. Setel ah menalaah sebegi tu j auh mcngenai pembangun­
an Desa, maka dijumpai suat u real ita bahwa Dc sa mcmpunya iciri­
cirinya yang khas ya ng disebabkan oleh faktor - fakt o r yang ber­
bcda ,mi salnya kondi s i sos ial ekonomi , geografis atau sistem 
nilai-nilai sosial budaya.Dengan latar bclakang kondi s i yang 
berbeda tcrsebut, desa - desa di Sumatera Selatan diwarnai de­
ngan masyarakatnya yang religius dengan mayoritas bcragamals­
l am . Dcwa!' u ini bahkan jauh sebelum pelaksanaan PELITA,pada u­
mumnya di dacrah Uluan di t emukan tiga j en is kepemimpi nan: pe ­
mimpin foreal, pemimpin formal tradisiona l ,dan pemimpin infor 
mal (inform:~ I leade r) . 
Dua yang di scbut terakhir ini dimaksudkan scbagai pcmimpin 
non Pe':lcri ntah, yang dar i tahun ke tahun mcmegang penman pen ­
ting dal am masynrakat pedesaan yang bersifat religius .Sesuai­
dcngan ci ri khas Des a di daerah ini, pemimpin non Pcmcrintah 
itu terjc lma dalam bentuk pemuka-pemuka Agama atau pemuka-pe­
muka formal tradisional yang berorientas i kepada adat. Kedu­
dl!kan mer cka dalam masyarakat pedesaan sangat penting, di hor­
mati dan d isegani,walaupun pada akhir-akhir i ni pemuka-pemu.ka 
masyara kat itu kurang memiliki pengaruh atas dasar kharisma­
nya . Tetapi bagaima napun peranan mereka i tu da 1 am rnasyarakat 
pedesaan mas ih perlu diperhitungkan dal am setiap pclaksanaan 
pembanguna n di daerah ini secara keseluruhan, terutama sekali 
daerah-dacrah yang pernah memenangkan pribadi - pribad i anggo­
ta masyarakat , melainkan mengenal bat in seti ap orang yang ada 
di daerahnya . ~!enurut pengamatan permulaa n, ada kemungkinan 
suatu program pemerintah akan menemui kegagalan karcna tidak 
diikut sertakan para informal l eader,yang kebanyak an berasal 
dari pemuka - pemuka agama. Oalam melaksanakan program pemba­
ngunan, kedudukan dan peranan pemimpin non pemerintah perlu 
mendapat tcmpat yang wajar dalam pembangunan Desa.Karena ke­
dudukan mereka sebagai pemuka agama,secara l angsungmereka men 
didik,mcmbina dan seka ligus menguasai moral bahkan mcnentukan 
watak masyarakat pedesaan. 



Pandangan masyarakat terhadap pem1mp1n non Pemenntah -
s epert1 tersebut di atas, sudah pasti masyarakat akan mende ­
ngar dan dapat menerima keterangan,nasehat,perintah dan la­
rangan-larangan. Terutama sekali bila pengungkapannya liwat 
khotbah-khotbah agama, pengajian dan lain sebagainya . Karena 
i tu pemimpin non pemerintah harus diikut sertakan dalam prog­
ram pembangunan Desa,antara lain dengan mendengarkansuara me­
r eka a tau menampung saran- saran mereka. Karena_sering mereka 
lebih tahu apa yang d:ipunyai oleh Desa nntuk dimanfaatkan guna 
menunjang pembangunan Oesanya, sehingga pembangunan Des a ti­
dak hanya melaksanakan pola yang dirumuskan dari atas yang me­
mandang Oesa secara general isasi semata-mata, tetapi di sesuai 
kan dengan kond is i Oesa yang b eraneka ragam . Dengan kata l a in, 
tidaklah berlebih-lebihan kiranya apabila dikatakan salah s a­
tu kunci bagi pembangunan di daerah ini masih berada dalam pe­
nganlh kaum Ulama/Kiayi yang tergolong d.alam informal l eader . 

4. Organisasi Po li tik dan Non Poli.tik : 

Apa yang telah dijelaskan pada BAB II dalam laporan ini,ke 
g i a tan organisasi po litik hanyalah terbatas pada setiap ibu­
kota Kec amatan saj a, sedangkan kegiatannya dalam masyarakat pe 
dusunan secara fonnil tidak ada.Hal ini tidak berarti masyara­
ka t pedes aan yang tinggal di daerah Uluan buta akan politik I 
Oalam ma syarakat pedesaan-terutama di da erah Uluan, dewasaini 
masih nampak adanya dua pola dan sistem nilai yang dapat di be­
da kan dalam bentuk asli berdas arkan nonna-norma adat atau ke­
biasaan yang telah diwariskan secara turun temurun yang di re­
sapi oleh ajaran-ajaran Islam. Pola lain adalah pola baru yang 
me rupakan s uatu sistem atau nilai yang sedang dikembangkan o­
leh l embaga kekuas aan fonnal yang didukung oleh sebagian kecil 
ma s yarakat yang pernah mengenyam pendidikan Umum. 

Masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya masyarakat re­
ligius,dan oleh karena itu norma-norma adat, kebiasaan dan a­
gama/kepercayaan d i daerah Uluan mempunyai intensi t a s yang cu 
kup tinggi dala.m sej arah kehidupan mereka. Menonjol nya pera ­
nan norma-no:rn~a ters ebut sangat tergantung pada bebe r a pa fak­
t or . Sa l ah satu diantara fak t or-faktor i tu adalah besar kec il­
nya pengaruh infonnal leader setempat dan kurang berperannya 
norma- norma hukum yang ditangani oleh Pemerintah Desa/Marga. 
ltulah sebabnya pola asli -walaupun pada akhir-akhir ini se­
dang mengalami kelesuan karena tidak mendapat dukungan dan per 
lindungan dari lembaga-lembaga form.il, masih tetap didambakan 
oleh masyarakat pedesaan yang tergolong syndrome kemiskinan. 
Pemimpin informal sendiri di lain pihak, tidak diajak oleh pe­
mimpin formal untuk duduk dalam lembaga-lembaga resmi atau se­
tengah resmi, karena pertimbangan-pertimbangan politis . Dalam 



si tuasi yang seperti i ni ,tidak mengherankan apabi 1 a kegi a tan -
kegiatan yang hersi fat keagamaan yang dis e lenggarakan di mcs ­
j id-mesj ida tau langgar, tumhuh dan herkembang at as dasar te­
ritorial dan kekerahatan.Demikian pula kegiatan-kegiatan la­
in yang mendapa t perl indungan mori 1 dan materii 1 da ri pemeri n­
tah Desa/Marga seperti: Karang Tenma, Pramuka ,Olahraga , Kese ­
nian Rohana, PKK dan lain sebagainya, nampaknya ditanggapi o­
leh masyarakat pedesaan s ecara positip. Tapi sampai sejauh ma­
na o rgani sas i-organisasi non pol i tik di daerah pedesaan akan 
herperan aktif dalam masa pembangunan sekarang ini )dranya per 
lu dikembangkan secara terus menerus ol eh PemcrintahDesa/ far­
ga,sesuai dengan kemampuan - kemampuan yang ada,haik yang hera ­
sal dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat set empat. 

5. Hal lain-lain : 

Tujuan pernbangunan masyarakat Oesa pada dasarnya untuk 
rnencapai kesejaht eraan masyarakat di segala bidang dengan me­
ningkatkan tarafh i dup dan kehidupan mas yarakat Des a yang me­
li puti beberapaaspek:aspek sosial-budaya, politik, ekonomi, 
keamanan dan ketertiban dengan mens timulir kegiatan::kegiatan 
yang dapat dijangkau oleh masyaraka t pedesaan sesuai dengan 
kernampuan yang ada. Oipandang dari segi ekonomi.,Desa hendaknya 
dapat menaikkan has i 1 produksl. nya tiap- tiap tahun. Oengan ber­
tambah produksi akan bertamhah pula lapangan kerja dan akan me 
naikkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan menaikkan 
tarafhidupmasyarakat itu sendiri.Bantuan pemerintah terha­
dap masing -masing Des a sebesar Rp. 100.000.-, pad a dasarnya ti ­
dak akan cukup untuk membiayai pembangunan suatu proyek seper­
ti:jalan,jamban,jembatan dan lain-lain.Tetapi bagaimanapun 
juga bantuan tersebut telah menggiring masyarakat pedesaan 
untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan,sehingga di 
beberapa Oesa telah menyediakan biaya yang l ebih hesar daripa­
da bantuan yang dibcrikan ol eh Pemerintah. Bukan masyarakat pe 
desaan tidak tau menahu mengenai bantuan Pemerintah terhadap 
pembangunan Oesanya yang t el ah mene lan u ang berjuta-juta ru ­
piah apakah pembangunan i tu berupa bangunan fisik a tau nin fi ­
sik,namun disana-sini mas ih banyak terdapat kebocoran- kebo­
coran dalam menang ani proyek pembangunan i tu sendi ri, justeru 
karena aparat-aparatnya tidak manusiawi, dan secara psykholo ­
gis telah mengurangi citra masyarakat pedesaan. Untuk mengu­
rangi hal-hal yang tersebut diatas , pemerintah (penegak hukum) 
harus tegas dalam menangani kasus-kasus yang timhul dalam pem­
bangunan itu sendiri tanpa memandang bulu. 

Seperti telah ki ta ketahui, Kepala Des a bertanggung j a ­
wah kepada Camat ,meskipun mengenai urusan rumah tangga Des a, 
Pemerintah Desa bersangkutan dengan Pemerintah Daerah. o l eh 
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karenanya Kepa la Desa adalah alat Wilayah yang menyelenggara ­
kan unJsan pemerintahan,dan sebagai a l at Desa ia mengatur uru­
san nJmah tangga Desa . Sebagai Kepa l a Wilayah ia adalah admi­
nistrator pembanguhan , administrator pemerintahan dan admi­
nistra tor kemasyarakatan . Ia mengadakan koordinasi dan kon­
trol at as segala kegiatan pembangunan di Des a, tenJtama yang di 
laksanakan o l eh , untuk dan dari Des a yang diselenggarakan oleh 
l embaga- l embaga tersebut tiada l ain dari pada suatu wadah par­
tisipasi masyarakat, sekalipun adanya lembaga itu berdasarkan 
peraturan Peme rintah a tau Departemen. Tetapi bcrdasarkan rea­
li ta. nampaknya pengendalian yang d i 1 akukan o 1 eh 1 embaga peme ­
r intahan Kecamatan di daerah Uluan yang membawahi beberapa Mar 
ga/Kelurahan- sejak tahun 1981 pada setiap ibukota Kabupaten 
tel ah terbentuk sistem Kelurahan, 1 cbih di ti tik beratkan pad a 
segi repres i f. yaitu menyelesaikan berbagai persoalan yang­
terjadi dal am lingkungan warga masya r akatnya .Pihak Kepolisi ­
an d i daerah Kecamat an be rtugas mel a kukan pengkapan atau pena ­
han an dan s e t e rusnya memproses orang-orang yang melangga r hu­
kuman yang setimpal,mempunyai pengaruh yang besar sekali ter­
hadap masya r akat luas .Pada masa lampau - s ewaktu masih zaman 
penj a jahan, pencurian t e rhadap hak milik seseorang atau milik 
pcmerintah, apalagi masa lah pembunuhan d ihukum dengan hukuman 
yang sangat berat dan dibuang ke Cil a cap. 

Ku·rang berperannya lembaga Pemerintahan di daerah pede­
saan dalam pengendalian yang bersifat prevent if. mungkin di­
sebabkan karena tidak berperannya peme rintahan Marga I Desa 
ya ng selama ini belum mendapat pengaturan dan sandaran lega li­
tas sebagaimana mustinya . Di lain pihak masyarakat pedesaan 
sendiri tidak memiliki kemampuan moril dan materiil,untuk men­
jangkau keadilan melalui lembaga-lembaga Bantuan Hukum/Pene­
gak Hukum. Banyak kasus-kasus sosial yang secara terang-tera­
ngan melanggar hukum menu rut peni laian masyarakat a warn, telah 
diselesaikan diluar prosedur hukum. Bahkan bel urn sampai dila ­
cak oleh aparat-aparat penegak hukum setempat, orang yang di­
anggap bersalah telah dibebaskan dari segala tuduhan. *)Usaha­
usaha pengendalian yang pernah dil akuk an o leh masing - masing 
Pesirah ,lebih banyak didasarkan pada norma-norma hukum, yang 
seyogyanya harus dikembangkan dan di terapkan oleh lembaga- l em 
bag a Pemeri ntahan Des a. 

*) Berdasarkan hasi 1 wawancara dari penguasa - penguasa 
formal tradisional atau informal l eader setempat, nampaknya -
yang berlaku di daerah Uluan masa sebe lum dan masa PELITA bukan 
l ah "rule of Law", tetapi"rull of Money", sehingga citra ma­
syarakat berkurang terhadap penegak hukum. 
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BAB V. 

PENUTUP 

1. Rangkuman isi : 

Penel i tian dan pencatatan pengaruh PELITA d i daerah ter­
hadap kehidupan masyarakat pedesaan, dimana pusat konsentrasi 
lapangan pada 9 Marga/Kelurahan dalam daerah kekuasaan Ting­
kat II Sumatera Selatan, berdasarkan pertimbangan - pertimba­
ngan letak atau lokasi, demografi ,sosial ekonomi dan lain-la­
in.Dengan memilih 9 daerah pedesaan tersebut s ebagai pusat pe­
nelitian lapangan, diperkirakan nantinya hasil laporan ini se 
dikit banyaknya dapat mewakili Sumate ra Selatan secara kese­
luruhan. Sebagai land as an kegiatan pe l aksanaan untuk mendapat 
data, telah mempergunakan met ode penc 1 i tian kwalitati f dal am 
arti dipusatkan pada metode "Grounded Research." Di samping 
study perpustakaan, team peneliti diberi kebebasan untuk men­
cari bahan-bahan keterangan atau data yang di perlukan untuk da 
pat memahami masyarakat pedesaan sej auh mungkin . Meskipun pe­
nekanannya pada metode kwali tatif, si peneliti tidak menutup 
mata terhadap cara-cara kwantitatif apabila dibutuhkan dalam 
pelaksanaan peneli tian di lapangan. 

Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan me­
rupakan kota te rbesar di daerah ini , yang terletak di sebelah 
menyebelah sungai Musi dengan memiliki 9 anak sungai. Secara 
administratif daerah ini terbagi atas 2 Kota Madya dan 8 daerah 
Kabupaten dengan luas seluruhnya kira-kira 109 .254 Kilometer 
persegi. Oalam masyarakat pedesaan di daerah Uluan dimana pen ­
du,duk hampir seluruhnya bertani ,dan tanah merupakan unsuryang 
penting dalam kehidupannya.Oleh karena itu unsurpemilikan ta ­
nah/kebun sebagai unsur yang menentuka n status seseorang da­
lam masyarakat . Di daerah Uluan dikenal dua macam golongan pe­
tani: yai tu golongan pemil ik tanah/kebun dan golongan pengga­
rap tanah. Pada akhir-akhir ini, disamping adanya dua golong ­
an tersebut terdapat juga sekelompok kecil yang bekerja seba­
gai buruh perkebunan dan pegawai Negeri. Jadi tidak mengheran­
kan jika dalam masyarakat pedesaan sekarang ini ,faktor uang 
dan tinggi rendahnya pangkat dalam sis tern birokrasi kepega­
waian berdasarkan pendidikan sekolah, merupakan unsur dasar 
penilaian masyarakat pedesaan terhadap seseorang. 

Dalam segi pemerintahan terdapat unsur administratif Pu­
sat yang relatif modern dan unsur administratif masyarakat pe­
desaan yang tradisional.Unsur administratif Pusat merupakan 
suatu instansi yang dipimpin oleh Camat , yang dalam hubungan 
ini disebut pemimpin formal tradisional.Disamping itu dalam 
masyarakat pedesaan i tu sendiri terdapat pemuka-pemuka masya-
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rakat yang disebut pemimpin informal (informal 1 eadcr) . 

Sa l ah satu hal yang sangat mcnonjol sebaga i hasil Kemer­
dekaan, ialah perkembangan Pendidikan, terutama sekali perkem­
bangan pcndidikan Umum .Hampir scmua Dus un memilikiSeko lah Da ­
sar , ibukota Kecamatan memi 1 i ki SMP Negeri dan Ibukot a Kabupa­
ten memiliki SMA Negeri serta sekolah Kejuruan lainnya . 

Jauh sebelum PELITA di daerah Uluan banyak didirikan Ko­
prasi sebagai usaha bersama untuk mencapa i kesejahteraan. Te­
tapi beberapa tahun kemudian koprasi-koprasi tersebut mul ai 
mundur a tau mati sama seka I i, kare na koprasi sebagai us aha ber ­
sama nampaknya belum mampu menjalankan mi s inya s ebagai suatu 
sistcm ekonomi dalam masyarakat pedesaan .Oleh karena i tu pada 
akhir-akhir ini, masya rakat pedes aan cender ung mencurigai ko­
prasi dalam bentuk KUD. 

2. Kesimpulan- kesimpulan : 

a) .Pada dasarnya organisas i Pemeri'ntahan Desa/Marga di­
daerah Uluan termas uk sistem Sirah Kampung/Kelurahan dal am Ko 
ta Madya Pa lembang,sebelum dimul a i PELITA masih t etap melak­
sanakan IGO dan IGOB yang diperkuat a t au diperbaharui oleh Ke­
putusan Gubernur Sumatera Selatan No . Gb/53/1951. ( Lihat Lam­
pi ran I. ) I 

b ) .Sementara PELITA di.laksanakan oleh Pemerintah Repu­
blik Indonesia peraturan tersebut mas ih tetap dijadikan dasar 
kebij aks anaan Bupati/Walikota Ma dya Kepala Oaerah Tingkatii , 
Tetapi setelah dikeluarkan Undang-undang No . 5/1979 ,maka mu­
l ai lah dalam tahun 1981 undang-undang tersebut dilaksanakan 
di seluruh wilayah Sumatera Selatan t a npa terkecuali. · 

c) .Sa lah satu ha l yang sangat me nonjol sebagai hasi l po­
s iti f PE LITA di daerah ini adalah perkembangan Pe ndidikan, ba­
ik lembaga pendidikan yang dikelolah oleh Pemerintah maupun 
yang di kelo l ah o l eh badan Swas t a . 

d) . Sebagai hasi l pengamat an permu l aan , ada kemungkinan 
suatu program Pemerintah akan menemui h ambatan-hambatan kare ­
na tidak mengikut sertak an pemuka - pemuka masyarakat(informal 
l ead er) setempat, yang kebanyakan dari mereka berasa l dari pe ­
muka Agama. Oleh sebab itu tidaklah berlebih- l ebihan kiranya, 
apabi l a dikatakan bahwa sa lah satu kunci bagi pembangunan di­
daerah i ni mas ih berada da I am pengaruh kaum Ul ama/Ki ayi . -

e ) .Perbedaan perseps i antara generasi Tua(Angkatan ' 45 ) 
dengan generasi Mud a, k i ranya per 1 u diperhatikan dengan car a 
seksama dan ditangani secar a terus menerus, apakah me l alui ja­
lur organisasi non politik ataukah j a lur pendidikanformal/non 
formal . 
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. Apa yang telah disinggung sebelumnya mengenai pendidikan 
di daerah ini, tampaknya sangat menolong dalam proses pendemo­
krasian masyarakat, dalam arti pencampur bauran anak-anakyang 
mendapatkan pendidikan Menengah dan tingkat Perguruan Tinggi, 
yang berasal dari berbagai latar belakang h idup masyara.kat pe­
desaan.Hampir sebahagian besar posisi penting dalam sektor pe 
111erintahan ibukota Propinsi di duduki oleh orang-orang yang 
berasal dari desa,apakah ia berasa!' dari anak Pet ani, pedagang, 
pensiunan Guru Sekolah Desa, Kiayi/Guru ngaji dan sebagainya . 
Semuanya ini menjurus pada suatu kelompok cendikiawan baru, 
yang pernah melalui proses sistem pendidikan fonnal yang rela­
tif sama. Munculnya kelompok ini yang berdampingan dengan pe­
muka-pemuka masyarakat (informal leader) di daerah ini, meru­
pakan konsekwensi logis daripada proses pembangunan, dalam 
hal ini sebagai hasil konkri t dari perkembangan pendidikan. 

Salah satu masalah yani timbul sekarang ini ,yaitu hubu­
ngan antara golongan cendelciawan dengan pemuka-pena.Uca masya­
rakat tr!ldisional. Kaum cendekiawan baru , munglcin karena ba­
ru an muda usianya, nampaknya agak Jcurang memperhatilcan hal­
hal yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sebahagian dari me­
reka i tu nampaknya seperti "Hulubalang kebal penalcut", bagai­
kan orang yang ingin memamerkan kepintarannya dan kelebihan ­
nya kemana-mana, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yant' 
l ebih pandai at au kaya dari mereka. Tingkah laku yang begi tu , 
sebagaimana diketahui tidak sesuai dengan salah satu nilai 
yang hidup dalam masyarakat Indonesia , tennasuk daerah Suma­
tera Selatan. Apabila masyarakat pedesaan menemukan hal yang 
seperti i tu, apakah cendekiawan akan mampu berkoDR.Inikasi se­
cara efektif dengan masyarakat agar supaya ide-ide pembaharu­
annya dapat berkembang dan dimengerti dengan baik ? ? 
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LAMP I RAN • I 

KETETAPAN GUBERNUR PROPINS I SUMATERA SEL ATA N 
TANGGAL 9 MEl 1951 No .Gb / 53 / 1951 

TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBAHARUAN DEWAN PERI'IAKILAN RAt-..'YAT 
DARI MARGA- MARGA DAN DAERAH- DAERAII YANG SETINGKAT DE­
NGAN ITIJ DALAM DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN 

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN. 

Menimbang : 

a. bahwa Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat dari Marga-Marga dan 
daerah-daerah yang setingkat dengan itu di dalam daerah Pro­
pinsi Sumatera Selatan ternyata sudah tidak dapat lagi meme­
nuhi hasrat rakyat,akibat dari perkembangan politik dan de­
mokrasi serta perjuangan kemerdekaan umumnya sejak prokla­
masi '45; 

b. bahwa kecuali banyak dari anggota-anggota Dewan-Dewan yang 
dimaksud di atas itu tidak dapat dianggap lagi representa­
tief karena perubahan suasana poli tik sej akpenyerahan keda­
ulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 hingga se­
karang. juga ban yak anggota-anggota Dewan -Dewan yang dimak ­
sud i tu sudah habis a tau hampir habis waktu keanggotaannya, 
dan banyak pula terdapat lowongan- lowongan keanggotaan yang 
belum diisi kembali,sehingga kebanyakan Dewan-Dewan yang di 
ma.ksudkan tersebut praktis tidak dapat bekerja lagi sebagai 
mana mestinya; 

c. bahwa sudah nyata Dewan-Dewan yang dimaksud di atas perlu di 
perbaharui dengan mengadakan pemilihan pembaharuan "yang di­
atur dengan suatu peraturan baru yang serupa untuk seluruh 
daerah Propinsi Sumatera Selatan ; 

Mengingat : 

a. Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (Staatsblad-
1938 No.490 jo Staatsb1ad 1938 No.681)yang buat semen.tara 
sudah tetap berlaku; 

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3/1950; 
c. Peraturan Pemerintah No.38/1950. 
d. Peraturan Menteri Oa1am Negeri No. 2/1951. 

Mendengar dan memperhatikan: 

a. Mosi-Mosi dan reso1usi dari berbagai pihak yang menuntut dan 
mendesak segera adanya pembaharuan Dewan - Dewan yang dimak­
sud di atas; 

b. Pertimbangan-Pertimbangan ,usul-usul • baik dengan 1 is an rna-



upun dengan tulisan dari kalangan-kalangan organisasi - orga ­
ni sasi rakyat , kaum adat, Parnong Praja; 

c . Pert imbangan- Pert imbangan, tuntutan-tuntutan s ert a us u 1 -
us ul pcrubahan dan keputusan dari sida ng l engk ap Dewan Pcr­
waki l an Rakyat Propinsi Sumatera Selata n ketika mcmbicara ­
kan rcncana peraturan pemilihan pembaharuan Dewan - Dewan 
yang dimaksud di atas dalarn sidang l engkapnya yang ketiga 
dari t anggal 17 ~1aret 1951 sarnpai dengan 2 April 195 1 ; 

d. Pcrtimbangan-Pertimbangan terakhir d a r i Dewan Pemc rint ah 
Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan mengi mbangi scga1 a 
usul pcrtimbangan meng enai soal pemilihan - pcmbaharuan i­
ni ,sambil mengingat d a n memperhatikan suratnya Ment e ri Da­
l arn Negc ri tangga 1 15 Maret 1951 No . DD 11/1/ 15, s ehingga 
pemilihan pembaharuan tersebut dapat dipertanggung jawab ­
kan di dal arn batas-batas hukum; 

MEMUTUSKAN : 

I . ~tembekukan semua Peraturan-Peraturan ten t ang pemi 1 ihan 
dan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat ~larga­

I.Jarga da n daerah-daerah yang setingkat dengan i t u di da ­
lam daerah Propinsi Sumatera Selatan, khususnya semua 
pera t uran-peraturan daerah yang berlaku di dalarn Kere­
sidenan-K eres idenan Palembang, Bengku lu, Lampung dan 
Bangka/Bel itung. 

II. Mcmbubarkan Dewan-Dewan yang dimaksud di a t as yang ada 
sekarang,manakala Dewan-Dewan yang baru itu be lum t er­
bentuk ,menetapkan Dewan-Dewan yang masih ada t e r s ebut 
sebagai Dewan-Dewan Penasehat bagi Kepal a Mar ga dan da­
erah yang setingkat dengan itu. 

ill. Me netapkan pera turan Pernilihan dan Pembaharua n Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Marga dan Daerah -Daerah yang se­
tingka t dengan i tu dalarn daerah Propins i Sumatera Se1a­
tan s ebagai b erikut: 

PERATURAN PEMILIHAN dan PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DARI MARGA- MARGA dan DAERAH-DAERAH YANG SETINGKAT DENGA.~ ITU 

DALAM DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN 

BAB I. 
TENTANG I STILAH 

Pasal 1. 

1. Yang dimak s ud dcngan istilah "Marga" dan daerah yang scti1~g 
kat dengan itu"da l am Peraturan ini,ialah daer ah-d ae r ah ke­
satua n hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tang ­
ganya sc ndiri, yang pada mulanya dibentuk a t as dasar hukum 
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as 1 i, menu rut Inlands che Gcmccntc Ordona nti e Bui tengt'wcs­
t en ,Staatsblad 1938 No .490 jo. St aa tbl ad 1938 No .681 . 

2. Dacrah-Oaerah yang dimaksud dal am ayat 1 di atas, telah a­
da dan masih ada pada waktu Pera turan ini b e rlaku ,baik ma­
s ih bcrnama Marga a t au Haminte ,ataupun, sebagai sudah tcr ­
nyata di da lam daerah Keresidenan Lampung, sudah di keh en­
daki dengan nama lain ,s eperti nama Negeri ,dan lain-1 ain . 

3 . Jika t idak ada ket erangan lainnya ,maka perkataan "Dewan"a­
tau "Dewan ~larga " d i dalam Per::~tura n i ni berarti Pcrw::~ki­
lan Rakyat dari daerah-daerah kesatuan hukum sebagaimana 
yang dimaksudkan di dalam ayat 1 dan 2 d i atas, j adinya bu ­
kan hanya bcrarti Dewan 1>1arga saj a , tetapi juga berarti De­
wan Ilaminte, at au pun Dewan Ncgeri j ika nama Marga i tu di­
ganti nama Neg eri ,a tau nama l ain 1 agi. 

4. Yang dimaksud dengan i s tilah "Pamong Marga" di dalam Pera­
turan ini, ada l ah Kepala-Kepala dari daerah-daerah yang 
dimaksud di dal am ayat 1 dan 2 d i atas,bersama-sama dengan 
Kepa la-Kepala rendahan sebawah annya (Kepala 1-larga, Kepa l a 
l!aminte, a t au Kepala Negeri j i ka nama Marga i tu berganti de ­
ngan nama Negeri ,Kepa l a Dusun, Kepa l a Kampung dan sebagai ­
nya) ,dengan nama-nama pangkat keduduka nnya menurut yang 
lazimnya , seperti Pasirah, Depa ti ,Pemba rab, Kerio ,Gindo . 
Penggawa, Kepala Kampung, Kepala s uku dsb. 

5 . Yang dimaksud dengan "Pemerintah Propinsi "di dalam Pera­
turan ini, ialah Gubernur be r s arna dengan Dewan Pemerintah ­
an Daerah Propins i Sumatera Selatan. 

6 . Jumlah jiwa penduduk berarti cacah jiwa semua penduduk di­
da lam sesuatu daer ah yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 di ­
atas,Sedang yang dimaksud denga n buku-jiwa,adalah daftar 
penduduk tersebut yang sudah/dianggap dew a sa. Yang dimak­
s ud dengan penduduk,ialah semua orang,baik l elaki ataupttn 
perempuan,baik tua ataupun muda da n anak -anak 

7. Yang dimaksud dengan Partai-Partai, adalah Partai - Partai 
Politik,dan organisasi-organisasi r akyat adalah organi­
sasi kaum tani, buruh ,pemuda, wani ta, perkumpulan-perkumpu­
l an s osial dan perkumpulan-perkumpulan koperasi ,yang mem­
punyai pengurusnya yang bertanggung j awab ,dan nyata hidup­
nya dalam masya r akat Marga. 

8 . Yang dimaksud dengan istilah "Pemerintah Kabupaten"di da­
l am Peraturan iniia lah "Dewan Pemcrintah Daer ah ( Scmenta­
ra)Kabupa t e n-Kabupaten,dalam mana telah termasuk 13upati , 
Kepala Daer ahnya j ika da l am Kabupatcn- Kabupaten ya ng bcr­
sangku tan telah terbentuk Dc1•an Perwaki lan Rakyat Dat'rah 
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(Scmcntara)Kabupat cn mcnurut U.U.No .22/1948 d3n I'.P . :-Ju . :'>9 / 
1950.Scl ama dal am da crah Kabupatcn be l urn tcrbcntuk llcwan Pc l· ­
lvak i l an Rakyat Daerah me nu rut U .ll . No. 22/1948 , mak;l dcngan "Pc­
mcri ntah Kabupaten"di ma ks uJ Bupati, Kcpa l a Daerah 1\abupatcn 
yang bcrsan gkutan. 

BAB Il. 
TENTANG DEWAN DAN ANGGOTANYA 

Pasal 2. 

1. l'cmeri ntah Propinsi menetapkan jurnlah anggota-anggot:l 
~o.·a n l·fa rga dan daerah-daerah yang setingkat dengan itu 
dasar perhitungan j iwa penduduknya , bua t set i ap 1000 
pcnduduk scb a nyak-banyaknya , scorang anggot a . Juml ah 
kurang dari separoh atau lcbih , dipcrhitungkan Jcngan 
bulatan k e at as . 

De -
at as 
j il>a 
png 
pcm-

2 . Jumlah anggota Dewan ~1arga sedikitnya 7 orang,s cbanyak-ba ­
nyaknya 21 orang . 

3 . Anggota - Anggota Dewan ~fa rga dipi 1 ih 1 angsung ol eh pcnJuJuh 
dari daerah yang bersangku tan, sebagai yang ditl'ntuk "ln Ja­
lam pasal 8 Peraturan ini. 

Pasal 3. 

1. Anggota- anggota Dewan dipilih dan menjalankan tugas kcKa­
j ibannya selama rna sa t i ga tahun. 

2. f\nggota yang bcrhenti a tau diberhentikan sebelum habis ma­
sanya,diganti dengan cara yang di tentukan dal am pasal 211 Pe 
raturan ini , tet api jika ternyata calon-calon yang tcrten­
tu menurut pasal 24 tersebut sudah tidak ada atau tida k cu­
kup , maka Dewan sendiri menetapkan c ara mengganti dan rncmi­
lih pengganti anggota yang bcrhcnti atau diberh entikan sc­
be lum hab is masanya itu. 

3. Sehabis masa tiga tahun, manakala belurn diadakan pemllihan 
baru, maka anggota-anggota De1.;an yang lama tetap mcJH:nt~­

kan tugas ke~o.·aj ibannya . ~lereka baru boleh meletakk:lTl jaba­
tannya , a pabil a a nggota-anggota yang menggantikannya t el:1h 
di 1 ant ik. 

4. Sebelurn habi s masa tiga t ahun,manaka l a nyata yang s cs uatu 
Dewan Marga tidak dapat l agi dianggap mewakili k ch c ndak 
rakyat daerahnya yang sebenarnya, maka Peme rintah Propins i 
dapat menetapkan keputusan untuk membuba rkan Dewa n yang 
bcrsangkutan itu dan mcmcrintahkan s upaya diadakan pcmi 1 i­
han ba ru. 

5. Pemerintah Propins i a tau instansi yang diberi kekuasaan o -
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lehnya untuk ini atas usul-us ul Pemcrintah Kabupaten menetap­
kan untuk diadakannya pcmi 1 ihan a nggota-anggota Oewandari su­
atu Marga. 

PasaJ 4. 

Yang dapat menjadi anggota Dewan Marga hendaklah memenuhi sya­
rat-syarat: 
a. Warga Negara Republ ik Indonesia ; 
b. Sudah berumur 21 tahun 
c . Bertempat tingga l di dalam daerah Marga yang bersangkutan 

sedikitnya 6 bulan yang terakhir ,dan telah masuk buku -jiwa 
dari daerah yang bersangkutan; 

d. Pandai memba ca dan menulis bah as a Indonesia huruf Latyn ; 
e. Tida k karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah 

lagi kehilangan hak menguasai dan mengurus harta-bendanya. 
f. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah 

lagi dipecat dari hak memilih dan dipilih . 
g . Ti dak terganggu inga tannya. 

Pasal 5. 

Anggota - Anggota Dewan Marga tidak boleh merangkap menj adi: 
a. Pegawai Pamong Praja,Kepolisian dan Ketenteraan. 
b. Pegawai yang bertanggung j awab tentangkeuangan daerah yang 

bersangkutan; 
c . Pegawai yang diangkat dan digaji oleh daerah yang bersang­

kutan; 
d. Pamong Marga dari daerah yang bersangkutan. 

Pasal 6. 

Anggota-Anggota Dewan berhenti sebagai anggota oleh karena: 
a. Atas permintaan sendiri; 
b. Karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam pasal 4 Peraturan ini; 
c. Karena meningga l dunia. 
d. Karena melakukan sesuatu pckerj aan yang memberikan keuntu­

ngan bagi di ri nya dal am hal-hal yang berhubungan 1 angsung 
dengan ~1arga yang bersangkutan, seperti menjadi anemer pe­
kerj aan-pekerj a an Marga, a tau menj adi pembe la dari sesuatu 
perkara melawan Marga yang bersangkutan; 

e . Karena sudah habis masanya. 
f. Karena keputusan Pemerintah Propinsi menurut pasal 3 ayat 4 . 

Peraturan ini. 

Pasal 7. 

1. Persidangan dan rapat Dewan Marga di Ketuai dan dipimpin o­
leh Kepala Marga,yang tidak mempunyai hak suara. 
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2 . Jika Kepala ~1arga berhal angan, atau sedang tidak ada, mak a 
Pamong Marga yang berhak mewaki I inya mengganti kan untu l.. 
selama persidangan diadakan. 

3 . J ika Pamong Marga dan yang bcrhak menggant i kannya i tu be r­
hal angan atau sedang tidak ada , maka Dewan Marga menunjuk ­
kan penggantiannya:;elama persidangan itu diadakan 

BAB III. 
TENTANG MATA-PILIH DAN PEN CALONAN 

Pasal 8. 

1 . Yang berhak memilih anggota Dewan Marga ialah s egenap pen ­
duduk dari daerah yang bersangkutan,lelaki dan perempuan , 
yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dibawah i ni ; 

2. Syarat-syarat untuk menj adi pemilih adal ah: 
a. Wa rga Negara Republik Indonesia; 
b. 1-lenurut taksiran sudah berumur 18 t ah un , atau sudah (per­

nah)kawin; 
c. Tidak karena keputusan Pengadilan yang t idak dapat d i ­

rubah l agi kehilangan kemerdekaan dirinya, kehilangan 
kemerdekaan dirinya, kehilangan hak mengua s a i hart a ben 
danya,ataupun dipecat dari hak memilih dan dipilih; 

d. Bertempat kediaman di dalam daerah yang bers angkutan , se 
kurang-kurangnya 3 bul an yang terakhir ,dan telah masuk 
buku-j iwa dari daerah yang bersangkutan. 

e. Tidak t erganggu ingatannya. 

Pasal 9. 

1. Setiap partai/organisasi r akyat yang ada di dalam daerah 
Marga yang bersangkutan,mempunyai Pengurus yang bertang­
gung jawab, dan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 bulan 
sebelumnya pemilihan dimak lumkan menurut pasal 13 Peratu ­
ran ini, dapat memajukan calon untuk anggota Dewan ~1arga , s e 
banyak-banyaknya sejumlah lowongan yang akan dipil ih. 

2 . Setiap 25 orang mata-pilih berhak memajukan cal on sebanyak 
banyakn ya sejumlah lowongan yang akan dipilih . 

BAB IV. 
PANITIA PEMILIHAN 

Pasal 10. 

1. Untuk melaksanakan pemilihan anggota-anggota Dewan Marga 
menurut Peraturan ini,haruslah dibentuk s uatu Panitia Pe ­
milihan yang terdiri dari 7 orang tennasuk Ketuanya. 

2 . Kepala Marga atau orang yang berhak mewakilinya menurut Pe-
raturan ini d engan sendirinya menjadi anggota dengan h ak 
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suara mcrangkap Ketua dari !'ani tia Pcmi 1 ihan terscbut. 

3 . Anggota-Anggota lainnyadari Panitia Pemilihan t e nliri da ­
ri 2 orang Pamong Marga dan 4 orang dari partai-partai poli­
tik ,org::misasi -organisasi rakyat dan gol ongan -go 1 ongan 
lain - lainnya. 

4. Segenap Pamong Marga diwaj ibkan membantu segala pckcrj aan 
yang diperlukan Pani tia Pemilihan untuk menyel enggarakan 
pelaksanaan pemi l ihan ini. 

5. Wedan11 at au Camat yang bcrsangkut.an mcmimpi n dan mengawas i 
pckcrj a an Pani tia Pcmi 1 ihan dalam me 1 akukan kewaj i bannya. 

Pasal lf. 

1. Setclah mcndapatkan kepastian dari Pemerintah Kabupa t en , 
maka Wed ana yang berkewaj iban harus lah memak lumkan dengan 
surat kcpada Carnat dan Kepala Marga yang bersangkutan t en­
tang akan diadakannya pemi 1 ihan Dewan ~1arga , bersama dengan 
ini mcmbcrikan instruksi supaya segera dibentukPani tia Pe­
milihan . 

2. Kepala ~larga yang bersangkutan, harus lah mengadakan percm­
bukan dengan Pamong Marga sebawahannya,anggota-anggota De 
wan Marga dan pemuka-pemuka rakyat dalam daerah Marganya, 
untuk mcmi l ih anggota-anggota Pani tia Pemilihan. 

3. Jika Pani tia Pemi lihan telah dibentuk, segera harus dila ­
porkan kepada Wed ana yang bersangkutan ,dan Wedana mengesah 
kan Panitia Pemilihan itu. 

BAB V. 
TEN-r: A_NG PEMILIHAN 

Pasal 12. 

1. Setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetu­
juan Wedana yang bersangkutan, maka Kepala Marga mengumum­
kan kcpada rakyat di dalarn daerahnya, bahwa akan d iaJakan 
pemilihan anggota-anggota Dewan t>farga , dan kepada partai -
partai/organisasi-organisasi serta kepada pemi lih - pemi­
lih diberi kesempatan untuk memajukan ca l on-calon, dalarn 
tempo yang di tentukan batasnya. 

2 . Cara pengumuman itu dilakukan dengan menempelkan surat-su­
rat pcrmakluman, serta dengan canang , atau dengan l ain cara 
yang l azim dipergunakan.Dalam pengumuman itu,harus lah ju­
ga dibcri keterangan sepcrlunya untuk mcnjadi pedoman dan 
pctunj uk bagi umum. 
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Pasal 13. 

1. Sctiap partai/organisas i dan pcmil ih- pcmi lih yang ingin 
mcmajukan cal on haruslah memasukkan daftar pcncalonan ke­
pada Ketua Pa nitia Pemilihan . 

2. Dal am daftar pcncalonan i tu harus 1 ah dis ebutkan dcngan te 
rang nama-nama co lon-ca l on yang dimajuka n ,umurnya, tempat 
tinggalnya , serta lain-lain keterangan yang menunj ukkan 
bahwa calon -cal on tersebut memcnuhi syarat - s yarat yang di 
maksud dalam pasal 4 Pe r a t uran ini, juga tanda tangan d a ri 
masing-masing ca lon , sebagai tanda persetujuan atas pen­
calonannya. 

3 . Daftar calon yang dimajukan ses ua tu partai/organisasi ha ­
ru s ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis dari partai/o r ­
ganisasi tersebut. 

4 . Oaftar cal on yang dimajukan oleh sej uml ah pemil ih, harus­
lah dita nda tangani oleh semua mata-pilih yang mencal on­
kan . 

5. Seseor ang mata-pilih hanya bol eh ikut menand a tangani sa­
tu saja daftar calon. 

6. Seseorang mata - pilih yang tidak pandai menul is,bo leh bcr ­
tanda tang an dengan cap j empol, tetapi hendakl ah dimuka Ke 
pala Marga atau di muka Kepala Dusun/Kampungnya . 

7 . Oaftar calon yang kurang j elas a tau kurang benar pada wak­
tu diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan , dapat d imin­
ta seketika i tu juga agar diperj e l as dan dibenarkan. 

8 . Daftar calon yang dimasukkan sete lah li"•at dari tempo yang 
di tentukan harus di tolak . 

Pasal 14. 

1. Setelah liwat dari t empo yang di"tentukan untuk memasukkan 
daftar cal on, maka Panitia Pemi lihan melakuk an pcmeriksa ­
an dengan teli ti terhadap semua daft ar cal on i tu ,dan memu­
tus kan calon - ca lon yang ditolak. 

2 . Calon - Ca lon yang ditolak,segera dipcnnaklumkan dengan 
surat kepada pihak yang dimajukannya,dengan dis ertai ke ­
terangan-ketera ngan sebab-sebabnya penolakan i tu. 

3 . Da l am tempo se l ambat-lambatnya lima hari set e l ah pcnnak ­
luman penol akan i tu,pihak yang berkepent ingan dapat mema ­
jukan pembelaan kepada Panitia Pemi lihan .Pani tia Pemilih ­
an dapat memper timbangkan pembelaan tersebut dan menet ap­
kan,apakah penol a kan itu harus ditetapkan ataukah ditarik 
kemba l i. 
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4. Setclah scmua bandingan yang dirnaksud da l arn ayat 3 diatas 
disclcsaikan,Panitia Pemilihan harus lah membikin Jaftar 
dari nama-nama ca l on dan pihak yang memajukannya. Sal inan 
daftar ini harus l ah diumumkan, sehingga penduduk dari se­
tiap Ousun/Kampung dalarn dac r ah yang bcr s angkutan dapat me 
mak lumi nya . 

Pasal 15. 

1. Apabila banyaknya calon sarna banyak ,atau kurang dari jum­
lah l owongan, maka Panitia Pemil ihan mcnetapkan da n me nga­
tur pemi I ihan yang akan dilangsungkan. 

2. Untuk keperluan pemi lihan itu, Panitia Pemi lihan mene t ap ­
kan di Dusun-Dusun/Karnpung- Karnpung mana pcmilihan akan di ­
adakan , pemi lih-pemilih dari mana yang harus berkumpul di ­
Dusun-Du sun/Karnpung yang di tentukan i tu ,tanggal berapa dan 
hari apa serta dari jam ber apa pemi lihan akan dilangsungkan 

3. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemilihan akan dilang ­
sungkan,hendaklah atas perintah nya Kepala ~1arga)<cpada se­
genap penduduk diberi tahu akan adanya pemi 1 ihan i tu dan di 
mana pemilih-pemilih harus datang berkumpu l untuk memi lih. 

4 . Da l am pcmbe rian tahu i tu di tegaskan pu l a , bahwa pcmi 1 ihan 
akan dil angsungkan juga ,pada waktu yang telah ditentukan , 
seberapa saja j umlah pemilih yang hadir . 

Pasal 16. 

1. Apabi l a juml ah ca l on-ca l on me l ebihi dari juml ah 
maka Pa ni tia Pemil ihan mene t apkan dan menga tur 
yang akan dilangsungkan . 

Iowongan , 
pcmi lihan 

2 . Untuk kepe rluan pemilihan itu, Panitia Pemi lihan menetap­
kan di Dusun-Dus un/Kampung- Kampung mana pemi 1 ihan a kan di­
adakan ,pemilih-pemilih dari mana yang harus berkumpul di ­
Dusun-Dusun/Karnpung yang'di tentukan i tu ,tanggal berapa dan 
hari apa serta dari jam ber~pa pcmi 1 ihan a kan dil angsungkan 

• 
3. Selambat-larnbatnya 7 hari sebelum pemilihan akan d ilang-

sungkan,hendaklah atas perintahnya Kepa l a Marga,kepada se­
genap pcnduduk dibcri t ahu akan adanya pemilihan itu dan di 
mana pemilih-pemilih harus datang berkumpu l untuk memilih 

4. Dalam pcmberian tahu i tu di tegaskan pula , bahwa pemi 1 ihan . 
akan dilangsungkan juga , pada waktu yang telah di tentukan , 
seberapa saja jumlah pemilih yang hadir . 
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Pasal 17. 

1. Pada hari pemilihan yang ditentukan setelah pemilih - pcmi­
lih berkumpul, Panitia Pemi1ihan haruslah lebih dahulu mem 
berikan petunjuk-petunjuk yang perlu bagaimana cara pcmi­
lihan akan dilakukan . 

. 2. Nama-nama cal on yang akan dipilih ,diumumkan satu persatu 
kepada hadirin serta pihak mana yang me n calonk annya. 

3. Sebo1eh-bo1ehnya ,semua ca1on-ca l on yang akan dipi 1ih i tu 
hendaklah juga hadir di tempat pemilihan. 

Pas al 18. 

1. Banyaknya mata-pilih yang hadir tidak mempengaruhisah atau 
tidaknya pemi 1 ihan, yang tet ap harus di 1akukan pada hari 
yang telah ditentukan,seberapa saja mata-pilih y ang hadir, 
pemi1ihan mana dianggap sah sepenuhnya. 

2. Pemilihan harus 1ah dilakuka n dengan secara bebas dan r aha ­
sia. 

3. Untuk maksud itu , tempat pemilihan harus diatur begitu r u­
pa,sehingga ada s uatu ruangan tempat PanitiaPemilihan ber­
sama segenap calon-calon yang akan dipi lih, di 1 ain ruangan 
tersedia pul a kotak-kotak(tabung suara) tempat pemilih-pe 
mi lih memasukkan tanda pemberian suaranya. 

4. Calon-CaloP harus duduk berbaris ,di mukanya t erdapat nama 
dan tandanya; Tanda itu berupa apa saja untuk cukup dikena 1 
dan diingat oleh pemilih yang tidak pandai membaca. 

5. Kot ak- Kotak s uara (~abung-tabung suara ) yang di sediakan di 
lain ruangan itu,haruslah sama banyak jumlahnya dengan jum 
lahnya dengan jumlah calon-calon dan pada setiap kotak (t a­
bung) suara i tu diberi juga nama dan tanda yang serupadengan 
nama dan tanda ca1on masing-masing. 

Pasal 19. 

1. Pemil ih-Pemilih diatur sedusun-sedusun ( sekampung-sekam­
pung)dan dipimpin serta diawasi oleh Ke pala Dus un/Kampung­
nya masing-masing. 

2. Seorang demi Scorang pemi lih itu dipersi lahkan masuk ke ru­
angan tempat Panitia Pemil ihan menanti ,datang kemej a Pani ­
tia dan meminta tanda pemberian suara dari Ketua Pani tia Pc 
mil i h. 

3 . Sete1ah diberi kcsempatan mcmperhatika n ca lon-calon yang 
berada da1am n1nngan i tu, serta ~anda-tanda dan namanya rna-
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ka pemi 1 i h i tu dipersi lahkan ma s u k ke ruangan i tu . sert a t an 
da-tanda dan namanya maka pemi l ih i tu dipers i l ahkan masuk 
ke ruangan kotak(tabung)suar a,serta memasukkan tanda pem­
berian suaranya kesa l a h satu kotak(tabung) suara dari ca l on 
yang di s ukainya. 

4. Set e l ah mcmasukkan tanda pembe rian suaranya, maka pemil ih 
i tu harus kel uar dari lain pintu dan tidak bol eh berkumpul 
dengan pcmi 1 ih-pemi lih yang bel urn me lakukan pcmi l i han. 

Pasal 20. 

1 . Setiap pcmi lih hanya menda pat sehe l ai t anda pemberian su­
a ra,yang ha rus dimasukkan sendiri ke dal am sa l ah satu kotak 
(tabung) s uara dari cal on yang dis uk a inya. 

2. Tanda pemberian suara ini berupa secarik kertas yang sudah 
diberi t anda yang tidak mudah di tiru, baik berupacap rcsmi, 
ataupun cap tanda tangan dan harus serupa untuk semua t anda 
pemberian suara. 

3 . Kotak ( t abung) suara harus dikunci a tau di 1 ak ,dan harus di ­
saksikan o l eh or ang banyak sebelum,maupun sesudahnya pemi­
lihan. 

4. Anggota - tmggota Pani tia Pemilihan dengan d i ba ntu oleh Ke­
pala Ous un/Kampung harus sama-sama menj aga jangan sampai 
terjadi s cscorang pemi lih menye lundup untuk memberikan su­
ara sampai dua kali a tau ada orang yang tidak berhak memilih 
ikut me l akukan pemilihan . 

5. Ketika mcmberikan tanda pemberian suar a , Ketua Pani tia Pe­
mi lihan d ibantu o l eh sal ah seorang anggot a da n seorang ang­
gota l agi mencatat juml ahnya pemi lih-pemilih yang datang 
mel akukan pemi 1 ihan, yai tu untuk keperl uan pemeriksaan , 
dengan jalan memperhatikan antara banyaknya t anda pemberi­
an suara yang diberikan dengan yang nanti t erdapat dalam ko 
tak-kotak(t abung- t abung)suara. 

Pasal 21. 

1. Setelah semua pemilih telah membcrikan suaranya, maka Pa ­
nitia Pemilihan disaksikan oleh orang banyak, membuka ko­
tak (tabun g) s ua ra satu persatu. 

2 . Dari setiap kotak (tabung) s uara i tu dihi tung berapa banyak ­
nya tanda pcmbcrian suara yang ada di da l amnya dan sebanyak 
itulah artinya su ar a yang didapat o l eh ca lon yang bersang­
kutan. 

3 . Be r apa i s inya setia p kotak (tabung) s uara itu segera diumum 
kan ol eh Ke tua Pani tia Pemiliha n kepad a orang banyak, J an 
mcnu l iskannya di papan tulis . 
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4 .. Jika pcmi I ihan diatlakan di bcbcra p;t tcmpat, mak a haru s tfj · 
tcgasl..an bahwa perhj tungan i tu lwnya bertla s ar scment ara , 
dan hanya dari sua r a pcmi I ih -pemi I i h di tcmpat d i adakan pc­
milihan itu. 

5 . ~lanaka1a pemilihan diadakan di bcbcrapa t cmpat , maka setc-
1 ah pcmi 1 ihan di b erbaga i tempat i tu sc lesai, Pani tia Pemi-
1 ihan harus mengadaka n perhi tungan s uara yang penghabi san 
bertempat di ibukota Marga. 

BAB VI . 

TANTANG PENETAPAN ANGGOTA 
Pasal 22. 

1 . Sete l ah pemi liha n se l csai ,Panitia Pemi lihan mengadakan si 
dang un t uk menetapkan ca lon-cal on yang terpil ih. 

2 . Nama-Nama cal on di tuliskan semuanya di dalam suatu daftar, 
serta bc r apa suara yang didapatnya masing-masing di s uat u 
tcmpat pemi lihan , dan/atau juml ah semua suara yang dipero­
lehnya.Urutan nama dalam daftar ini , adalah menurut urut an 
banyaknya suara. 

3 . Jika t erdapat calon-calon yang mcndapatkan suara sama ba ­
nyak,maka untuk menetapkan nomornya di dalam daftar ,diada­
kan undian. 

Pasal 23. 

1. Seseorang calon dinyatakan terpilih, manakala jumlah suara 
yang didapatnya, sama dengan jumlah has il bagi(keisquoti -
ent)yang ditentukan, a tau lebih. 

2. Hasil bagi (kiesquotient)itu ialah jumlah semua pemilih 
yang datang memilih dibagi dengan juml ah l owongan.Jika pcm­
bagian ini menghasilkan angka pecahan ,maka pecahan yang ku 
rang dari separoh ,dibulatkan kebawah, dan pecahan dari se­
tengah atau lebih ,dibulatkan ke atas . 

3. Panit ia Pemilihan menetapkan , bahwa anggota-anggota Dewan 
Marga yang t erpilih ada lah menu rut daftar, dari nomor satu 
sampai nomor yang sama dcngan j uml ah anggota yang diperl u -
kan. 

Pasa l 24. 

1 . Sete lah di tentukan anggota -anggota yang terpi 1 ih ,maka I a­
in-lain cal on yang selebihnya, yang j uga mendapa t suara se ­
banyak atau lebih dari hasil bagi (kiesquotient) yang di ­
tentukan itu, ditetapkan menjadi anggota , manakala ada ter­
lowong dian tara masa. 
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2. Seseorang pengganti anggota dengan lantas di t e tapkan meng ­
ganti sesua tu lowongan yang t erbuka an tara mas a , deng:m ke­
t etapan, bahwa masa keanggotaannya hanya l ah s elama masa 
yang masih bers isa dari anggota yang digantikannya. 

3. Manaka la ada t e rbuka l owongan antara masa, maka Kepala Ma r ­
ga ha ruslah segera mengusulkan sebagai gantinya yang ber­
hak i t u kepada Pemerintah Kabupaten. 

P asal ~5 

1. Pani tia Pemi l ihan ha rus l ah membikin proses -perbaal dari 
j alannya pemi 1 ihan dan kesudahan pemil ihan yang diadakan. 

2. Panitia Pemil i han memak lumkan dengan surat kepada calon-ca 
Ion yang terpilih dan da l am tempo selambat-lambatnya dua 
minggu haruslah anggota yang terpilih itu menyatakan apa ­
kah ia menerima a tau a tau t i dak keanggotaannya. 

3. Jika yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia meneri ma 
keanggotaannya,atau tidak memasukkan surat jawabannya da ­
lam tempo yang ditentukan, Panitia Pemilihan segera mene­
tapkan gantinya. 

4 . Proses-perbaal di atas ,bers ama segala surat pernyataan da­
ri setiap anggota yang terpilih dan yang sudah menyatakan 
menerima keanggotaannya, hendaklah seger a dikirimkan ke­
pada Pemerontah Kabupaten yang bersangkutan. 

Pasal 26 

1. Atas nama Pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten 
mengesahkan keanggotaan para anggot a Dewan Mar gayaRg sudah 
sah terpilih. 

2. Pemerintah Kabupaten, a tau at as namanya , Wed ana yang ber­
sangkutan akan melakukan pelantikan Dewan t.fa r ga yang sudah 
terpilih lengkap menurut peratu ran ini. 

3. Setelah pelantikan yang dimaksud dilaksanakan, peker jaan 
Panitia Pemilihan dianggap sudah s e lesai da n Panitia dapat 
lah dibubarkan. 

BAB VII. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27. 

1 . Pan itia Pemiliha n b erhak mengambil tindakan yang perl u, un ­
tuk mengatasi sega la kesul i tan ya ng di temui selama men j a ­
lankan pemilihan i ni ,dan/ a tau untuk memut uskan sega l a per­
s oalan dan sanggahan yang dimajukan kepadanya . 
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2. Jika Panitia Pemilihan tak dapat memutuskannya, maka Pani­
tia Pemilihan akan bersidang bersama-sama dengan Wedana 
dan Camat yang berkewaj iban menil ik dan mengawasi pekerj a­
an Panitia Pemilihan,dan di dalam sidang ini ditetapkan ke­
putusannya yang terakhir. 

Pasal 28. 

Peraturan Pemilihan dan Pembaharuan Dewan-Dewan 1>1arga 
ini mulai berlaku sejak diumumkan,dan pelaksanaannya untukse­
tiap Marga, atau beberapa Marga,atau untuk seluruh Marga -Mar ­
ga ,akan di tetapkan lebih j auh oleh Gubernur, Kepala Daerah Pro­
pinsi Su.matera Selatan a tau instansi ,yang diberi kekuasaan o ­
l ehnya untuk ini. 

Diumumkan pada ini hari 
tanggal 10 Mei 1951 

fd. Sekretaris 
d.t.o. 

Patih R.Achmad 
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Palembang, 9 Mei 1951 
KEPALA DAERAH PROPINSI 

SUMATERA SELATAN 
GUBERNUR 
d.t.o. 

Dr.M.ISA. 



DAFTAR INFORMAN 

1. Nama f.1oh .Dhani 

Tempat/tanggal lahir Dusun Kenten/ 1937 

Pekerjaan Pesirah Kepa 1a Marga Gasing 

Agama Is 1 am 

Pendidi kan SMP berijazah 

Bahasa yang dikuasai Indones ia 

Alamat sekarang Dusun Kenten Kecama tan Talang 
Ke1 apa Musi Banyuasin. 

2. Nama Zawawi 

Tempat/tangga1 lahir Sekayu/1934 

Pekerjaan Pesirah Kepala Marga Menteri 
Melayu 

Agama Isl am 

Pendidikan St-tA dan Secab a Kepolisian 

Bahasa yang dikuasai Indonesia/Inggeris(pasif) 

Alamat sekarang Sekayu kampung I (Muba) 

3 . Nama Yahya Ideris 

Tempat/tangga1 lahir Dusun Sukaj adi/ Agustus 1939 

Pekerjaan Pesirah Talang Kelapa 

Agama Is 1 am 

Pendidikan SMA berijazah 

Bahasa yang dikuasai Indonesia 

Alamat sekarang Dusun Sukaj adi (Muba) 

4 . Nama A. Zabidi Majid 

Tempat/tangga1 lahir Kampung 4 dusun Pangkalan 
Balai/1934 

Pekerjaan Pesirah Kepala Marga Pangkalan 
Balai 

Agama Is 1 am 

Pendidikan SMA berij azah 
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Bahasa yang tlikuasai 

Alamat sekarang 

5. Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 

6. Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidika n 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat s ekar ang 

7 . Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 

8 . Nama 

Tempat / tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 
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Indonesia 

Kampung 4 dusun Pangkalan Balai 
(t>tuba) 

Moh. Yani BA. 

Dusun Pulau/Junim 1940 

Kepala Inspeksi SD Banyu.asin III 

Is 1 am 

Semester 1X Faku 1 tas Keguruan 
UNS\{I 

Indonesia dan Inggeris 

Kampung 3 dusun Pulau (1-fuba) 

1-loh .Helmy 

Kampung 4 Dusun Lumpatan/ 1944 

Kepa la SMP Swadaya Lumpatan/ Gu­
ru Honorer SMA Negeri Sekayu 

1 s 1 am 

SM. II jurusan Ilmu Pasti Fakul­
tas Keguruan UNSRI 

Indonesia 

Kampung I dusun Lumpatan (1-luba) 

Hilal Arsyad BA. 

Dusun Merapi/ 1946 

Pesirah Kepala Marga Ps. Merapi 

I s 1 am 

APDN 

Indonesia dan Inggeris (pas if) 

Dusun t--1erapi Kecamatan t-1erapi 

Roosman 

Ousun Merapi/ 1958 

Pembantu Pesi rah I Juru tulis 
Marga 

Is 1 am 



Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alarnat sekarang 

9. Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alarnat sekaNng 

lO.Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 

ll.Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 

12.Nama 

Tempat/tanggal lahir 

SMEA berij az ah 

Indonesia 

Dusun Merapi Kecama tan Ne rapi 

Rums yah 

Dusun Endikat Ilir/ 1936 

Pesirah Kepala Marga Gumai Ta­
lang Kabupaten Lahat 

Islam 

SMA berijazah 

Indonesia dan Inggeris (pas if) 

Dusun Endikat llir Kab. Lahat 

Amat Sari 

: 'Dusun Endikat Ilir/1945 

: Kerio Dusun Endikat Ilir 

Islam 

• SMP 

Indonesia 

Dusun Endikat Ilir Kabupaten La­
hat 

Namasin Rahib 

Dusun Sugiwaras Marga Gumai Ta­
lang/1916 

Jurutul is Marga Guma i Talang 

Islam 

L.V.O 

Indonesia 

Dusun Sugiwaras Marga Gumai Ta-. 
lang(Kabupaten Lahat) 

Bastari Saleh 

Dusun Perangai Marga IV .Sn.A­
gung, tahun 1937 
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Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 

13 . Nama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Aga ma 

Pendidikan 

Bahas·a yang dikuasai 

Alarnat sekarang 

14.N am a 

Tempat/tanggal l ahir 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuas ai 

Al arnat sekarang 

15 .N ama 

Tempat/tanggal lahir 

Pekerjaan 

Aga ma 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 
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l' cs irah Kepala ~1argaiV .SN. A­
gung 

I s 1 am 

S~H' berijaz.ah 

Indonesia 

Dusun Perangai Marga i V.Sn. A­
gung(Kabupaten Lahat) 

Abu l gani 

DusunKotarajaMarga I V.Sn. 
Agung,tahun 1925 

Jurutul is ~1arga IV .Sn . Agung 

Is 1 am 

Vervo1gschool 

Indonesia 

Dus un Kotaraj a Marga IV .Sn. 
Agung Kabupaten Lahat . 

Soedjoko 

Cirebon Jawa Barat/1927 

Lurah 15 Ulu Pal embang 

I s 1 a m 

K. P .A/A dan S~1A 

Indonesia dan Be l anda(pas if) 

Kantor Lurah 15 Ulu Pal embang 

~1.Amin Asyaari BA. 

Palembang/Agustu s 1934 

Lurah 9 Ilir Palembang 

I s 1 am 

APDN 

Indones ia dan Inggeri s 

Kantor Lu rah 9 Ilir Pal embang 



16 . Nama 

Tempat/tanggal 1ahir 

Pekerjaa n 

Agama 

Pcndidikan 

Bahasa yang diku asai 

A1amat sekarang 

17.Nama 

Tcmpat /tanggal 1ahir 

Peke r ja a n 

Ag am a 

Pendidikan 

Bah asa yang dikuasai 

Al amat sekarang 

18 . Na ma 

Tempat /tangga1 lahir 

Pe k erjaan 

Agama 

Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

A1amat sekar ang 

19 . Nama 

Tempat /tangga l 1ahir 

Peke r jaa n 

Aga ma 

I. Z .Akil BA. 

Kampung 28 Ilir Pa1embang/ 1936 

Lurah 26 Ilir Pa1embang 

Is 1 a 111 

APDN 

Indonesia dan Inggeris 

Kantor Lurah 26 Ilir Pal embang 

Abdu1azis BA. 

Dusun Lumpatan/ Februa ri 1946 

Guru SMA Negeri Seka yu 

Islam 

Sarjana Muda Ilmu Pasti Fakultas 
Keguruan UNSRI Palembang 

Indones ia dan Inggeris 

: . Kampung IV Lumpa tan (MUBA) 

: Intan Baiduri SA. 

Dusun Talang Kelapa/Januaril944 

Kasi Kebud aya an Talang Ke lapa 
Banyuasin ill (Muba) 

Islam 

Sarjana Muda jurusan Se j arah Fa­
kul tas Keguruan UNSRI Pale mbang 

Indonesia dan Inggeris 

Jalan sosial KM.S Palembang 

Insan Abubaka r BA. 

Dusun Ul ak Teb e rau Muba/ April 
1945 

Guru Inpres Talang Betutu dan 
Guru Honorer pada SMA ll Negeri 
Palembang. 

Is 1 am 
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Pendidikan 

Bahasa yang dikuasai 

Alamat sekarang 
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Sarjana Muda Sejarah Fakultas 
Keguruan UNSRI Palembang 

Indonesia dan Inggeris 

Talangratu KM.S Palembang. 
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